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PENGUMUMAN
Sehubungan dengan Libur Nasional Hari Raya Natal, 

maka kami sampaikan kepada pembaca dan relasi, bahwa 
Harian Sulteng Raya TIDAK TERBIT pada edisi Kamis, 25 
Desember 2025. Harian Sulteng Raya akan terbit kembali 

pada edisi Senin, 29 Desember 2025. 

Demikian pengumuman ini, atas perhatian dan 
pemaklumannya, kami ucapkan banyak terima kasih.

Redaksi Sulteng Raya

TERSERTIFIKASI DEWAN PERS
No. 376/DP-Terveri� kasi/K/VI/2019
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PIMPIN SIDAK PASAR

Wagub Sulteng Sebut Harga Bahan 
Pokok Relatif Terkendali Jelang Nataru

SULTENG RAYA – Wagub Reny Lamadji-
do, Ketua TP-PKK Sry Nirwanti Bahasoan, 

serta Tim Pengendalian Infl asi Daerah 
(TPID) Sulteng , melaksanakan sidak pasar,  
Selasa Pagi (23/12/2025). Kegiatan ini dila-

kukan sebagai langkah konkret pengen-
dalian infl asi daerah menjelang perayaan 

Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Pemprov Sulteng Berangkatkan 
565 Pemudik Lewat Berani Mudik

WAGUB Reny Lamadjido saat melaksanakan sidak di salah satu pasar tradisional Kota Palu, Selasa (23/12/2025). FOTO: BIRO ADPIM

Sidak pasar tersebut me-
nyasar dua lokasi utama, 
yakni Pasar Manonda dan 
Pasar Masomba, Kota Palu. 
Turut mendampingi da-
lam kegiatan ini Asisten II 
Bidang Perekonomian dan 
Pembangunan Rudi Dewan-
to, Kepala Kejaksaan Tinggi 
Sulawesi Tengah, Kepala 
Perwakilan Bank Indonesia 
Sulawesi Tengah, Kapolda 
Sulawesi Tengah, Pangdam 
XIII/Merdeka, serta para 
kepala Organisasi Perangkat 
Daerah (OPD) lingkup Pe-
merintah Provinsi Sulawesi 

Tengah dan pejabat terkait 
lainnya.

Wagub dr. Reny menyam-
paikan bahwa sidak pasar 
ini merupakan bagian dari 
upaya pemerintah daerah 
dalam memastikan stabili-
tas harga dan ketersediaan 
bahan pokok menjelang 
momentum hari besar ke-
agamaan dan pergantian 
tahun.

“Sidak pasar ini kami 
lakukan untuk memantau 
langsung perkembangan 
harga dan ketersediaan ba-

han pokok, sebagai langkah 
pengendalian inflasi daerah 
menjelang Natal dan Tahun 
Baru,” ujar Wagub.

Dari hasil pemantauan di 
lapangan, Wagub mengung-
kapkan bahwa secara umum 
harga kebutuhan pokok 
masih relatif terkendali, 
meskipun terdapat beberapa 
komoditas yang mengalami 
kenaikan harga ringan.

“Dari hasil sidak, ada 
empat komoditas yang men-
galami kenaikan tipis, se-
perti telur ayam, cabai rawit, 
dan bawang merah, dengan 
kenaikan di kisaran lima 
ribu rupiah. Namun secara 
umum stok barang masih 
cukup dan aman,” jelasnya.

Dalam kesempatan terse-
but, Wagub juga menyam-
paikan apresiasi dan terima 
kasih kepada seluruh un-
sur Forkopimda dan TPID 
Provinsi Sulawesi Tengah 
yang terus bersinergi dalam 

GUBERNUR SULTENG Anwar Ha� d melepas peserta mudik program 
Berani Mudik Gratis 2025 di Palu, Senin (22/12/2025). FOTO: ANTARA/
HUMAS PEMPROV SULTENG

SULTENG RAYA - Pe-
merintah Provinsi (Pem-
prov) Sulawesi Tengah 
(Sulteng) memberangkat-
kan sebanyak 565 orang 
pemudik dengan tujuan ke 
sembilan daerah di provinsi 
ini melalui program Berani 
Mudik Gratis Natal 2025 dan 
Tahun Baru 2026.

Gubernur Sulawesi Teng-
ah Anwar Hafid di Palu, 

Senin, mengatakan program 
mudik gratis ini sebagai ben-
tuk kepedulian pemerintah 
daerah dalam membantu 
masyarakat yang hendak 
pulang kampung merayakan 
Natal dan Tahun Baru.

“Semoga dengan Berani 
Mudik Gratis, saudara kita 
yang memanfaatkan bisa 
terbantu untuk berkumpul 
dan bersilaturahmi dengan 

keluarga dan handai taulan 
di kampung masing-ma-
sing," katanya. 

Program ini, kata dia, juga 
bertujuan menekan risiko 
kecelakaan lalu lintas serta 
mengurai kepadatan arus 
kendaraan selama momen 
Natal dan tahun baru di 
Sulawesi Tengah.

Pemerintah Dorong Keadilan Energi Lewat
SPBU Nelayan di Donggala

PT Vale Hibahkan Excavator Sebagai 
Solusi Terpadu Mitigasi Banjir di Lutra

PENANDATANGANAN berita acara penyerahan hibah PT Vale kepada Pemkab Luwu Utara. FOTO: DOK. PT VALE

SULTENG RAYA — Di 
tengah meningkatnya in-
tensitas curah hujan dan ke-
rentanan sejumlah wilayah 
terhadap banjir serta long-
sor, penguatan ketahanan 
daerah menjadi kebutuhan 
mendesak yang tidak bisa 
ditunda. 

Menjawab tantangan ter-
sebut, PT Vale Indonesia 
Tbk (PT Vale), bagian dari 
grup MIND ID, mengambil 
langkah strategis bersama 
Pemerintah Kabupaten 
Luwu Utara melalui hibah 
satu unit alat berat excava-
tor, dokumen kajian teknis, 
bahan bakar operasional 10 
ribu liter, serta aksi penana-
man bibit pohon sebagai ba-
gian dari rehabilitasi daerah 
aliran sungai (DAS).

Hibah alat berat exca-
vator tersebut diharapkan 
dapat dimanfaatkan oleh 
pemerintah daerah untuk 
kegiatan pengerukan sun-

gai dan saluran air yang 
mengalami pendangkalan. 
Langkah ini bertujuan me-
ningkatkan kapasitas aliran 

air, mengurangi risiko banjir 
terutama pada musim hu-
jan, sekaligus mendukung 
pemeliharaan infrastruktur 

sumber daya air secara ber-
kelanjutan.

Sebagai pelengkap solusi 
teknis tersebut, penanaman 

bibit pohon dilakukan seba-
gai upaya strategis meng-
hadapi dampak perubahan 
iklim yang memicu cuaca 
ekstrem. Rehabilitasi DAS 
diharapkan mampu mem-
perkuat daya dukung ling-
kungan, mengurangi laju 
limpasan air, serta menci-
ptakan wilayah yang lebih 
tangguh terhadap bencana 
di masa depan.

Head of External Relation 
PT Vale Indonesia, Endra 
Kusuma menegaskan, pe-
nyerahan hibah alat berat 
yang dirangkaikan dengan 
penanaman bibit pohon me-
rupakan wujud komitmen 
jangka panjang perusahaan 
untuk tumbuh dan maju 
bersama pemerintah daerah 
dan masyarakat. 

“Lebih dari sekadar ban-
tuan fisik, hibah alat berat 
dan gerakan menanam po-

Waspada! 

Penipu Catut 
Nama Kapolres 
Parigi Moutong

NOMOR telepon melalui aplikasi WA penipu yang menga-
tasnamakan Kapolres Parigi Moutong. FOTO: TANGKAPAN LAYAR

SULTENG RAYA – Kepolisian Resor Polres 
Parigi Moutong mengimbau seluruh masyarakat 
untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap 
maraknya modus penipuan yang mengatasna-

ANGGOTA 
Komite BPH 
Migas, Erika 
Retnowati 
saat meninjau 
Stasiun 
Pengisian 
Bahan Bakar 
Umum (SPBU) 
Nelayan di 
Donggala. 
FOTO: DOK. 
PERTAMINA

SULTENG RAYA - Up-
aya menghadirkan keadilan 
energi dan pemerataan eko-
nomi hingga wilayah pesisir 
terus dijalankan Pemerintah. 
Di Kabupaten Donggala, Su-
lawesi Tengah, Badan Pen-
gatur Hilir Minyak dan Gas 
Bumi (BPH Migas) meninjau 
Stasiun Pengisian Bahan Ba-
kar Umum (SPBU) Nelayan 
yang memberi kemudahan 
bagi nelayan memperoleh 
Bahan Bakar Minyak (BBM) 

dan lokasi yang lebih dekat 
dari tempat tinggal.

SPBU Nelayan tersebut 
dikelola koperasi nelayan 
dengan dukungan kredit 
permodalan dari Pemerin-
tah melalui Kementerian 
Kelautan dan Perikanan. 
Anggota Komite BPH Mi-
gas, Erika Retnowati meny-
ampaikan keberadaan SPBU 
Nelayan membawa manfaat 
nyata bagi aktivitas melaut 
nelayan.

“Para nelayan sangat bers-
yukur dengan adanya SPBU 
Nelayan ini karena dapat 
membeli BBM dengan harga 
yang sesuai dengan harga 
yang sudah ditetapkan Pe-
merintah, contohnya solar. 
Tadi kami sempat berta-
nya pada pengelola dari 
SPBU Nelayan ini, biasanya 
nelayan membeli solar itu 
bervariatif sekitar Rp.3.000 
hingga  Rp. 4.000 / liter 
diatas harga Solar di SPBU 

yang peroleh dari pengecer 
sekitarnya. Dan dengan ada-
nya SPBU Nelayan ini, me-
reka bisa membeli langsung 
dengan harga Rp. 6.800 per 
liter,” terangnya, Minggu 
(21/12/2025).

Selain perbedaan harga 
yang cukup signifikan, nela-
yan juga terbantu dari sisi 
jarak tempuh. Sebelumnya, 
SPBU terdekat berjarak se-
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SULTENG RAYA- 
Wali Kota Palu diwakili 
Pelaksana Tugas (Plt.) 
Asisten Bidang Pereko-
nomian dan Pemban-
gunan Sekretariat Dae-
rah Kota Palu, Rahmad 
Mustafa, secara resmi 
membuka kegiatan 
penyampaian informasi 
Produk Haji serta Fasi-
litas Talangan Haji dari 
Bank Syariah Indonesia 
(BSI) bagi Aparatur Sipil 
Negara (ASN), pada 
Selasa (23/12/2025), ber-
tempat di Ruang Rapat 
Bantaya, Kantor Wali 
Kota Palu. 

Dalam kesempatan 
tersebut, Plt. Asisten 
Rahmad Mustafa mem-
bacakan sambutan tertu-
lis Wali Kota Palu yang 
menyampaikan bahwa 
ibadah haji merupakan 
rukun Islam kelima yang 
menjadi dambaan setiap 
umat Muslim. 

Namun demikian, 
pelaksanaannya mem-
butuhkan perencanaan 
yang matang, baik dari 
sisi kesiapan spiritual, 
kesehatan, maupun ke-
mampuan finansial.

“Oleh karena itu, 
kehadiran Bank Syariah 
Indonesia dengan berba-
gai produk layanan haji 
yang berbasis prinsip sy-
ariah, termasuk fasilitas 
talangan haji, merupa-
kan solusi yang sangat 
membantu, khususnya 
bagi ASN yang memiliki 
niat kuat untuk menu-
naikan ibadah haji lebih 
awal,” ujar Plt. Asisten.

Pemerintah Kota 
Palu, lanjut Plt. Asisten 
menyambut baik dan 
mengapresiasi langkah 
Bank Syariah Indonesia 
yang secara aktif mem-
berikan edukasi dan 
literasi keuangan syariah 
kepada ASN. 

Kegiatan ini dinilai 

tidak hanya memberikan 
informasi teknis terkait 
pendaftaran haji, tetapi 
juga mendorong buda-
ya perencanaan ibadah 
yang tertib, transparan, 
serta sesuai dengan 
ketentuan syariah dan 
regulasi yang berlaku.

Wali Kota Palu melal-
ui Plt. Asisten berharap, 
melalui kegiatan ini, 
para ASN dapat mem-
peroleh pemahaman 
yang utuh mengenai 
prosedur pendaftaran 
haji, manfaat produk 
haji BSI, serta skema 
pembiayaan yang aman, 
legal, dan bertanggung 
jawab. Dengan demi-
kian, niat suci untuk 
menunaikan ibadah haji 
dapat diwujudkan tanpa 
memberatkan, dengan 
tetap mengedepankan 
prinsip kehati-hatian 
serta kemampuan finan-
sial masing-masing.

Selain itu, ASN di-
harapkan tidak hanya 
profesional dalam 
menjalankan tugas 
pelayanan publik, tetapi 
juga mampu menjadi 
teladan dari sisi moral 
dan spiritual. 

Kesadaran untuk 
mempersiapkan ibadah 
haji sejak dini dinilai 
sebagai bentuk ikhtiar 
spiritual yang patut dia-
presiasi dan didukung 
bersama. Mengakhiri 
sambutan, Pemerintah 
Kota Palu menyampai-
kan terima kasih kepada 
Bank Syariah Indonesia 
atas sinergi dan kont-
ribusinya. Diharapkan 
kerja sama yang telah 
terjalin dapat terus di-
tingkatkan demi mem-
berikan manfaat yang 
luas, khususnya dalam 
meningkatkan kesejah-
teraan spiritual ASN dan 
masyarakat Kota Palu 
secara umum. ABS

Sejumlah program studi 
yang berhasil meraih Akre-
ditasi Unggul pada peng-
hujung tahun 2025 yakni 
Program Studi S1 Terapan 
Teknologi Rekayasa Kon-
struksi Jalan dan Jembatan, 
Program Studi S2 Kesehatan 
Masyarakat, serta Program 
Studi S2 Ilmu Pertanian Pa-
scasarjana. Capaian tersebut 
semakin memperkokoh po-
sisi Universitas Tadulako se-
bagai perguruan tinggi yang 
konsisten meningkatkan 
kualitas dan daya saing aka-
demik di tingkat nasional.

Dari Fakultas Teknik, 
Program Studi S1 Terapan 
Teknologi Rekayasa Kon-

struksi Jalan dan Jembatan 
resmi meraih Akreditasi 
Unggul pada 20 Desember 
2025. Dengan pencapaian 
tersebut, program studi ini 
menjadi program studi ke-
tiga di Fakultas Teknik yang 
memperoleh predikat Ung-
gul, setelah Program Studi S1 
Teknik Sipil pada tahun 2023 
dan Program Studi S2 Teknik 
Sipil pada tahun 2024.

Dekan Fakultas Teknik 
Universitas Tadulako, Ir. 
Andi Arham Adam, ST., 
M.Sc., Ph.D., menyampai-
kan bahwa capaian tersebut 
merupakan hasil dari kerja 
kolektif seluruh sivitas aka-
demika dengan dukungan 

ASN Dibekali Literasi 
Keuangan Syariah

FOTO: Gedung Rektorat Untad

Akhiri 2025, Sejumlah Prodi 
Untad Raih Akreditasi Unggul

SULTENG RAYA — Mengakhiri tahun 2025, 
Universitas Tadulako (Untad) mencatatkan 
capaian luar biasa dengan diraihnya status 
Akreditasi Unggul di sejumlah program stu-
di. Prestasi ini menjadi bukti nyata komitmen 
Rektor Universitas Tadulako, Prof. Dr. Ir. 
Amar ST., MT dalam mendorong penguatan 
mutu akademik, tata kelola perguruan tinggi, 
serta pelaksanaan Tridarma Perguruan Ting-
gi yang berkualitas dan berkelanjutan.

penuh pimpinan universitas.
“Capaian ini juga men-

jadikan Program Studi S1 
Terapan Teknologi Reka-
yasa Konstruksi Jalan dan 
Jembatan sebagai program 
studi S1 Terapan kedua di 
Universitas Tadulako yang 
terakreditasi Unggul, setelah 
Program Studi S1 Terapan 
Akuntansi Sektor Publik di 
Fakultas Ekonomi,” ujarnya, 
Selasa (23/12/2025).

Ia menambahkan, kebija-
kan strategis dan dukungan 
pimpinan menjadi faktor 
kunci keberhasilan tersebut. 
Ke depan, Fakultas Teknik 
menargetkan sejumlah pro-
gram studi lainnya dapat 
menyusul meraih Akreditasi 
Unggul pada tahun 2026 
sebagai bagian dari upa-
ya mempertahankan status 
Unggul Universitas Tadu-
lako.

Capaian Akreditasi Ung-
gul juga diraih oleh Program 
Studi S2 Kesehatan Masy-
arakat Fakultas Kesehatan 
Masyarakat (FKM) Uni-
versitas Tadulako, dengan 
masa berlaku lima tahun dari 
LAM-PTKes. Dekan FKM 
Untad, Prof. Dr. Rosmala 

Nur, S.K.M., M.Si., men-
jelaskan bahwa penataan 
kelembagaan menjadi salah 
satu langkah utama dalam 
proses akreditasi.

“Untuk memudahkan 
pengendalian dan penga-
wasan, Program Studi S2 
Kesehatan Masyarakat yang 
sebelumnya berada di bawah 
Pascasarjana kami tata kem-
bali ke bawah Fakultas Kese-
hatan Masyarakat,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, sela-
ma kurang lebih tiga bulan, 
dokumen akreditasi disusun 
secara intensif dengan meli-
batkan dosen-dosen muda, 
seluruh tenaga pengajar Pro-
gram Studi S2 Kesehatan 
Masyarakat, serta tenaga 
kependidikan. Dokumen ter-
sebut dikirimkan pada Ok-
tober 2025 dan dilanjutkan 
dengan asesmen lapangan 
pada 24–27 November 2025.

“Alhamdulillah, pada 20 
Desember 2025 diumumkan 
bahwa Program Studi S2 Ke-
sehatan Masyarakat berhasil 
meraih status Akreditasi 
Unggul,” tambahnya.

Prestasi serupa juga diraih 
oleh Program Studi Magister 
Ilmu Pertanian Pascasarja-

na Universitas Tadulako. 
Koordinator Program Studi 
Magister Ilmu Pertanian, Dr. 
Ir. Rostiati Daeng Rahmatu, 
M.P., menyampaikan bahwa 
persiapan akreditasi telah 
dilakukan sejak Juni 2024.

“Dokumen akreditasi kami 
ajukan pada Desember 2024, 
kemudian melalui tahapan 
penilaian hingga akhirnya 
pengumuman resmi Akre-
ditasi Unggul kami terima 
pada periode November 
sampai Desember 2025,” 
jelasnya.

Menanggapi capaian ter-
sebut, Rektor Universitas 
Tadulako, Prof. Dr. Ir. Amar 
ST., MT menyampaikan 
apresiasi dan rasa syukur 
atas dedikasi seluruh sivi-
tas akademika yang telah 
bekerja keras dalam proses 
akreditasi.

“Perolehan Akreditasi 
Unggul ini merupakan hasil 
kerja kolektif, mulai dari 
unsur pimpinan hingga tim 
pelaksana di tingkat program 
studi. Ini adalah buah dari 
komitmen bersama dalam 
memperkuat mutu dan tata 
kelola Universitas Tadula-
ko,” tegas Rektor.

Ia berharap capaian ter-
sebut tidak hanya dapat 
dipertahankan, tetapi juga 
terus ditingkatkan. Hingga 
Desember 2025, Universitas 
Tadulako telah memiliki 
31 program studi berstatus 
Akreditasi Unggul.

“Capaian ini kami harap-
kan dapat menjadi motivasi 
bagi program studi lainnya 
untuk meraih predikat se-
rupa. Ke depan, capaian 
Akreditasi Unggul juga kami 
arahkan menuju akreditasi 
internasional sebagai lang-
kah strategis dalam proses 
internasionalisasi dan pen-
guatan daya saing Univer-
sitas Tadulako di tingkat 
global,” urainya.*ENG

PENYERAHAN sertifi kat pemateri dari Master of Trainer BA Abdul Salam, S.Pd., M.Pd ke Rektor 
Unismuh Palu, Prof. Dr. H. Rajindra, SE., MM disaksikan oleh Wakil Rektor II Unismuh Palu, Dr. 
Burhanuddin, SE., MM, Ketua LP2AIK Unismuh Palu, Dr. Fery, S.Sos., M.Si  dan Ketua Panitia Dr. 
Farid, SE., MM. FOTO: AMILUDDIN

LP2AIK Unismuh Palu Bekali Mahasiswa KKN Lewat BA

SULTENG RAYA-Lembaga Pembinaan 
Pengembangan Al-Islam Kemuhammadi-
yaan (LP2AIK) Universitas Muhammadiyah 
(Unismuh) Palu kembali melakukan Baitul 
Arqam (BA), kali ini adalah BA angkatan ke 
III Tahun  akademik 2025/2026 diperuntukan 
bagi mahasiswa studi akhir yang akan men-
gikuti Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di 
Masyarakat.

Baitul Arqam Mahasis-
wa ini mengangkat tema 
“Internalisasi Nilai Islam 
Berkemajuan Sebagai Bekal 
Pengabdian KKN Bagi Ma-
hasiswa Berkarakter Ung-
gul” itu dilaksanakan sela-
ma tiga hari, dibuka Selasa 
(23/2025) dan kembali akan 
dilanjutkan pada tanggal 25-
27 Desember 2025 di Aula 
Rektorat Unismuh Palu. 

Rektor Unismuh Palu, 
Prof. Dr. H. Rajindra, SE., 
MM saat membuka kegiatan 
itu menyampaikan BA kali 
ini berbeda dari sebelum-
nya, dimana BA mahasis-
wa biasanya diperuntukan 
bagi mahasiswa yang sudah 
menyelesaikan program 
KKN, namun kali ini di-
peruntukan bagi mereka 
yang akan turun mengikuti 
program KKN.

Dengan harapan, ada isi 
materi BA yang bisa maha-
siswa implementasikan di 
masyarakat. “Sebelumnya 
itu yang sudah KKN, namun 
setelah kita mencari pola 
baru, kini yang ikut BA 
Mahasiswa adalah bagi me-
reka yang akan turun KKN, 
agar ada yang bisa mereka 
implementasikan nanti di 
masyarakat setelah belajar 

dari BA,”jelas Prof Rajindra. 
Rektor berharap, maha-

siswa yang akan turun KKN 
ini betul-betul aktif selama 
kurang lebih satu bulan 
setengah di masyarakat, 
serta memiliki sikap dan 
prilaku mencerminkan diri 
sebagai mahasiswa dari 
Kampus Biru Unismuh Palu 
yang menjunjung tinggi eti-
ka dan moralitas.

Di sisi lain, Prof Rajindra 
juga mengingatkan selain 
mahasiswa peserta KKN 
yang aktif juga Dosen Pem-
bimbing Lapangan (DPL) 
harus pro aktif. “Olehnya 
saat penunjukan itu harus 
dimintai kesediaan untuk 
menjadi DPL dan siap aktif 
di lapangan.

 Agar tidak keluar dari 
tujuan KKN, DPL nya har-
us betul-betul orang pili-

han,”tegas Prof Rajindra.
Sementara itu,  Ketua 

LP2AIK Unismuh Palu, Dr. 
Fery, S.Sos., M.Si menyam-
paikan kepada peserta BA, 
bahwa selama mereka men-
gikuti program BA akan be-
lajar zikir dan pikir, untuk 
itu harus mengikhlaskan 
diri dan meluruskan niat 
untuk mengikuti program 
ini selama kurang lebih 
tiga hari. 

Salah satu yang akan me-
reka dapatkan nanti adalah 
pemahaman Wasathiyah 
yang artinya jalan tengah 
(moderat). 

“Bagi Muhammadiyah 
Wasathiyah bukan hanya 
jalan tengah atau moderat 
melainkan juga mencerah-
kan, sebagaimana tujuan 
organisasi ini didirikan oleh 
KH. Ahmad Dahlan,”se-

butnya.
Olehnya itu, peserta BA 

yang akan turun di masyara-
kat, diminta menjadi pence-
rah di tengah-tengah masy-
arakat, karena itulah tujuan 
dari Muhammadiyah didi-
rikan oleh Ahmad Dahlan. 
“Kader Muhammadiyah 
itu harus mempu menjadi 
lampu, menjadi penerang 
masyarakat, dan menjadi 
manusia terbaik yang mem-
beri manfaat atas kehadiran-
nya di desa,”sebutnya. 

Dr. Farid, SE., MM saat 
menyampaikan laporan, pe-
serta BA Mahasiswa kali ini 
sejumlah 63 orang, didomi-
nasi FKM 45 orang, menyu-
sul Fakultas Teknik 2 orang, 
Fakultas Hukum 2 orang, 
Fisip 2 orang, dan  Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis juga 2 
orang. ENG

FOTO bersama Rektor Unismuh Palu, Prof. Dr. H. Rajindra dengan peserta Baitul Arqam. FOTO: AMILUDDIN
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PENGUMUMAN
Sehubungan dengan Libur Nasional Hari Raya Natal, 

maka kami sampaikan kepada pembaca dan relasi, bahwa 
Harian Sulteng Raya TIDAK TERBIT pada edisi Kamis, 25 
Desember 2025. Harian Sulteng Raya akan terbit kembali 

pada edisi Senin, 29 Desember 2025. 

Demikian pengumuman ini, atas perhatian dan 
pemaklumannya, kami ucapkan banyak terima kasih.

Redaksi Sulteng Raya
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■ Baca PARMOUT... Hal. 7

■ Baca PEMPROV... Hal. 7

■ Baca WAGUB... Hal. 7

■ Baca PEMERINTAH... Hal. 7

■ Baca PT VALE... Hal. 7■ Baca WASPADA... Hal. 7

PIMPIN SIDAK PASAR

Wagub Sulteng Sebut Harga Bahan 
Pokok Relatif Terkendali Jelang Nataru

SULTENG RAYA – Wagub Reny Lamadji-
do, Ketua TP-PKK Sry Nirwanti Bahasoan, 

serta Tim Pengendalian Infl asi Daerah 
(TPID) Sulteng , melaksanakan sidak pasar,  
Selasa Pagi (23/12/2025). Kegiatan ini dila-

kukan sebagai langkah konkret pengen-
dalian infl asi daerah menjelang perayaan 

Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Pemprov Sulteng Berangkatkan 
565 Pemudik Lewat Berani Mudik

WAGUB Reny Lamadjido saat melaksanakan sidak di salah satu pasar tradisional Kota Palu, Selasa (23/12/2025). FOTO: BIRO ADPIM

Sidak pasar tersebut me-
nyasar dua lokasi utama, 
yakni Pasar Manonda dan 
Pasar Masomba, Kota Palu. 
Turut mendampingi da-
lam kegiatan ini Asisten II 
Bidang Perekonomian dan 
Pembangunan Rudi Dewan-
to, Kepala Kejaksaan Tinggi 
Sulawesi Tengah, Kepala 
Perwakilan Bank Indonesia 
Sulawesi Tengah, Kapolda 
Sulawesi Tengah, Pangdam 
XIII/Merdeka, serta para 
kepala Organisasi Perangkat 
Daerah (OPD) lingkup Pe-
merintah Provinsi Sulawesi 

Tengah dan pejabat terkait 
lainnya.

Wagub dr. Reny menyam-
paikan bahwa sidak pasar 
ini merupakan bagian dari 
upaya pemerintah daerah 
dalam memastikan stabili-
tas harga dan ketersediaan 
bahan pokok menjelang 
momentum hari besar ke-
agamaan dan pergantian 
tahun.

“Sidak pasar ini kami 
lakukan untuk memantau 
langsung perkembangan 
harga dan ketersediaan ba-

han pokok, sebagai langkah 
pengendalian inflasi daerah 
menjelang Natal dan Tahun 
Baru,” ujar Wagub.

Dari hasil pemantauan di 
lapangan, Wagub mengung-
kapkan bahwa secara umum 
harga kebutuhan pokok 
masih relatif terkendali, 
meskipun terdapat beberapa 
komoditas yang mengalami 
kenaikan harga ringan.

“Dari hasil sidak, ada 
empat komoditas yang men-
galami kenaikan tipis, se-
perti telur ayam, cabai rawit, 
dan bawang merah, dengan 
kenaikan di kisaran lima 
ribu rupiah. Namun secara 
umum stok barang masih 
cukup dan aman,” jelasnya.

Dalam kesempatan terse-
but, Wagub juga menyam-
paikan apresiasi dan terima 
kasih kepada seluruh un-
sur Forkopimda dan TPID 
Provinsi Sulawesi Tengah 
yang terus bersinergi dalam 

GUBERNUR SULTENG Anwar Ha� d melepas peserta mudik program 
Berani Mudik Gratis 2025 di Palu, Senin (22/12/2025). FOTO: ANTARA/
HUMAS PEMPROV SULTENG

SULTENG RAYA - Pe-
merintah Provinsi (Pem-
prov) Sulawesi Tengah 
(Sulteng) memberangkat-
kan sebanyak 565 orang 
pemudik dengan tujuan ke 
sembilan daerah di provinsi 
ini melalui program Berani 
Mudik Gratis Natal 2025 dan 
Tahun Baru 2026.

Gubernur Sulawesi Teng-
ah Anwar Hafid di Palu, 

Senin, mengatakan program 
mudik gratis ini sebagai ben-
tuk kepedulian pemerintah 
daerah dalam membantu 
masyarakat yang hendak 
pulang kampung merayakan 
Natal dan Tahun Baru.

“Semoga dengan Berani 
Mudik Gratis, saudara kita 
yang memanfaatkan bisa 
terbantu untuk berkumpul 
dan bersilaturahmi dengan 

keluarga dan handai taulan 
di kampung masing-ma-
sing," katanya. 

Program ini, kata dia, juga 
bertujuan menekan risiko 
kecelakaan lalu lintas serta 
mengurai kepadatan arus 
kendaraan selama momen 
Natal dan tahun baru di 
Sulawesi Tengah.

Pemerintah Dorong Keadilan Energi Lewat
SPBU Nelayan di Donggala

PT Vale Hibahkan Excavator Sebagai 
Solusi Terpadu Mitigasi Banjir di Lutra

PENANDATANGANAN berita acara penyerahan hibah PT Vale kepada Pemkab Luwu Utara. FOTO: DOK. PT VALE

SULTENG RAYA — Di 
tengah meningkatnya in-
tensitas curah hujan dan ke-
rentanan sejumlah wilayah 
terhadap banjir serta long-
sor, penguatan ketahanan 
daerah menjadi kebutuhan 
mendesak yang tidak bisa 
ditunda. 

Menjawab tantangan ter-
sebut, PT Vale Indonesia 
Tbk (PT Vale), bagian dari 
grup MIND ID, mengambil 
langkah strategis bersama 
Pemerintah Kabupaten 
Luwu Utara melalui hibah 
satu unit alat berat excava-
tor, dokumen kajian teknis, 
bahan bakar operasional 10 
ribu liter, serta aksi penana-
man bibit pohon sebagai ba-
gian dari rehabilitasi daerah 
aliran sungai (DAS).

Hibah alat berat exca-
vator tersebut diharapkan 
dapat dimanfaatkan oleh 
pemerintah daerah untuk 
kegiatan pengerukan sun-

gai dan saluran air yang 
mengalami pendangkalan. 
Langkah ini bertujuan me-
ningkatkan kapasitas aliran 

air, mengurangi risiko banjir 
terutama pada musim hu-
jan, sekaligus mendukung 
pemeliharaan infrastruktur 

sumber daya air secara ber-
kelanjutan.

Sebagai pelengkap solusi 
teknis tersebut, penanaman 

bibit pohon dilakukan seba-
gai upaya strategis meng-
hadapi dampak perubahan 
iklim yang memicu cuaca 
ekstrem. Rehabilitasi DAS 
diharapkan mampu mem-
perkuat daya dukung ling-
kungan, mengurangi laju 
limpasan air, serta menci-
ptakan wilayah yang lebih 
tangguh terhadap bencana 
di masa depan.

Head of External Relation 
PT Vale Indonesia, Endra 
Kusuma menegaskan, pe-
nyerahan hibah alat berat 
yang dirangkaikan dengan 
penanaman bibit pohon me-
rupakan wujud komitmen 
jangka panjang perusahaan 
untuk tumbuh dan maju 
bersama pemerintah daerah 
dan masyarakat. 

“Lebih dari sekadar ban-
tuan fisik, hibah alat berat 
dan gerakan menanam po-

Waspada! 

Penipu Catut 
Nama Kapolres 
Parigi Moutong

NOMOR telepon melalui aplikasi WA penipu yang menga-
tasnamakan Kapolres Parigi Moutong. FOTO: TANGKAPAN LAYAR

SULTENG RAYA – Kepolisian Resor Polres 
Parigi Moutong mengimbau seluruh masyarakat 
untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap 
maraknya modus penipuan yang mengatasna-

ANGGOTA 
Komite BPH 
Migas, Erika 
Retnowati 
saat meninjau 
Stasiun 
Pengisian 
Bahan Bakar 
Umum (SPBU) 
Nelayan di 
Donggala. 
FOTO: DOK. 
PERTAMINA

SULTENG RAYA - Up-
aya menghadirkan keadilan 
energi dan pemerataan eko-
nomi hingga wilayah pesisir 
terus dijalankan Pemerintah. 
Di Kabupaten Donggala, Su-
lawesi Tengah, Badan Pen-
gatur Hilir Minyak dan Gas 
Bumi (BPH Migas) meninjau 
Stasiun Pengisian Bahan Ba-
kar Umum (SPBU) Nelayan 
yang memberi kemudahan 
bagi nelayan memperoleh 
Bahan Bakar Minyak (BBM) 

dan lokasi yang lebih dekat 
dari tempat tinggal.

SPBU Nelayan tersebut 
dikelola koperasi nelayan 
dengan dukungan kredit 
permodalan dari Pemerin-
tah melalui Kementerian 
Kelautan dan Perikanan. 
Anggota Komite BPH Mi-
gas, Erika Retnowati meny-
ampaikan keberadaan SPBU 
Nelayan membawa manfaat 
nyata bagi aktivitas melaut 
nelayan.

“Para nelayan sangat bers-
yukur dengan adanya SPBU 
Nelayan ini karena dapat 
membeli BBM dengan harga 
yang sesuai dengan harga 
yang sudah ditetapkan Pe-
merintah, contohnya solar. 
Tadi kami sempat berta-
nya pada pengelola dari 
SPBU Nelayan ini, biasanya 
nelayan membeli solar itu 
bervariatif sekitar Rp.3.000 
hingga  Rp. 4.000 / liter 
diatas harga Solar di SPBU 

yang peroleh dari pengecer 
sekitarnya. Dan dengan ada-
nya SPBU Nelayan ini, me-
reka bisa membeli langsung 
dengan harga Rp. 6.800 per 
liter,” terangnya, Minggu 
(21/12/2025).

Selain perbedaan harga 
yang cukup signifikan, nela-
yan juga terbantu dari sisi 
jarak tempuh. Sebelumnya, 
SPBU terdekat berjarak se-
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SULTENG RAYA- 
Wali Kota Palu diwakili 
Pelaksana Tugas (Plt.) 
Asisten Bidang Pereko-
nomian dan Pemban-
gunan Sekretariat Dae-
rah Kota Palu, Rahmad 
Mustafa, secara resmi 
membuka kegiatan 
penyampaian informasi 
Produk Haji serta Fasi-
litas Talangan Haji dari 
Bank Syariah Indonesia 
(BSI) bagi Aparatur Sipil 
Negara (ASN), pada 
Selasa (23/12/2025), ber-
tempat di Ruang Rapat 
Bantaya, Kantor Wali 
Kota Palu. 

Dalam kesempatan 
tersebut, Plt. Asisten 
Rahmad Mustafa mem-
bacakan sambutan tertu-
lis Wali Kota Palu yang 
menyampaikan bahwa 
ibadah haji merupakan 
rukun Islam kelima yang 
menjadi dambaan setiap 
umat Muslim. 

Namun demikian, 
pelaksanaannya mem-
butuhkan perencanaan 
yang matang, baik dari 
sisi kesiapan spiritual, 
kesehatan, maupun ke-
mampuan finansial.

“Oleh karena itu, 
kehadiran Bank Syariah 
Indonesia dengan berba-
gai produk layanan haji 
yang berbasis prinsip sy-
ariah, termasuk fasilitas 
talangan haji, merupa-
kan solusi yang sangat 
membantu, khususnya 
bagi ASN yang memiliki 
niat kuat untuk menu-
naikan ibadah haji lebih 
awal,” ujar Plt. Asisten.

Pemerintah Kota 
Palu, lanjut Plt. Asisten 
menyambut baik dan 
mengapresiasi langkah 
Bank Syariah Indonesia 
yang secara aktif mem-
berikan edukasi dan 
literasi keuangan syariah 
kepada ASN. 

Kegiatan ini dinilai 

tidak hanya memberikan 
informasi teknis terkait 
pendaftaran haji, tetapi 
juga mendorong buda-
ya perencanaan ibadah 
yang tertib, transparan, 
serta sesuai dengan 
ketentuan syariah dan 
regulasi yang berlaku.

Wali Kota Palu melal-
ui Plt. Asisten berharap, 
melalui kegiatan ini, 
para ASN dapat mem-
peroleh pemahaman 
yang utuh mengenai 
prosedur pendaftaran 
haji, manfaat produk 
haji BSI, serta skema 
pembiayaan yang aman, 
legal, dan bertanggung 
jawab. Dengan demi-
kian, niat suci untuk 
menunaikan ibadah haji 
dapat diwujudkan tanpa 
memberatkan, dengan 
tetap mengedepankan 
prinsip kehati-hatian 
serta kemampuan finan-
sial masing-masing.

Selain itu, ASN di-
harapkan tidak hanya 
profesional dalam 
menjalankan tugas 
pelayanan publik, tetapi 
juga mampu menjadi 
teladan dari sisi moral 
dan spiritual. 

Kesadaran untuk 
mempersiapkan ibadah 
haji sejak dini dinilai 
sebagai bentuk ikhtiar 
spiritual yang patut dia-
presiasi dan didukung 
bersama. Mengakhiri 
sambutan, Pemerintah 
Kota Palu menyampai-
kan terima kasih kepada 
Bank Syariah Indonesia 
atas sinergi dan kont-
ribusinya. Diharapkan 
kerja sama yang telah 
terjalin dapat terus di-
tingkatkan demi mem-
berikan manfaat yang 
luas, khususnya dalam 
meningkatkan kesejah-
teraan spiritual ASN dan 
masyarakat Kota Palu 
secara umum. ABS

Sejumlah program studi 
yang berhasil meraih Akre-
ditasi Unggul pada peng-
hujung tahun 2025 yakni 
Program Studi S1 Terapan 
Teknologi Rekayasa Kon-
struksi Jalan dan Jembatan, 
Program Studi S2 Kesehatan 
Masyarakat, serta Program 
Studi S2 Ilmu Pertanian Pa-
scasarjana. Capaian tersebut 
semakin memperkokoh po-
sisi Universitas Tadulako se-
bagai perguruan tinggi yang 
konsisten meningkatkan 
kualitas dan daya saing aka-
demik di tingkat nasional.

Dari Fakultas Teknik, 
Program Studi S1 Terapan 
Teknologi Rekayasa Kon-

struksi Jalan dan Jembatan 
resmi meraih Akreditasi 
Unggul pada 20 Desember 
2025. Dengan pencapaian 
tersebut, program studi ini 
menjadi program studi ke-
tiga di Fakultas Teknik yang 
memperoleh predikat Ung-
gul, setelah Program Studi S1 
Teknik Sipil pada tahun 2023 
dan Program Studi S2 Teknik 
Sipil pada tahun 2024.

Dekan Fakultas Teknik 
Universitas Tadulako, Ir. 
Andi Arham Adam, ST., 
M.Sc., Ph.D., menyampai-
kan bahwa capaian tersebut 
merupakan hasil dari kerja 
kolektif seluruh sivitas aka-
demika dengan dukungan 

ASN Dibekali Literasi 
Keuangan Syariah

FOTO: Gedung Rektorat Untad

Akhiri 2025, Sejumlah Prodi 
Untad Raih Akreditasi Unggul

SULTENG RAYA — Mengakhiri tahun 2025, 
Universitas Tadulako (Untad) mencatatkan 
capaian luar biasa dengan diraihnya status 
Akreditasi Unggul di sejumlah program stu-
di. Prestasi ini menjadi bukti nyata komitmen 
Rektor Universitas Tadulako, Prof. Dr. Ir. 
Amar ST., MT dalam mendorong penguatan 
mutu akademik, tata kelola perguruan tinggi, 
serta pelaksanaan Tridarma Perguruan Ting-
gi yang berkualitas dan berkelanjutan.

penuh pimpinan universitas.
“Capaian ini juga men-

jadikan Program Studi S1 
Terapan Teknologi Reka-
yasa Konstruksi Jalan dan 
Jembatan sebagai program 
studi S1 Terapan kedua di 
Universitas Tadulako yang 
terakreditasi Unggul, setelah 
Program Studi S1 Terapan 
Akuntansi Sektor Publik di 
Fakultas Ekonomi,” ujarnya, 
Selasa (23/12/2025).

Ia menambahkan, kebija-
kan strategis dan dukungan 
pimpinan menjadi faktor 
kunci keberhasilan tersebut. 
Ke depan, Fakultas Teknik 
menargetkan sejumlah pro-
gram studi lainnya dapat 
menyusul meraih Akreditasi 
Unggul pada tahun 2026 
sebagai bagian dari upa-
ya mempertahankan status 
Unggul Universitas Tadu-
lako.

Capaian Akreditasi Ung-
gul juga diraih oleh Program 
Studi S2 Kesehatan Masy-
arakat Fakultas Kesehatan 
Masyarakat (FKM) Uni-
versitas Tadulako, dengan 
masa berlaku lima tahun dari 
LAM-PTKes. Dekan FKM 
Untad, Prof. Dr. Rosmala 

Nur, S.K.M., M.Si., men-
jelaskan bahwa penataan 
kelembagaan menjadi salah 
satu langkah utama dalam 
proses akreditasi.

“Untuk memudahkan 
pengendalian dan penga-
wasan, Program Studi S2 
Kesehatan Masyarakat yang 
sebelumnya berada di bawah 
Pascasarjana kami tata kem-
bali ke bawah Fakultas Kese-
hatan Masyarakat,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, sela-
ma kurang lebih tiga bulan, 
dokumen akreditasi disusun 
secara intensif dengan meli-
batkan dosen-dosen muda, 
seluruh tenaga pengajar Pro-
gram Studi S2 Kesehatan 
Masyarakat, serta tenaga 
kependidikan. Dokumen ter-
sebut dikirimkan pada Ok-
tober 2025 dan dilanjutkan 
dengan asesmen lapangan 
pada 24–27 November 2025.

“Alhamdulillah, pada 20 
Desember 2025 diumumkan 
bahwa Program Studi S2 Ke-
sehatan Masyarakat berhasil 
meraih status Akreditasi 
Unggul,” tambahnya.

Prestasi serupa juga diraih 
oleh Program Studi Magister 
Ilmu Pertanian Pascasarja-

na Universitas Tadulako. 
Koordinator Program Studi 
Magister Ilmu Pertanian, Dr. 
Ir. Rostiati Daeng Rahmatu, 
M.P., menyampaikan bahwa 
persiapan akreditasi telah 
dilakukan sejak Juni 2024.

“Dokumen akreditasi kami 
ajukan pada Desember 2024, 
kemudian melalui tahapan 
penilaian hingga akhirnya 
pengumuman resmi Akre-
ditasi Unggul kami terima 
pada periode November 
sampai Desember 2025,” 
jelasnya.

Menanggapi capaian ter-
sebut, Rektor Universitas 
Tadulako, Prof. Dr. Ir. Amar 
ST., MT menyampaikan 
apresiasi dan rasa syukur 
atas dedikasi seluruh sivi-
tas akademika yang telah 
bekerja keras dalam proses 
akreditasi.

“Perolehan Akreditasi 
Unggul ini merupakan hasil 
kerja kolektif, mulai dari 
unsur pimpinan hingga tim 
pelaksana di tingkat program 
studi. Ini adalah buah dari 
komitmen bersama dalam 
memperkuat mutu dan tata 
kelola Universitas Tadula-
ko,” tegas Rektor.

Ia berharap capaian ter-
sebut tidak hanya dapat 
dipertahankan, tetapi juga 
terus ditingkatkan. Hingga 
Desember 2025, Universitas 
Tadulako telah memiliki 
31 program studi berstatus 
Akreditasi Unggul.

“Capaian ini kami harap-
kan dapat menjadi motivasi 
bagi program studi lainnya 
untuk meraih predikat se-
rupa. Ke depan, capaian 
Akreditasi Unggul juga kami 
arahkan menuju akreditasi 
internasional sebagai lang-
kah strategis dalam proses 
internasionalisasi dan pen-
guatan daya saing Univer-
sitas Tadulako di tingkat 
global,” urainya.*ENG

PENYERAHAN sertifi kat pemateri dari Master of Trainer BA Abdul Salam, S.Pd., M.Pd ke Rektor 
Unismuh Palu, Prof. Dr. H. Rajindra, SE., MM disaksikan oleh Wakil Rektor II Unismuh Palu, Dr. 
Burhanuddin, SE., MM, Ketua LP2AIK Unismuh Palu, Dr. Fery, S.Sos., M.Si  dan Ketua Panitia Dr. 
Farid, SE., MM. FOTO: AMILUDDIN

LP2AIK Unismuh Palu Bekali Mahasiswa KKN Lewat BA

SULTENG RAYA-Lembaga Pembinaan 
Pengembangan Al-Islam Kemuhammadi-
yaan (LP2AIK) Universitas Muhammadiyah 
(Unismuh) Palu kembali melakukan Baitul 
Arqam (BA), kali ini adalah BA angkatan ke 
III Tahun  akademik 2025/2026 diperuntukan 
bagi mahasiswa studi akhir yang akan men-
gikuti Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di 
Masyarakat.

Baitul Arqam Mahasis-
wa ini mengangkat tema 
“Internalisasi Nilai Islam 
Berkemajuan Sebagai Bekal 
Pengabdian KKN Bagi Ma-
hasiswa Berkarakter Ung-
gul” itu dilaksanakan sela-
ma tiga hari, dibuka Selasa 
(23/2025) dan kembali akan 
dilanjutkan pada tanggal 25-
27 Desember 2025 di Aula 
Rektorat Unismuh Palu. 

Rektor Unismuh Palu, 
Prof. Dr. H. Rajindra, SE., 
MM saat membuka kegiatan 
itu menyampaikan BA kali 
ini berbeda dari sebelum-
nya, dimana BA mahasis-
wa biasanya diperuntukan 
bagi mahasiswa yang sudah 
menyelesaikan program 
KKN, namun kali ini di-
peruntukan bagi mereka 
yang akan turun mengikuti 
program KKN.

Dengan harapan, ada isi 
materi BA yang bisa maha-
siswa implementasikan di 
masyarakat. “Sebelumnya 
itu yang sudah KKN, namun 
setelah kita mencari pola 
baru, kini yang ikut BA 
Mahasiswa adalah bagi me-
reka yang akan turun KKN, 
agar ada yang bisa mereka 
implementasikan nanti di 
masyarakat setelah belajar 

dari BA,”jelas Prof Rajindra. 
Rektor berharap, maha-

siswa yang akan turun KKN 
ini betul-betul aktif selama 
kurang lebih satu bulan 
setengah di masyarakat, 
serta memiliki sikap dan 
prilaku mencerminkan diri 
sebagai mahasiswa dari 
Kampus Biru Unismuh Palu 
yang menjunjung tinggi eti-
ka dan moralitas.

Di sisi lain, Prof Rajindra 
juga mengingatkan selain 
mahasiswa peserta KKN 
yang aktif juga Dosen Pem-
bimbing Lapangan (DPL) 
harus pro aktif. “Olehnya 
saat penunjukan itu harus 
dimintai kesediaan untuk 
menjadi DPL dan siap aktif 
di lapangan.

 Agar tidak keluar dari 
tujuan KKN, DPL nya har-
us betul-betul orang pili-

han,”tegas Prof Rajindra.
Sementara itu,  Ketua 

LP2AIK Unismuh Palu, Dr. 
Fery, S.Sos., M.Si menyam-
paikan kepada peserta BA, 
bahwa selama mereka men-
gikuti program BA akan be-
lajar zikir dan pikir, untuk 
itu harus mengikhlaskan 
diri dan meluruskan niat 
untuk mengikuti program 
ini selama kurang lebih 
tiga hari. 

Salah satu yang akan me-
reka dapatkan nanti adalah 
pemahaman Wasathiyah 
yang artinya jalan tengah 
(moderat). 

“Bagi Muhammadiyah 
Wasathiyah bukan hanya 
jalan tengah atau moderat 
melainkan juga mencerah-
kan, sebagaimana tujuan 
organisasi ini didirikan oleh 
KH. Ahmad Dahlan,”se-

butnya.
Olehnya itu, peserta BA 

yang akan turun di masyara-
kat, diminta menjadi pence-
rah di tengah-tengah masy-
arakat, karena itulah tujuan 
dari Muhammadiyah didi-
rikan oleh Ahmad Dahlan. 
“Kader Muhammadiyah 
itu harus mempu menjadi 
lampu, menjadi penerang 
masyarakat, dan menjadi 
manusia terbaik yang mem-
beri manfaat atas kehadiran-
nya di desa,”sebutnya. 

Dr. Farid, SE., MM saat 
menyampaikan laporan, pe-
serta BA Mahasiswa kali ini 
sejumlah 63 orang, didomi-
nasi FKM 45 orang, menyu-
sul Fakultas Teknik 2 orang, 
Fakultas Hukum 2 orang, 
Fisip 2 orang, dan  Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis juga 2 
orang. ENG

FOTO bersama Rektor Unismuh Palu, Prof. Dr. H. Rajindra dengan peserta Baitul Arqam. FOTO: AMILUDDIN
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SULTENG RAYA – Gubernur Sulteng An-
war Hafid bersama Wakil Gubernur dr. Reny 
Lamadjido menerima kunjungan Duta Besar 

Uni Emirat Arab (UEA) untuk Indonesia, Ab-
dulla Salem AlDhaheri, di Kantor Gubernur 

Sulteng, Selasa (4/8/2026).

Pertemuan ini menegas-
kan komitmen kuat kedua 
pihak dalam mendorong in-
vestasi di Sulawesi Tengah.

Gubernur Anwar Hafid 
menegaskan bahwa kun-
jungan tersebut menjadi 
momentum penting untuk 
membuka peluang investa-
si yang lebih luas dari Uni 
Emirat Arab ke Sulawesi 
Tengah.

“Alhamdulillah, ini kun-
jungan yang sangat berarti. 
Kami melihat keseriusan 
dari Dubes UEA dalam men-
jajaki potensi investasi di Su-
lawesi Tengah. Banyak hal 
strategis yang telah dibahas, 
dan insya Allah akan segera 
kami tindaklanjuti secara 
konkret,” ujar Gubernur.

Ia menyampaikan, Pe-
merintah Provinsi Sulawesi 
Tengah membuka ruang 
seluas-luasnya bagi investor, 
khususnya dari Uni Emirat 
Arab, untuk berinvestasi 
dan berkontribusi dalam 
pembangunan daerah.

“Kami berharap investasi 
dari Uni Emirat Arab dapat 
segera masuk dan mem-
berikan dampak langsung 
bagi pertumbuhan ekonomi 
serta kesejahteraan masy-
arakat Sulawesi Tengah,” 
tambahnya.

Sementara itu, Duta Besar 
UEA Abdulla Salem AlD-
haheri menegaskan keter-
tarikan negaranya terhadap 

PELATIHAN peningkatan  kapasitas tangguh bencana di Bahodopi. FOTO: DOK. IMIP

SULTENG RAYA - PT 
Indonesia Morowali Indus-
trial Park (IMIP) terus men-
gukuhkan komitmennya 
dalam membangun ketang-
guhan masyarakat terhadap 
bencana.

Perusahaan menyeleng-
garakan Pelatihan dan Pen-
guatan Tim Desa Tangguh 
Bencana (DESTANA) bagi 
warga Desa Bahodopi dan 
Bahomakmur, Kecamatan 
Bahodopi, Morowali, pada 
29–30 Juli 2026 di Balai Desa 
Bahomakmur. 

Kegiatan ini merupakan 
bagian dari program tang-
gung jawab sosial perusa-
haan (CSR) untuk mening-
katkan kapasitas respons 
warga di kawasan lingkar 

industri.
Pelatihan ini merupakan 

tindak lanjut dari pemben-
tukan Tim DESTANA di 
kedua desa itu pada awal 
Juli lalu.

Kelompok tersebut disiap-
kan sebagai garda terdepan 
di tingkat desa untuk men-
dukung upaya pencegahan, 
kesiapsiagaan, hingga pe-
nanganan awal saat terjadi 
bencana.

Kegiatan tidak hanya dii-
kuti puluhan warga setem-
pat, tetapi juga melibatkan 
karyawan tenant PT Indone-
sia Ruipu Nickel and Chro-
me Alloy (IRNC, bagian Ma-
najemen Lalu Lintas) dan PT 

GEAR ULTIMATE Rider berpose dikeindahan alam Sulawesi. FOTO : YAMAHA

SULTENG RAYA – Seba-
gai negara kepulauan yang 
memiliki 1001 kekayaan 
dan keindahan alam yang 
luar biasa, Indonesia memi-
liki salah satu pulau dengan 
bentang alam paling berag-
am yaitu Sulawesi karena di 
dalamnya terdapat berbagai 

keindahan alam yang masih 
alami. 

Pesona alam tersebut men-
jadi latar perjalanan selama 
aktivitas GEAR ULTIMATE 
RIDE Celebes Expedition 
yang merupakan sebuah 

SULTENG RAYA - Pol-
sek Bahodopi, Polres Moro-
wali, bergerak cepat menin-
daklanjuti laporan masy-
arakat terkait penemuan 
sesosok mayat laki-laki di 
pesisir Pantai Desa Keu-
rea, Kecamatan Bahodopi, 
Kabupaten Morowali, pada 

Selasa (4/8/2026) sekitar 
pukul 14.45 Wita.

Jenazah diketahui berini-
sial P. U. (27) warga Kelu-
rahan Pangkaroan Manuk, 
Kecamatan Buntu Pepasan, 
Kabupaten Toraja Utara, 

PROSES evakuasi mayat di pesisir pantai Keurea, Selasa (4/8/2026). FOTO: IST

PERSONEL Polres Morowali melaksanakan program Polres Go 
To School untuk pembinaan keselamatan berlalu lintas. FOTO: IST

SULTENG RAYA - Dalam rangka menekan ang-
ka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pelajar.

Satuan Lalulintas (Satlantas) Polres Morowali 
menyambangi sejumlah sekolah di Daerah setempat 
melalui program Polres Go To School melaksanakan 
pembinaan keselamatan berlalu lintas.

Kepala Satlantas Polres Morowali, IPTU Ni 
Nyoman Sukreni, S.H., M.H mengatakan kegiatan 
tersebut dilaksanakan di ruang kelas SMA Negeri 
2 Bungku Senin, (3/8/2026). 

Baca POLSEK Hal. 7

RAPAT panitia peringatan HUT ke 81 RI tingkat Kabupaten Moro-
wali Utara di ruang pola kantor Bupati, Senin (3/8/2026). FOTO: IST

SULTENG RAYA - Wakil Bupati Morowali Utara  
Djira K, menegaskan agar peringatan dan semangat 
Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tidak ha-
nya dirasakan di tingkat kabupaten tapi juga harus 
menembus pelosok desa.

Penegasan itu disampaikan saat memberi penga-
rahan pada rapat panitia peringatan HUT RI ke-81 
tingkat Kabupaten Morowali Utara di ruang pola 
kantor Bupati Morut, Senin (3/8/2026).

Gear Ultimate Ride 
Celebes Expedition

Susuri Ragam 
Keindahan Sulawesi
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SULTENG RAYA – Polres Sigi 
mengamankan delapan remaja dari 
tiga geng motor, yang terlibat per-
selisihan di Jalan Lando, Desa Kalu-
kubula, Kecamatan Sigi Biromaru, 
pada Rabu (29/7/2026). Para remaja 
itu diamankan sebagai langkah men-
cegah meluasnya perkelahian antara 
geng motor di wilayah itu. 

Keberadaan geng motor terse-
but diketahui telah meresahkan 
masyarakat karena kerap terlibat 
perselisihan dan aksi saling serang, 
baik di wilayah Kota Palu maupun 
Kabupaten Sigi. Menindaklanjuti 
kondisi tersebut, kepolisian melaku-
kan penyelidikan dan serangkaian 
langkah kepolisian guna mencegah 
konflik berulang serta menjaga situ-
asi kamtibmas tetap kondusif.

Dari hasil penyelidikan dan koor-
dinasi Satreskrim Polres Sigi ber-
sama Polsek Palu Selatan, dengan 
dukungan Polda Sulawesi Tengah, 
mengungkap bahwa perselisihan 
terjadi antara Geng Motor Batavia 
dengan Geng Motor Sigi Family 
31 dan TKKK. Akhirnya, delapan 
remaja berhasil diamankan yang 

masing-masing berinisial RA (16), 
MY (19), SS (15), TA (16), dan J (19) 
dari gengmotor Batavia, MS (18) 
dari Geng motor Sigi Family 31, 
serta R (17) dan HS (20) dari Geng 
motor TKKK. Seluruhnya berasal 
dari Kabupaten Sigi dan Kota Palu. 
Selanjutnya, kedelapan remaja terse-
but digirinng ke Mapolres Sigi guna 
mencegah eskalasi konflik.

Di Mapolres Sigi, mereka men-
jalani pemeriksaan, pendataan, dan 
pembinaan. Petugas juga menga-
mankan satu unit sepeda motor, 
satu bilah badik, satu mata busur, 
serta sejumlah barang yang diduga 
berkaitan dengan penyalahgunaan 
narkotika untuk kepentingan pen-
dalaman.

Polres Sigi kemudian memfasilitasi 
mediasi yang melibatkan orang tua 
atau wali masing-masing serta aparat 
desa setempat. Setelah mediasi, kede-
lapan remaja dipulangkan dan diser-
ahkan kembali kepada keluarganya 
dengan kewajiban melaksanakan 
wajib lapor sebagai bagian dari pem-
binaan dan pengawasan. Sementara 
itu, barang bukti yang diamankan 

masih dalam proses pendalaman 
sesuai ketentuan yang berlaku.

Kapolres Sigi AKBP Kari Amsah 
Ritonga, S.H., S.I.K., M.H., melalui 
Kasi Humas AKP Nuim Hayat, 
menegaskan bahwa langkah penga-
manan, pembinaan, dan mediasi me-
rupakan upaya preventif kepolisian 
untuk mencegah terulangnya konflik 
sekaligus menjaga situasi kamtibmas 
tetap aman dan kondusif.

“Kami mengimbau para orang 
tua agar lebih memperhatikan perg-
aulan dan aktivitas anak-anaknya. 
Kepedulian keluarga menjadi kunci 
untuk mencegah anak terlibat dalam 
tindakan yang melanggar hukum. 
Kami berharap peristiwa serupa 
tidak terulang sehingga situasi kam-
tibmas di Kabupaten Sigi tetap aman 
dan kondusif,”ujar Nuim, Sabtu 
(1/8/2026).

Polres Sigi juga mengajak masy-
arakat untuk terus berperan aktif 
menjaga keamanan dan ketertiban 
lingkungan dengan segera melapor-
kan setiap potensi gangguan kam-
tibmas melalui Call Center Polri 110 
atau kantor kepolisian terdekat. AMR

DELAPAN remaja yang terlibat dalam perkelahian antar geng motor dari Sigi dan Kota Palu, saat diamankan di Mapolres Sigi, 
belum lama ini. FOTO: HUMAS POLRES SIGI

SULTENG RAYA – Polres Parigi 
Moutong, menerima penghargaan 
dari Kapolri atas capaian kinerja 
pelayanan publik dengan predikat 
Pelayanan Prima (A). Penghargaan 
tersebut diserahkan oleh Kapolda 
Sulawesi Tengah, Irjen Pol Nasri, 
dalam kegiatan Gelar Operasional 
(GO) Polda Sulawesi Tengah di 
Aula Rupatama Mapolda Sulteng, 
Selasa (4/8/2026).

Selain Polres Parigi Moutong, 
penghargaan dengan predikat yang 
sama juga diberikan kepada Polres 
Donggala dan Polresta Palu.

Kapolres Parigi Moutong, AKBP 
Hendrawan A.N., mengatakan 
penghargaan tersebut merupakan 
hasil kerja keras dan komitmen 
seluruh personel dalam mening-
katkan kualitas pelayanan kepada 
masyarakat.

“Prestasi ini adalah buah dari 
kerja keras dan komitmen seluruh 
anggota dalam meningkatkan 
kualitas pelayanan publik,” ujar 
Hendrawan.

Ia menjelaskan, penghargaan 
tersebut diraih melalui upaya ber-
kelanjutan dalam menghadirkan 
pelayanan yang cepat, transparan, 
dan akuntabel. Berbagai inovasi 
pelayanan juga terus dikembang-
kan untuk menjawab kebutuhan 
masyarakat sekaligus memperkuat 

kepercayaan publik terhadap insti-
tusi Polri.

“Ini menjadi motivasi bagi kami 
untuk terus berbenah dan mening-
katkan kinerja, agar pelayanan 
kepada masyarakat semakin opti-
mal,” katanya.

Menurut Hendrawan, peng-
hargaan tersebut bukan menjadi 
tujuan akhir, melainkan dorongan 
untuk terus meningkatkan kualitas 
pelayanan di seluruh lini, baik di 
bidang administrasi, penegakan 
hukum, maupun pelayanan langs-
ung kepada masyarakat.

Ia menegaskan, Polres Parigi 
Moutong akan terus menjalankan 
arahan Kapolri untuk menghadir-
kan pelayanan publik yang huma-
nis, profesional, dan berorientasi 
pada kebutuhan masyarakat.

“Kami akan terus menjaga kon-
sistensi dan meningkatkan stan-
dar pelayanan, agar masyarakat 
benar-benar merasakan kehadiran 
Polri yang melindungi, mengayo-
mi, dan melayani,” tegasnya.

Hendrawan juga mengajak 
seluruh personel Polres Parigi 
Moutong untuk mempertahankan 
capaian tersebut dengan mening-
katkan disiplin, integritas, dan 
responsivitas dalam menjalankan 
tugas sehingga kualitas pelayanan 
kepada masyarakat terus terjaga. AJI

SULTENG RAYA – Kapolsek Biro-
maru AKP Rudi Cornelis, mengin-
gatkan pentingnya peran orang tua 
dalam mengawasi pergaulan anak, 
khususnya pada malam hari. Warga 
dan pemerintah desa didorong untuk 
bersama-sama mencegah anak-anak 
dan remaja terlibat dalam tindakan 
kriminal maupun penyalahgunaan 
narkoba. Demikian diutarakan ka-
polsek, saat melaksanakan pertemu-
an dengan warga Desa Watunonju, 
Kecamatan Sigi Kota, Kabupaten 
Sigi, di aula desa setempat, dalam 
acara “Jumat Curhat”, belum lama 
ini.

Rudi melanjutkan, terkait keama-
nan lingkungan, warga mengusulkan 
peningkatan kegiatan ronda atau jam 
malam oleh Linmas serta rencana 
pembangunan pos pengamanan 
di sejumlah titik perbatasan desa. 
Kapolsek menyambut baik usulan 
tersebut dan meminta agar pelaksa-
naannya tetap mengedepankan koor-
dinasi dengan Bhabinkamtibmas, 
Babinsa dan pemerintah desa.

“Linmas jangan mengambil tinda-
kan sendiri. Apabila menemukan atau 
mengamankan seseorang yang diduga 
melakukan tindak pidana, segera 
koordinasikan dengan Bhabinkam-
tibmas, Babinsa maupun pemerintah 
desa. Keamanan adalah tanggung 
jawab bersama,”kata kapolsek.

Rudi menyampaikan bahwa Jumat 
Curhat merupakan wadah bagi ke-
polisian untuk mendengar langsung 
aspirasi, keluhan maupun persoalan 
Kamtibmas yang berkembang di 
tengah masyarakat.

“Melalui Jumat Curhat, kami ingin 
mendengar langsung permasala-
han yang ada di masyarakat. Kami 
mengajak seluruh warga untuk 

SULTENG RAYA – Seba-
gai upaya menjaga situasi 
keamanan dan ketertiban 
masyarakat (kamtibmas) 
tetap aman dan kondusif 
pada malam hari, Satuan 
Samapta Polres Tolitoli rutin 
melaksanakan Patroli Perin-
tis Presisi, Senin (3/8/2026) 
sekira pukul 22.00 Wita.

Sebelum pelaksanaan pa-
troli, seluruh personel me-
laksanakan apel kesiapan 
di Mako Polres Tolitoli. Ke-
giatan dipimpin oleh Aiptu 
Arianto selaku Komandan 
Tim (Katim) Patroli bersama 
lima personel Sat Samapta 
lainnya yang diterjunkan 
untuk melaksanakan patro-
li di sejumlah titik rawan 
gangguan kamtibmas.

Patroli difokuskan pada 
lokasi-lokasi yang menjadi 
pusat aktivitas masyarakat 
dan tempat berkumpulnya 
para remaja pada malam 
hari. Kehadiran personel 
kepolisian di lapangan ber-
tujuan untuk memberikan 
rasa aman kepada masya-

rakat sekaligus mencegah 
terjadinya berbagai potensi 
gangguan keamanan, seperti 
aksi balap liar, perkelahian, 
konsumsi minuman keras, 
hingga tindak kriminalitas 
lainnya.

Selama patroli berlangs-
ung, personel Sat Samap-
ta juga melakukan dialog 
dengan masyarakat serta 
menyampaikan pesan-
pesan kamtibmas. Warga 
diimbau agar selalu men-
jaga keamanan lingkun-
gan, menghindari tindakan 
yang dapat mengganggu 
ketertiban umum, serta 
segera melaporkan kepada 
kantor kepolisian terdekat 
apabila mengetahui atau-
pun menjadi korban tindak 
pidana.

Petugas juga mengajak 
masyarakat untuk terus 
mendukung terwujudnya 
Polri Presisi (Prediktif, Res-
ponsibilitas, dan Transpa-
ransi Berkeadilan) melalui 
kerja sama dalam menjaga 
situasi kamtibmas agar tetap 

aman dan kondusif di wilay-
ah Kabupaten Tolitoli.

Arianto mengatakan, 
kegiatan patroli preventif 
ini merupakan bagian dari 
komitmen Polres Tolitoli 
dalam memberikan perlin-
dungan, pengayoman, dan 
pelayanan kepada masya-
rakat, khususnya pada wak-
tu-waktu yang berpoten-
si meningkatkan aktivitas 
masyarakat seperti malam 
akhir pekan.

Dengan kehadiran perso-
nel kepolisian di lapangan, 
diharapkan dapat mencegah 
munculnya niat maupun ke-
sempatan pelaku kejahatan 
untuk melakukan tindak pi-
dana, sekaligus meningkat-
kan disiplin dan kesadaran 
masyarakat dalam menjaga 
keamanan lingkungan seca-
ra bersama-sama.

“Situasi kamtibmas di wi-
layah yang menjadi sasaran 
patroli terpantau kondusif 
serta tidak ditemukan ada-
nya kejadian menonjol,”je-
lasnya. AMR

Kapolsek Minta Orang Tua 
Tingkatkan Pengawasan Anak 

PERSONEL Sat Samapta Polres Tolitoli, saat melaksanakan patroli malam har, guna mencegah 
potensi gangguan kamtibmas, Senin (3/8/2026). FOTO: HUMAS POLRES TOLITOLI

Patroli Malam Hari, Cegah 
Tindakan Kenakalan Remaja 

KAPOLSEK Biromaru, AKP Rudi Cornelis, saat melaksanakan dialog bersama war-
ga Desa Watunonju, Kecamatan Sigi Kota, Kabupaten Sigi, belum lama ini. FOTO:HU-

MAS POLSEK BIROMARU

Polisi Amankan Delapan 
Remaja Anggota 

Geng Motor di Sigi 

bersama-sama menjaga keamanan 
dan ketertiban serta tidak melakukan 
tindakan main hakim sendiri apabila 
terjadi tindak pidana,”ujarnya. 

Sejumlah persoalan menjadi per-
hatian dalam dialog tersebut, di an-
taranya kenakalan remaja, pencurian, 
penyalahgunaan narkoba, keamanan 
lingkungan, penggunaan media so-
sial, transaksi jual beli secara online 
serta keselamatan berlalu lintas.

Dalam sesi dialog, warga juga 
menyampaikan apresiasi terhadap 
Bhabinkamtibmas Desa Watunonju 
yang dinilai telah dekat dan menyatu 
dengan masyarakat. Warga berharap 
sinergi antara kepolisian, pemerintah 
desa dan masyarakat dapat terus 
ditingkatkan.

Kapolsek Biromaru juga mengajak 
masyarakat untuk menjadi pelopor 
keselamatan berlalu lintas, bijak 
menggunakan media sosial, tidak 
menyebarkan berita bohong atau 

konten yang dapat merugikan orang 
lain, serta berhati-hati dalam melaku-
kan transaksi jual beli secara daring.

Selain itu, masyarakat yang akan 
melaksanakan kegiatan pesta atau 
hajatan diimbau untuk mengurus 
izin keramaian dan memperhatikan 
ketentuan apabila kegiatan meng-
gunakan jalan umum.

Melalui kegiatan ini, Polsek Biro-
maru menegaskan komitmennya 
untuk terus hadir, mendengar dan 
memberikan solusi atas berbagai 
persoalan yang dihadapi masyarakat, 
sekaligus memperkuat sinergi bers-
ama pemerintah desa dan seluruh 
elemen masyarakat dalam mewujud-
kan situasi Kamtibmas yang aman 
dan kondusif.

Kegiatan dihadiri jajaran Polsek 
Biromaru, Bhabinkamtibmas, Babin-
sa, pemerintah desa, tokoh masya-
rakat, tokoh adat, BPD serta warga 
Desa Watunonju. AMR

Polres Parigi Moutong 
Raih Predikat 

Pelayanan Prima 

KAPOLRES Parigi Moutong, AKBP Hendrawan A.N (kanan) menerima penghar-
gaan predikat Pelayanan Prima dari Kapolri yang diserahkan oleh Kapolda Sulteng, 
Irjen Pol Nasri, pada kegiatan Gelar Operasional (GO) Polda Sulawesi Tengah di 
Aula Rupatama Mapolda Sulteng, Selasa (4/8/2026). FOTO: HUMAS POLRES PARMOUT 

SAT SAMAPTA TOLITOLI
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Ban merupakan satu-sa-
tunya komponen sepeda 
motor yang bersentuhan 
langsung dengan permu-
kaan jalan sehingga kon-
disinya berperan penting 
dalam menjaga keselamatan 
dan kenyamanan berken-
dara. Melalui edukasi yang 
disampaikan di seluruh 
jaringan AHASS Sulawesi 
Tengah, 

Melalui edukasi tersebut, 
Honda mengingatkan kon-
sumen untuk membiasakan 
tiga langkah sederhana se-
belum berkendara, yakni 
memeriksa kedalaman alur 
ban, memastikan tidak terd-

apat kerusakan fisik seperti 
retak, sobek, atau benjolan, 
serta menjaga tekanan angin 
sesuai rekomendasi. Konsu-
men juga perlu mengenali 
tanda-tanda ban yang sudah 
harus diganti, seperti alur 
ban yang menipis, keausan 
tidak merata, permukaan 
ban retak, sering  daya ceng-
keram saat melintasi jalan 
basah, hingga usia ban yang 
telah melewati masa pakai 
berdasarkan kode produksi 
(DOT).

"Merawat ban bukan ha-
nya menjaga performa se-
peda motor, tetapi juga men-
jadi bagian penting dalam 

Honda Sulteng 
Ajak Konsumen 
Peduli Terhadap 

Kondisi Ban Motor

MEKANIK Honda Sulteng saat melakukan pengecekan terhadap ban motor Honda Beat. FOTO: 
DOK HONDA SULTENG

SULTENG RAYA – Main Dealer Anugerah 
Perdana Honda Region Sulawesi Tengah 
(Sulteng) mengajak konsumen untuk lebih 
peduli terhadap kondisi ban dengan melaku-
kan pemeriksaan secara rutin dan mengganti 
ban yang sudah tidak layak pakai.

keselamatan berkendara. 
Pemeriksaan kondisi ban se-
cara berkala membantu kon-
sumen mengetahui kapan 
ban masih layak digunakan 
dan kapan sudah perlu di-
ganti, sehingga perjalanan 
menjadi lebih aman dan 
nyaman," ujar Leo, Service 
Region Main Dealer Anuge-
rah Perdana Honda Region 
Sulawesi Tengah.

Melalui jaringan AHASS 
di Sulawesi Tengah, Honda 
terus menghadirkan edukasi 
perawatan sepeda motor 
agar konsumen semakin me-
mahami pentingnya menja-
ga kondisi kendaraan tetap 
prima. 

Honda berharap peme-
riksaan ban dapat menja-
di bagian dari perawatan 
rutin setiap pengendara, 
sehingga keselamatan dan 
kenyamanan berkendara 
senantiasa terjaga sejalan 
dengan semangat kampanye 
#Cari_Aman.*/YAN

SULTENG RAYA - Kan-
tor Imigrasi Kelas I TPI Palu 
mengamankan seorang war-
ga negara asing (WNA) 
laki-laki asal Tiongkok 
bernama Li Zongkai yang 
diduga melanggar keten-
tuan keimigrasian setelah 
diketahui melakukan per-
nikahan secara tidak resmi 
bersama wanita asal Desa 
Lakea, Kabupaten Buol, 
bernama Ayu Ado.

Pengamanan dilakukan 
berdasarkan hasil penga-
wasan keimigrasian yang 
dilaksanakan oleh petugas 
Kantor Imigrasi Kelas I TPI 
Palu. Setelah dilakukan pe-
meriksaan, WNA tersebut 
dikenakan Tindakan Ad-
ministratif Keimigrasian 
(TAK) sesuai dengan Pasal 
75 Undang-Undang Nomor 
6 Tahun 2011 tentang Kei-
migrasian.

Kepala Kantor Imigrasi 
Kelas I TPI Palu, Muham-

mad Akmal, menegaskan 
bahwa setiap warga negara 
asing yang berada di In-
donesia wajib mematuhi 
seluruh ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang 
berlaku.

"Imigrasi akan menindak 
setiap pelanggaran keimi-
grasian secara profesional 
sesuai dengan ketentuan hu-
kum yang berlaku. Penga-
wasan terhadap keberadaan 
dan kegiatan orang asing 
akan terus kami tingkatkan 
sebagai bentuk komitmen 
dalam menjaga ketertiban 
dan kedaulatan negara," ujar 
Muhammad Akmal.

Kantor Imigrasi Kelas I 
TPI Palu mengimbau se-
luruh warga negara asing 
yang berada di wilayah 
Indonesia agar selalu me-
matuhi ketentuan keimi-
grasian dan peraturan pe-
rundang-undangan yang 
berlaku.*/YAT

KEPALA Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palu, Muhammad Akmal, saat 
memperlihatkan barang bukti berupa foto-foto pernikahan WNA 
asal Tiongkok, Kamis (30/7/2026). FOTO: TANGKAPAN LAYAR

WNA Tiongkok Diamankan Usai Menikah 
Tidak Resmi Bersama Wanita Asal Buol

SULTENG RAYA – Kan-
tor Imigrasi Kelas I TPI Palu 
melaksanakan rapat evalua-
si progres pekerjaan rehabi-
litasi ruang detensi sebagai 
bentuk komitmen untuk 
memastikan pelaksanaan 
pembangunan berjalan se-
suai dengan perencanaan, 
spesifikasi teknis, dan target 
penyelesaian yang telah 
ditetapkan.

Evaluasi ini merupakan 
tahapan penting dalam 
pengendalian proyek guna 
memantau perkembangan 
pekerjaan, mengidentifi-
kasi berbagai kendala yang 
mungkin muncul selama 
pelaksanaan, serta memas-
tikan setiap proses pem-
bangunan berjalan sesuai 
dengan ketentuan yang 
berlaku. Melalui evaluasi 
berkala, pelaksanaan reha-
bilitasi diharapkan dapat 
terus berada pada jalur yang 
tepat sehingga kualitas hasil 
pekerjaan tetap terjaga.

Kepala Kantor Imigrasi 
Kelas I TPI Palu, Muham-
mad Akmal, menegaskan 
bahwa rehabilitasi ruang 
detensi merupakan bagian 
dari upaya peningkatan 
kualitas sarana dan prasa-
rana keimigrasian dalam 
mendukung pelaksanaan 
tugas pengawasan dan pe-
nindakan keimigrasian.

"Pelaksanaan evaluasi 
secara berkala menjadi lang-
kah penting untuk memas-
tikan setiap tahapan pe-
kerjaan berlangsung sesuai 
dengan rencana. Kami ber-
komitmen mengawal proses 
rehabilitasi ini agar selesai 
tepat waktu, memenuhi 
standar kualitas, dan mam-
pu memberikan dukungan 
optimal terhadap pelaksa-
naan tugas keimigrasian," 
ujar Muhammad Akmal.

Selain berfokus pada 
capaian progres fisik, eva-
luasi juga menjadi sarana 
untuk memastikan pelaksa-

naan pekerjaan tetap men-
gedepankan prinsip efekti-
vitas, efisiensi, transparansi, 
dan akuntabilitas. 

Dengan pengawasan 
yang dilakukan secara ber-
kelanjutan, setiap potensi 
kendala dapat diantisipasi 
sedini mungkin sehingga 
tidak mempengaruhi target 
penyelesaian proyek.

Melalui rehabilitasi ruang 
detensi ini, Kantor Imigrasi 
Kelas I TPI Palu berharap 
dapat menghadirkan fasili-
tas yang lebih representatif, 
aman, dan sesuai standar. 
Peningkatan kualitas sarana 
tersebut diharapkan mampu 
mendukung pelaksanaan 
fungsi pengawasan dan 
penegakan hukum keimi-
grasian secara lebih optimal, 
sekaligus mencerminkan ko-
mitmen Direktorat Jenderal 
Imigrasi dalam mewujud-
kan pelayanan publik yang 
profesional, akuntabel, dan 
berintegritas.*/YAT

SULTENG RAYA - Lem-
baga Pembinaan Khusus 
Anak (LPKA) Kelas II Palu 
melaksanakan panen raya 
perdana sayur bayam hasil 
program pelatihan keman-
dirian di bidang pertanian di 
kawasan perkebunan LPKA 
Palu, Jumat (31/7/2026). 

Kegiatan dipimpin langs-
ung oleh Kepala LPKA Palu, 
Welli, didampingi Kepala 
Seksi Pembinaan Andi Nu-
ryadin, pejabat struktural, 
dan staf.

Panen perdana mengha-
silkan 10 kilogram sayur ba-
yam yang merupakan hasil 
pemanfaatan lahan pertani-
an sebagai sarana pelatihan 
keterampilan bagi Anak 
Binaan. Melalui program 
ini, mereka terlibat langs-
ung dalam seluruh proses 
budidaya, mulai dari pen-
golahan lahan, penanaman, 
perawatan, hingga panen.

KANTOR Imigrasi Kelas I TPI Palu saat melaksanakan rapat evaluasi progres pekerjaan rehabilitasi 
ruang detensi. FOTO: TANGKAPAN LAYAR

Tingkatkan Kualitas Sarana, Imigrasi 
Palu Evaluasi Rehabilitasi Ruang Detensi

KEPALA LPKA Palu, Welli (kedua dari kanan) bersama pega-
wainya dan anak binaan saat memperlihatkan hasil panen sayur 
bayam di kawasan perkebunan LPKA Palu, Jumat (31/7/2026). 
FOTO: HUMAS LPKA PALU

PANEN RAYA PERDANA BAYAM

LPKA Palu Perkuat Pembinaan 
Kemandirian Anak Binaan

Kepala LPKA Palu, Welli, 
mengatakan bahwa panen 
raya perdana ini menjadi 
bukti keberhasilan program 

pembinaan kemandirian 
yang dilaksanakan di LPKA 
Palu.

"Panen raya perdana ini 

menjadi bukti bahwa pem-
binaan kemandirian yang 
kami jalankan memberikan 
hasil nyata. Selain meng-
hasilkan produk pertanian, 
kegiatan ini juga membekali 
Anak Binaan dengan kete-
rampilan dan pengalaman 
yang diharapkan menjadi 
bekal ketika mereka kembali 
ke tengah masyarakat," ujar 
Welli.

Kepala Seksi Pembinaan, 
Andi Nuryadin, menambah-
kan bahwa program pertani-
an tidak hanya mengajarkan 
keterampilan bercocok ta-
nam, tetapi juga membentuk 
karakter melalui nilai disi-
plin, tanggung jawab, dan 
kerja sama.

"Anak Binaan dilibatkan 
secara aktif dalam setiap 
tahapan budidaya sehingga 
mereka memperoleh penga-
laman yang dapat menjadi 
bekal untuk bekerja maupun 
berwirausaha di bidang 
pertanian setelah selesai 
menjalani masa pembinaan," 
jelas Andi.

Salah seorang Anak Bin-
aan, AY, mengaku senang 
dapat mengikuti program 
tersebut."Saya senang bisa 
ikut menanam sampai pa-
nen. Sekarang saya mema-
hami cara menanam bayam 
dan berharap ilmu ini bisa 
saya manfaatkan saat kem-
bali ke rumah nanti," ucap 
AY.

Hasil panen perdana ter-
sebut akan dimanfaatkan 
untuk mendukung kebu-
tuhan pangan di lingkungan 
LPKA Palu serta dibagikan 
kepada masyarakat sekitar. 
Keberhasilan ini menjadi 
motivasi bagi LPKA Palu 
untuk terus mengembang-
kan program pembinaan 
kemandirian yang produktif 
dan berkelanjutan sebagai 
bekal bagi Anak Binaan agar 
lebih siap kembali dan ber-
kontribusi di tengah masy-
arakat.*/YAT
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SULTENG RAYA - Wilay-
ah Ibu Kota Nusantara (IKN) 
di Kalimantan Timur akan dij-
adikan sebagai proyek percon-
tohan rehabilitasi mangrove 
melalui Program Mangroves 
for Coastal Resilience (M4CR). 
Model rehabilitasi yang di-
kembangkan di kawasan ibu 
kota baru tersebut selanjutnya 
diharapkan dapat diterapkan 
di daerah lain.

Kepala Otorita IKN Basuki 
Hadimuljono menyambut 
rencana pelaksanaan program 
yang diinisiasi Kementerian 
Kehutanan tersebut. Basuki 
mengatakan Otorita IKN se-
benarnya telah menjalankan 
rehabilitasi mangrove, tetapi 
keterlibatan dalam M4CR 
membuat tanggung jawab 
yang harus ditunaikan men-
jadi lebih besar. Basuki masih 
tercatat sebagai Kepala Otorita 
IKN berdasarkan informasi 
resmi Otorita IKN pada 2026.

 “Kami sebenarnya sudah 
melakukan, tetapi dengan 
adanya M4CR ini tentunya 
menjadi tanggung jawab 
yang lebih besar dan harus 
berhasil,” kata Basuki seusai 
menyampaikan sambutan 
dalam acara Media Gathering 
M4CR di Penajam Paser Uta-
ra, Kalimantan Timur, Sabtu 
(1/8/2026).

Program M4CR dilaksana-
kan di empat provinsi, yakni 
Kalimantan Timur, Kaliman-
tan Utara, Riau, dan Sumatra 
Utara. Program tersebut tidak 
hanya diarahkan untuk mena-
nam kembali mangrove yang 
rusak, tetapi juga memperkuat 
tata kelola ekosistem dan 
mata pencaharian masyarakat 
pesisir. “Jadi, kami siap untuk 
menjadi salah satu lokasi con-
toh. Nantinya, prototipe di 
IKN ini akan direplikasi untuk 
wilayah Kaltara, Kaltim, Riau, 
dan Sumut,” ujar Basuki.

Menurut Basuki, Otorita 
IKN menargetkan penanaman 
dan pemulihan mangrove 
pada kawasan seluas sekitar 
1.100 hektare. Dari jumlah 
tersebut, sekitar 150 hektare 
akan ditangani melalui Pro-
gram M4CR.

“M4CR ini targetnya sampai 

2027, jadi harus kita kerjakan 
lebih cepat. IKN menargetkan 
sekitar 1.100 hektare untuk pe-
nanaman secara keseluruhan, 
di mana untuk M4CR sendiri 
porsinya sekitar 150 hektare,” 
kata mantan menteri peker-
jaan umum dan perumahan 
rakyat itu.

Basuki optimistis target 
rehabilitasi mangrove di ka-
wasan IKN dapat dicapai 
tepat waktu. Ia menilai ke-
berhasilan pelaksanaan di 
IKN penting karena kawasan 
tersebut akan menjadi rujukan 
bagi daerah lain dalam men-
gembangkan model pemuli-
han pesisir.

Sekretaris Direktorat Jen-
deral Pengelolaan Daerah 
Aliran Sungai dan Rehabilitasi 
Hutan Kementerian Kehu-
tanan Muhammad Zainal 
Arifi n mengatakan IKN sen-
gaja dipilih sebagai salah satu 
lokasi awal agar pelaksanaan 
program dapat menjadi con-
toh nyata. Kementerian Ke-
hutanan menyatakan M4CR 
berlangsung hingga 2027 dan 
diarahkan untuk memperkuat 
ketahanan pesisir terhadap 
dampak perubahan iklim.

“Kami ingin apa yang 
dicontohkan di IKN ini ditiru 
oleh pemerintah daerah lain. 
Kekuatan ekologi inilah yang 
menjamin pertumbuhan so-
sial dan ekonomi pada masa 
depan,” ujar Zainal, yang juga 
menjabat sebagai direktur ek-
sekutif Program M4CR.

Program M4CR disetujui 
Dewan Direktur Eksekutif 
Bank Dunia pada Mei 2022 
dan dijadwalkan berjalan 
hingga April 2027. Program 
ini bertujuan meningkatkan 
pengelolaan mangrove se-
kaligus memperkuat mata 
pencaharian masyarakat di 
kawasan pesisir terpilih.

Namun, pelaksanaan 
M4CR secara nasional masih 
menghadapi tantangan per-
cepatan. Dokumen restruk-
turisasi Bank Dunia mencatat 
kemajuan pelaksanaan kese-
luruhan proyek sempat dinilai 
“kurang memuaskan”, antara 
lain karena keterlambatan 
anggaran, pengadaan, dan 

Amran menegaskan di 
Jakarta, Ahad, bahwa pe-
merintah terus memperluas 
pengawasan terhadap beras 
fortifi kasi dan produk beras 
lainnya. Tujuannya untuk 
melindungi konsumen dari 
praktik perdagangan yang 
tidak sehat. "Publik berta-
nya mana tersangkanya. 
Tersangkanya sudah ada 
dan proses hukumnya se-
dang berjalan. Negara tidak 
boleh kalah terhadap prak-
tik-praktik yang merugikan 
rakyat," katanya.

Kerugian Fantastis Akibat 
Praktik Ilegal

Menurut Amran, pemer-
intah bersama Badan Pan-
gan Nasional, Satgas Pangan 
Polri, pemerintah daerah, 
dan aparat penegak hukum 
telah mengambil sampel 
produk dari berbagai dae-
rah. Sampel tersebut diuji 
untuk memeriksa mutu, 
kandungan gizi, legalitas, 
dan kewajaran harga.

Hasil pengawasan pemer-
intah menunjukkan potensi 

kerugian yang sangat be-
sar. Dugaan penyimpangan 
pada beras fortifi kasi diper-
kirakan menimbulkan keru-
gian masyarakat hingga se-
kitar Rp71 triliun. Sementara 
itu, dugaan penyimpangan 
pada beras premium diper-
kirakan mencapai sekitar 
Rp98 triliun. 

Amran menegaskan bah-
wa pemberantasan mafia 
pangan ini merupakan ara-
han langsung dari Presiden 
Prabowo Subianto. 

Instruksi tersebut bertu-
juan untuk memperbaiki 
tata niaga pangan sekaligus 
melindungi hak masyarakat 
untuk memperoleh pangan 
yang bermutu dan terjang-
kau.

DUKUNGAN ELEMEN 
PEMUDA DAN MAHA-

SISWA
Langkah tegas Kemente-

rian Pertanian ini mendapat 
dukungan dari berbagai 
organisasi pemuda dan 
mahasiswa. Ketua Umum 

ILUSTRASI hutan mangrove. FOTO: ANT

IKN Jadi Percontohan Rehabilitasi 
Mangrove Program M4CR

kesiapan teknis rehabilitasi. 
Hingga pertengahan 2025, 
tingkat pencairan pinjaman 
tercatat sekitar 10,97 persen.

Dokumen tersebut menye-
butkan sekitar 13.344 hektare 
mangrove telah direhabilitasi 
di empat provinsi sasaran 
hingga Mei 2025. Rencana re-
habilitasi juga telah disiapkan 
untuk kawasan seluas 41.428 
hektare, dengan melibatkan 
162 kelompok masyarakat di 
52 desa.

Evaluasi itu membuat ke-
berhasilan proyek perconto-
han di IKN menjadi penting. 
Bank Dunia mengusulkan 
penyesuaian target rehabilitasi 
dan pengelolaan mangrove 
dari 45 ribu hektare menjadi 
24 ribu hektare hingga April 
2027 agar sesuai dengan ke-
siapan dokumen teknis, ka-
pasitas pelaksana, serta waktu 
yang tersisa.

Indonesia memiliki sekitar 
3,4 juta hektare mangrove 
atau lebih dari 20 persen luas 
mangrove dunia. Ekosistem 
tersebut menyimpan sekitar 
3,14 miliar ton karbon diok-
sida dan menjadi habitat bagi 
berbagai jenis ikan, udang, 
kepiting, serta biota pesisir 
lainnya.

Bank Dunia memperkira-
kan sekitar 55 persen bio-
massa hasil tangkapan ikan 
Indonesia berasal dari spesies 
yang bergantung pada ekosis-
tem mangrove. Nilai produksi 
tahunannya diperkirakan 
mencapai 825 juta dolar AS, 
belum termasuk nilai ekono-
mi dari perlindungan pantai, 
penyimpanan karbon, dan pa-
riwisata. Karena itu, keberha-
silan rehabilitasi tidak cukup 
diukur dari jumlah bibit yang 
ditanam. Pemulihan aliran 
pasang-surut, kesesuaian jenis 
tanaman, kondisi tanah, pe-
meliharaan, serta keterlibatan 
masyarakat menentukan apa-
kah mangrove dapat tumbuh 
dan bertahan dalam jangka 
panjang. Program M4CR juga 
memasukkan pengembangan 
perikanan, budi daya, ekowi-
sata, dan usaha masyarakat 
sebagai bagian dari strategi 
mengurangi tekanan terhadap 
hutan mangrove.

Penetapan IKN sebagai 
lokasi percontohan dengan 
demikian menjadi ujian bagi 
komitmen pembangunan 
ibu kota yang hijau dan ber-
kelanjutan. Keberhasilannya 
bukan hanya ditentukan oleh 
tercapainya target 150 hektare, 
melainkan juga oleh kemam-
puan pemerintah membukti-
kan bahwa pemulihan ekologi 
dapat berjalan seiring dengan 
pertumbuhan sosial dan eko-
nomi masyarakat pesisir.RPB

MENTAN: Satgas Pangan tetapkan 39 tersangka kasus perbe-
rasan. FOTO: ANT

Satgas Pangan Tetapkan 
39 Tersangka Mafi a Beras

SULTENG RAYA - Menteri Pertanian Andi 
Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa 
Satgas Pangan telah menetapkan 39 tersang-
ka dari 38 perkara terkait dugaan penyim-
pangan di sektor perberasan. Langkah ini 
merupakan bagian dari upaya tegas pemerin-
tah dalam memberantas mafi a pangan yang 
merugikan masyarakat luas.

Pengurus Pusat Pemuda Hi-
dayatullah, Hanif Caniago, 
menyatakan organisasinya 
siap mengawal langkah ter-
sebut. "Kami percaya beliau 
berani membela kepentin-
gan rakyat, dan kami akan 
memastikan implementa-
sinya benar-benar dirasakan 
masyarakat," ujar Hanif.

Senada dengan itu, anggo-
ta Ikatan Senat Mahasiswa 
Peternakan Indonesia, Ida 
Rahayu, menilai pemberan-
tasan mafi a beras fortifi kasi 
sangat penting karena dam-
paknya langsung dirasa-
kan petani dan masyarakat. 
"Langkah tegas ini memang 
harus dilakukan pemerin-
tah. Kalau tidak dituntas-
kan, yang dirugikan bukan 

hanya konsumen tetapi juga 
petani. Kami mahasiswa 
siap bersinergi mendukung 
langkah pemerintah seka-
ligus mengawal kebijakan 
yang berpihak kepada pe-
tani dan peternak rakyat," 
tegas Ida.

Dukungan juga datang 
dari Ketua IKA BEM Uni-
versitas Nasional, Tommy 
Suswanto. Ia menyatakan 
bahwa pemberantasan ma-
fi a pangan merupakan tang-
gung jawab bersama seluruh 
elemen bangsa. "Kami me-
miliki cara pandang yang 
sama dengan Pak Menteri. 
Mafi a pangan yang merug-
ikan perekonomian bangsa 
harus diberantas bersama," 
kata Tommy.RPB

SULTENG RAYA - Men-
teri Keuangan Purbaya 
Yudhi Sadewa menegaskan 
Sekolah Rakyat menjadi 
salah satu modal penting 
untuk mendukung terwu-
judnya Indonesia Emas. 
Hal itu disampaikan saat 
meninjau Sekolah Rakyat 
Terintegrasi (SRT) 2 Kota 
Surabaya, Jawa Timur, yang 
dibangun PT Waskita Karya 
(Persero) Tbk.

Sekolah tersebut telah 
mulai digunakan dan dii-
kuti ratusan siswa tingkat 
Sekolah Dasar (SD), Sekolah 
Menengah Pertama (SMP), 
dan Sekolah Menengah Atas 
(SMA) dalam kegiatan Masa 
Pengenalan Lingkungan 
Sekolah (MPLS).

 “Sekolah Rakyat adalah 
salah satu modal untuk men-
dukung Indonesia Emas,” 

ujar Purbaya dalam keteran-
gannya, Senin (3/8/2026).

Kunjungan tersebut me-
rupakan bagian dari upaya 
pemerintah memastikan 
program prioritas Presiden 
Prabowo Subianto berjalan 
sesuai rencana sekaligus me-
negaskan dukungan Angga-
ran Pendapatan dan Belanja 
Negara (APBN) terhadap 
pembangunan sumber daya 
manusia.

Selain meninjau fasilitas 
sekolah, Purbaya juga ber-
dialog dengan para siswa. 
Ia berharap kesempatan 
belajar yang diperoleh para 
peserta didik dapat menjadi 
bekal untuk meraih masa 
depan yang lebih baik seka-
ligus meningkatkan mobili-
tas sosial.

Sebelumnya, Kepala Ba-
dan Komunikasi Pemerintah 

Muhammad Qodari juga 
mengunjungi SRT 2 Sura-
baya. Ia meninjau berbagai 
fasilitas seperti ruang guru, 
asrama siswa, laboratorium, 
lapangan olahraga, masjid, 
dan fasilitas pendukung 
lainnya. Menurut Qodari, 
sekolah yang berdiri di atas 
lahan seluas 6,6 hektare ter-
sebut memiliki fasilitas yang 
tidak kalah dengan sekolah 
swasta.

“Fasilitasnya luar biasa. 
Kalau kita melihat, biasa-
nya sekolah-sekolah swasta 
yang sangat bagus dan san-
gat mahal memiliki fasilitas 
seperti ini, tetapi justru di 
sini ditujukan untuk ka-
langan yang kurang berun-
tung,” kata Qodari.

Direktur Operasi II Waski-
ta Karya Paulus Budi Kartiko 
mengatakan, pembangunan 

MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengunjungi Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 2 Kota Surabaya, Jawa Timur. FOTO: IST

Sekolah Rakyat Waskita Karya 
Investasi SDM Menuju Indonesia Emas

Sekolah Rakyat merupakan 
dukungan perusahaan ter-
hadap penyediaan infrast-
ruktur pendidikan.

“Hampir 4.500 tenaga 
kerja kami kerahkan guna 
menyelesaikan proyek se-
kolah rakyat di Jawa Timur, 
termasuk SRT 2 Surabaya. 
Mereka bekerja siang dan 
malam secara bergantian 
demi mengejar bangunan 
agar bisa segera dimanfaat-
kan untuk kegiatan belajar 
mengajar pada Agustus,” 
ujar Paulus.

Ia menjelaskan, Waski-
ta Karya menerapkan se-
jumlah metode percepatan 
konstruksi, antara lain peng-
gunaan half slab pada pelat 
lantai dua, distribusi materi-
al menggunakan hiab crane, 
pengecoran dengan concrete 
pump dan mobile crane, 
serta percepatan penyam-
bungan daya listrik.

Menurut Paulus, Sekolah 
Rakyat dirancang sebagai 
kawasan pendidikan terpa-
du yang tidak hanya menja-
di tempat belajar, tetapi juga 
mendukung pembentukan 
generasi unggul.

“Sesuai arahan pemerin-
tah, Sekolah Rakyat bukan 
hanya sebagai tempat be-
lajar, tapi juga lingkungan 
pendidikan terpadu. Maka 
kami rancang agar sarana 
pendidikan di Jawa Timur 
ini dapat menjadi model 
kawasan terintegrasi yang 
mampu mencetak generasi 
unggul penerus masa depan 
negara,” katanya.

Paulus menambahkan, 
Waskita Karya membangun 
Sekolah Rakyat di lima daer-
ah di Jawa Timur, yakni Ka-
bupaten Gresik, Jombang, 
Sampang, Tuban, dan Kota 
Surabaya, dengan total nilai 
kontrak mencapai Rp1,16 
triliun.RPB
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tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 

M
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Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 

M

Tri Indah Sakinah

sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 

M
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Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 

M

Tri Indah Sakinah

sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

HARUS tegas dikatakan masa 
depan demokrasi di negeri ini, 
kini berada di pundak para 
hakim Mahkamah Konstitusi 

(MK). Pasalnya, merekalah yang kini akan 
memutuskan perkara gugatan judicial 
review Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang 
No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 
yang sidangnya kini masih berproses, 
apakah akan mempertahankan sistem pro-
porsional terbuka atau kembali ke bentuk 
tertutup seperti tuntutan para penggugat. 
Perkara ini jelas merupakan ujian bagi 
ketangguhan lembaga itu sebagai penjaga 
pilar konstitusi, sekaligus penjaga tegaknya 
demokrasi. 

Alasannya, yang menjadi objek gugatan 
kali ini ialah Undang-Undang Pemilu. 
Seperti kita ketahui, pemilu merupakan 
salah satu tolok ukur terdepan dari kualitas 
demokrasi. Alasan lainnya, sistem pemilu 
proporsional terbuka, poin yang kini ten-
gah digugat di MK, adalah sistem yang 
memuliakan daulat rakyat, subjek utama 
demokrasi. Dengan sistem proporsional 
terbuka yang memuat tanda gambar parpol 
dan nama-nama calon anggota legislatif 
pada surat suara, rakyat dapat menelusuri 
rekam jejak calon wakilnya, tidak seperti 
membeli kucing dalam karung. 

Ini sesuai dengan spirit demokrasi yang 
menjunjung asas partisipasi dan keterbu-
kaan. MK dengan pertimbangan hukum 
melalui Putusan Nomor 22-24/PUU-
VI/2008 pun telah memperkuat penerapan 
sistem proporsional terbuka. Mahkamah 
menyatakan bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD 
1945 mengamanatkan agar penyeleng-
garaan pemilu lebih berkualitas dengan 
partisipasi rakyat yang seluas-luasnya atas 
prinsip demokrasi langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur, dan adil. Hal tersebut menjadi 
landasan utama dalam penyelenggaraan 
pemilu. Sistem itu pun telah dilaksanakan 
pada Pemilu 2009, 2014, dan 2019. Para ha-
kim yang menyidangkan perkara gugatan 
ini tentu harus mempertimbangkan hal 
tersebut. 

Mereka pun harus ingat bahwa MK ti-
dak bisa mengabaikan putusan terdahulu 
sebagai yurisprudensi yang telah diterima 
perihal norma yang diuji. Artinya, apa yang 
diperkarakan hari ini berkorelasi dengan 
perkara untuk norma yang sama di masa 
lalu. Bila konsisten dengan pendirian itu, 
para hakim MK semestinya menolak gu-
gatan atas sistem tersebut. Mereka pun tentu 
mafhum bahwa DPR sebagai pembuat UU 
memiliki kewenangan legislasi membentuk 
UU Pemilu yang baru. Artinya, parlemen 
dapat menempuh langkah legislative re-
view, yakni mengamendemen UU Pemilu 
hasil judicial review seandainya dikabulkan 
MK. 

Hal tersebut amat mungkin dilakukan 
mengingat mayoritas fraksi di DPR sebe-
lumnya sudah menyatakan tegas menolak 
sistem pemilu kembali menjadi tertutup, ke-
cuali Fraksi PDI Perjuangan. Jika DPR pada 
akhirnya menggunakan wewenang menem-
puh jalan tersebut, hal itu tentunya akan 
menjadi tamparan keras bagi MK. Jadi, kini 
tergantung para hakim yang menyidangkan 
perkara tersebut, mau menjaga muruah 
MK sebagai lembaga pengawal demokrasi 
atau menjadi pengkhianat demokrasi dan 
mencoreng citra institusi?***(Sumber:Media 
Indonesia).

Proporsional Terbuka dan Kemandirian MK 
jembatan aspirasi rakyat. Jika 
demikian persoalannya, ba-
gaimana mengatasi masalah 
pelembagaan parpol jika sis-
tem proporsional terbuka 
tetap dipertahankan? Pada 
dasarnya, penguatan peran 
parpol dalam sistem pro-
porsional terbuka tetap bisa 
dilakukan sepanjang parpol 
punya niat untuk melaku-
kannya. Sebab, dalam sistem 
proporsional terbuka, otoritas 
penentuan calon anggota 
legislatif sepenuhnya ada di 
tangan partai. 

Dalam rangka memperkuat 
peran parpol, seharusnya 
proses pendidikan politik, 
penguatan kelembagaan par-
tai, dan proses pencalonan 
anggota legislatif dilakukan 
secara baik oleh tiap-tiap 
parpol. Dalam proses penca-
lonan, semua parpol sama-sa-
ma berkomitmen untuk ha-
nya mengajukan calon-calon 
yang memang merupakan 
kadernya, paham dengan per-
juangan partainya, dan dapat 
diandalkan untuk menyerap 
aspirasi rakyat. Parpol juga 
sama-sama menahan diri un-
tuk tidak mengajukan orang 
yang belum pernah dikader 
di dalam partai serta hanya 
mengandalkan uang dan po-
pularitas semata. 

Jika langkah tersebut di-
laksanakan, siapa yang dapat 
menyangkal bahwa propor-
sional terbuka juga mam-
pu menopang pelembagaan 
parpol itu sendiri, bahkan 
dengan hasil yang bisa lebih 
baik? Sayangnya, parpol cen-
derung bersikap pragmatis 
dengan merekrut calon secara 
serampangan, dengan hanya 
melihat popularitas dan ke-
mampuan finansial semata. 
Akhirnya, ketika terpilih, 
mereka tidak memiliki keseti-
aan kepada parpol sehingga 
dianggap menjadi masalah 
dalam pelembagaan parpol.

Proporsional terbuka sebagai 
pilihan 

Sistem proporsional terbu-
ka untuk perttama kali diatur 
dan digunakan pada Pemilu 
2004. Pada waktu itu, sistem 
proporsional terbuka diterap-
kan dengan varian penetapan 
calon terpilih berdasarkan 
perolehan suara sesuai pero-
lehan angka bilangan pemba-
gi pemilih (BPP). Varian ini 
mengalami sedikit modifikasi 
melalui UU No 10/2008, yang 
mengatur bahwa penentuan 
calon terpilih dilakukan ber-
dasarkan perolehan suara 30% 
angka BPP. 

Belum sempat diterapkan 
untuk Pemilu 2009, varian 
penentuan calon terpilih ini 
pun bergeser ke langgam 
penentuan calon terpilih ber-
dasarkan suara terbanyak 
sesuai Putusan MK No 22-24/
PUU-VI/2008. Dalam putusan 
tersebut, MK menegaskan 
bahwa dengan memilih sistem 

proporsional terbuka, maka 
cara penentuan calon terpi-
lih yang dinilai lebih sejalan 
dengan prinsip prosedural 
demokrasi ialah dengan men-
dasarkannya pada perolehan 
suara terbanyak. 

Dari proses lahir, berjalan, 
dan dilaksanakannya sis-
tem proporsional terbuka 
dapat dipahami bahwa posisi 
MK terkait sistem ini lebih 
pada peran memperkuat dan 
mempertegas pilihan sistem 
proporsional terbuka yang 
telah lebih dahulu dipilih 
oleh pembentuk undang-un-
dang. Artinya, pilihan sistem 
proporsional terbuka dan 
tertutup sejak dari awal telah 
ditentukan oleh pembentuk 
undang-undang. Hal mana, 
pilihan terhadap sistem itu, 
salah satunya disebabkan 
pengalaman pahit penerapan 
sistem proporsional tertutup 
selama pemilu-pemilu Orde 
Baru. 

Secara konstitusional, pi-
lihan sistem proporsional 
terbuka pada dasarnya tidak 
bersoal dengan keberadaan 
Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, 
yang menyatakan bahwa 
peserta pemilu untuk memi-
lih anggota DPR dan DPRD 
adalah partai politik. Sebab, 
proporsional terbuka sama 
sekali tidak menegasikan 
peran parpol sebagai peserta 
pemilu, di mana otoritas kepe-
sertaan tetap berada di tangan 
parpol. Alih-alih menegasikan 
peran parpol, proporsional 
terbuka justru menjadi sarana 
untuk menjaga keseimbangan 
antara parpol sebagai peserta 
pemilu dan rakyat sebagai 
pemegang kedaulatan. Sistem 
proporsional terbuka juga 
dapat digunakan oleh rakyat 
untuk mengimbangi praktik 
oligarki parpol yang sulit 
diruntuhkan. 

Tanpa menutup mata atas 
sisi lemah sistem proporsio-
nal terbuka, perkembangan 
kehidupan parpol yang ada 
saat ini menuntut kita untuk 
tetap mempertahankan pro-
porsional terbuka. Memilih 
untuk menggantinya dengan 
proporsional tertutup bu-
kanlah tindakan yang tepat, 
bahkan bisa destruktif bagi 
demokrasi. 

Jika berniat mengganti sis-
tem, tidak ada pilihan pa-
ling bijak selain pembentuk 
undang-undang melakukan 
pengkajian secara kompre-
hensif terhadap segala aspek 
mengenai sistem yang akan 
diterapkan. Adapun pro-
ses pengujian yang sedang 
berlangsung di MK, dengan 
waktu yang tergolong pen-
dek, tidak akan cukup untuk 
mempertimbangkan segala 
aspek berkenaan dan keru-
mitan dari tiap-tiap sistem 
tersebut.

Kemandirian MK sebagai kunci 
MK dengan segala peran 

konstitusionalnya telah ikut 
andil dalam memperkuat 
keberadaan sistem proporsi-
onal terbuka. Bahkan dalam 
putusan terdahulu, MK me-
negaskan bahwa proporsional 
terbuka merupakan sistem 
yang lebih dekat dengan ke-
rangka demokrasi konstitusi-
onal yang terkandung di UUD 
1945. Dalam perkembangan 
ketatanegaraan di bidang 
kepemiluan belum terdapat 
alasan konstitusional kuat 
yang dapat digunakan MK 
untuk mengubah pendiri-
annya. 

Oleh karena itu, konsistensi 
sikap MK terhadap proporsi-
onal terbuka, dalam menilai 
permintaan untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
sangat diperlukan. Bahkan, 
andaipun melihat sisi lemah 
yang teramat banyak pada 
sistem proporsional terbuka, 
MK perlu menahan diri untuk 
tidak mengubah sistem ini se-
cara mudah. Akan lebih bijak 
jika MK sebatas memberikan 
panduan tertentu bagi pem-
bentuk undang-undang untuk 
menentukan pilihan sistem 
yang dinilai lebih sesuai, atau 
tidak bertentangan dengan 
prinsip kedaulatan rakyat. 

Untuk selanjutnya, biar 
pembentuk undang-undang 
yang menentukan pilihan sis-
tem setelah mempertimbang-
kan segala aspek berkenaan 
dengan alternatif yang akan 
diambil. Selanjutnya, karena 
dorongan perubahan sistem 
ini juga mengandung kepen-
tingan politik parpol, konsis-
tensi MK hanya mungkin dij-
aga dengan menjauhkan diri 
dari segala bentuk intervensi. 
Bukan mustahil kekuatan po-
litik yang menginginkan pro-
porsional tertutup menekan 
para hakim konstitusi untuk 
mengamini keinginannya. 

Ketika hakim konstitusi 
menundukkan diri pada in-
tervensi tersebut, MK akan 
terjebak pada pilihan kepu-
tusan yang sangat mungkin 
digunakan untuk melegiti-
masi oligarki politik parpol. 
Beberapa masalah sekitar MK 
yang terjadi akhir-akhir ini 
sudah cukup jadi pengingat 
bagi para negarawan untuk 
kembali menegakkan kepa-
la dengan mengutamakan 
kepentingan masa depan de-
mokrasi negara ketimbang ke-
pentingan kelompok politik.

Karena dorongan peruba-
han sistem ini juga mengan-
dung kepentingan politik 
parpol, konsistensi MK hanya 
mungkin dijaga dengan men-
jauhkan diri dari segala ben-
tuk intervensi. Bukan mus-
tahil kekuatan politik yang 
menginginkan proporsional 
tertutup menekan para hakim 
konstitusi untuk mengamini 
keinginannya.*** Penulis: Do-
sen Departemen HTN, Fakultas 
Hukum, Universitas Andalas 
(Sumber:Media Indonesia).

Gugatan terhadap sistem 
itu didasari alasan bahwa ia 
telah mendistorsi peran partai 
politik sebagai peserta pemilu, 
menyebabkan terjadinya per-
saingan yang tidak sehat, dan 
berkontribusi atas maraknya 
politik uang. Permohonan ini 
pun mendapatkan tanggapan 
luas, termasuk oleh Ketua 
KPU, partai politik, dan masy-
arakat sipil. 

Seluruh fraksi di DPR 
menolak untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
kecuali PDIP yang setuju un-
tuk mengganti proporsional 
terbuka menjadi proporsional 
tertutup. Adapun kelompok 
masyarakat sipil juga mendu-
kung agar sistem proporsional 
terbuka dipertahankan. Di 
lain pihak, para ahli terbelah 
pendapatnya, antara yang 
setuju dan tidak setuju dengan 
usulan pergantian sistem ini.

Kuat-lemah sistem proporsional 
J i k a  a d a  a h l i  p e m i l u 

menyatakan bahwa sistem 
proporsional terbuka tidak 
memiliki cacat, dapat dipas-
tikan pendapat itu salah. Se-
baliknya, jika ada pihak yang 
menyatakan sistem proporsi-
onal tertutup sebagai sistem 
yang baik dan tidak memiliki 
borok, juga bisa dipastikan 
bahwa itu keliru. Proporsio-
nal terbuka dan proporsional 
tertutup merupakan dua va-
rian sistem proporsional yang 
sama-sama memiliki cacat 
bawaan, alias tidak sempurna. 

Cacat yang sama bisa jadi 
dimiliki bersama oleh sis-
tem proporsional terbuka 
dan proporsional tertutup, 
bahkan semua sistem pe-
milu. Misalnya, persaingan 
tidak sehat atau politik uang 
dalam pemilu. Masalah ini 
mungkin saja terjadi dalam 
sistem pemilu mana pun, mau 
sistem distrik, proporsional 
terbuka, tertutup, ataupun 
sistem campuran. Jika hari ini 
sistem proporsional terbuka 
dipersoalkan karena marak-
nya praktik politik uang, 
siapa yang menjamin bahwa 
proporsional tertutup bebas 
politik uang? 

Bukankah sistem propor-
sional tertutup juga bisa di-
hinggapi persaingan yang 
tidak sehat dan politik uang? 
Bukankah pengalaman di 

masa lalu sudah cukup jadi 
pembelajaran bagi kita yang 
hidup di zaman ini? Oleh ka-
rena itu, praktik curang dalam 
penyelenggaraan pemilu ti-
dak dapat dijadikan dasar 
untuk mengarahkan tudingan 
pada dosa proporsional terbu-
ka. Praktik curang dan politik 
uang itu lebih karena memang 
sikap dan perilaku peserta 
pemilu Indonesia yang tak 
kunjung berhasil diperbaiki. 
Partai politik sebagai peme-
gang peran sentral belum 
secara serius melaksanakan 
perannya untuk melakukan 
pendidikan politik, dan me-
mastikan para anggotanya 
tidak berlaku curang dalam 
pemilu. 

Pada saat yang sama, upaya 
penegakan hukum terhadap 
pelaku praktik curang dan po-
litik uang juga belum berjalan 
optimal karena berbagai hal. 
Termasuk lemahnya aturan 
yang dapat digunakan un-
tuk menjerat pelaku politik 
uang. Selanjutnya, terkait 
pelembagaan partai politik, 
sistem proporsional tertutup 
memang bisa dinilai lebih 
unggul daripada proporsional 
terbuka. Sebab, dalam sistem 
proporsional tertutup, peran 
partai politik dalam men-
entukan calon terpilih jauh 
lebih kuat sehingga jaminan 
kepatuhan dan kesetiaan ang-
gota legislatif terpilih kepada 
partai pengusung akan jauh 
lebih besar. 

Kondisi demikian membu-
ka ruang lebih banyak bagi 
parpol dalam melembagakan 
agenda-agenda politiknya, 
jika dibandingkan dengan 
kalau calon terpilih ditetapkan 
berdasarkan suara terbanyak 
sesuai kerangka proporsional 
terbuka. Hanya saja, Indo-
nesia bukan tidak berpenga-
laman dengan proporsional 
tertutup. Pemilu 1955 dan pe-
milu-pemilu masa Orde Baru 
dilaksanakan menggunakan 
sistem proporsional tertutup. 

Sejarah pemilu membuk-
tikan bahwa proporsional 
tertutup justru menghadir-
kan wakil-wakil rakyat yang 
sepenuhnya dikendalikan 
elite parpol dengan kontestasi 
yang juga jauh dari kata sehat. 
Anggota legislatif tidak lebih 
dari sekadar penyambung 
lidah partai, bukan sebagai 

OLEH : KHAIRUL FAHMI 

AKHIR 2022 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) 
menerima permohonan pengujian terhadap se-
jumlah norma Undang-Undang Pemilu terkait 
sistem proporsional terbuka yang diadopsi di 
dalamnya. Setelah diterapkan dalam empat kali 
pemilu dengan dua varian berbeda, sistem ini 
sekarang dipersoalkan konstitusionalitasnya. 
MK diminta untuk menyatakan norma terkait 
proporsional terbuka itu bertentangan dengan 
UUD 1945. 

Jangan 
Khianati 

Demokrasi

ADAPUN penya-
kit kanker dise-
babkan oleh per-
tumbuhan sel-sel 

abnormal yang berlebihan se-
hingga menyebar dan merusak 
sel-sel tubuh yang normal. 
Akibatnya hingga kematian 
penyintasnya. Beberapa fak-
tor risiko penyebab kanker 
diantaranya faktor genetik, 

lingkungan, virus, makanan 
dan gaya hidup. Faktor genetik 
dapat dilihat bila dalam satu 
atau beberapa orang dalam 
satu keluarga yang berkera-
bat menderita kanker maka 
kemungkinan anak-anaknya 
berisiko lebih tinggi untuk 
terpapar kanker. 

Faktor lingkungan, salah 
satunya pengaruh polusi atau 

HARI Kanker Sedunia diperingati setiap 4 
Februari dan pada tahun ini mengangkat tema 
‘Close the Cure Gap’ yang bertujuan memi-
nimalkan kesenjangan perawatan dan mene-
kankan kesetaraan layanan medis pada pasien 
kanker. Saat ini kita diingatkan kembali akan 
bahaya penyakit kanker yang seakan terlupa-
kan selama pandemi covid-19. 

asap rokok yang dapat menja-
di pemicu timbulnya kanker 
paru. Paparan sinar ultravi-
olet dalam jumlah besar dan 
waktu yang lama juga dapat 
memicu timbulnya kanker 
pada seseorang. Beberapa jenis 
virus juga dapat menyebabkan 
kanker, seperti virus Papiloma, 
Sitomegalo, Hepatitis B, Ep-
stein dan HIV. 

Asupan makanan yang men-
gandung bahan kimia dapat 
menyebabkan kanker pada 
saluran cernwa. Perilaku yang 
tidak sehat seperti merokok, 
minum alkohol dan makanan 
yang mengandung banyak 
bahan pengawet juga dapat 
menambah kemungkinan tim-
bulnya kanker. Berdasarkan 
data 2010, kanker payudara 
merupakan jenis kanker ter-
banyak, mencapai 40,3% dari 
seluruh populasi dunia dan 
pada tahun yang sama jum-

OLEH : Dr dr THERESIA MONICA RAHARDJO SpAn 

Waspadai Penyakit Kanker yang Terus Ada 
lah pasien rawat inap karena 
kanker payudara di Indonesia 
mencapai 28,7%. Disusul kan-
ker mulut rahim, kanker paru 
dan kanker usus besar. 

Penyebaran kanker bisa 
melalui aliran darah dan ke-
lenjar getah bening. Saat sta-
dium awal kanker payudara, 
misalnya, umumnya diawali 
dengan adanya benjolan yang 
bisa digerakkan di daerah 
payudara. Pada stadium le-
bih lanjut benjolan tersebut 
membesar dan terfiksasi tidak 
bisa digerakkan. Disusul per-
mukaan payudara menjadi 
seperti kulit jeruk serta pada 
stadium akhir ditandai dengan 
keluarnya cairan atau darah 
dari puting susu. 

Pada 2020, jumlah kasus 
baru kanker payudara men-
capai 68.858 kasus atau sekitar 
16,6% dari total 396.914 kasus 
baru kanker di Indonesia, 

dengan jumlah kematian men-
capai 22.000. Dari kasus yang 
terdeteksi, 70% sudah dalam 
stadium lanjut. Tingginya ang-
ka kanker payudara di Indone-
sia tentunya menjadi perhatian 
khusus pemerintah melalui 
3 pilar Strategi Nasional Pe-
nanggulangan Kanker Payu-
dara Indonesia. Tiga pilar itu 
meliputi promosi kesehatan, 
deteksi dini, dan tatalaksana 
kasus. Strategi ini tentunya 
juga dapat diterapkan untuk 
jenis kanker yang lain. 

Program tersebut memiliki 
target deteksi dini kanker 
payudara sebesar 80% pe-
rempuan berusia 30-50 tahun, 
diagnosis 40% kasus stadium 
1 dan 2, serta 90 hari pengo-
batan. *** Penulis: Dokter Spesi-
alis dan Konsultan Anestesiologi, 
Inisiator Terapi Plasma Konvale-
sen di Indonesia (Sumber:Media 
Indonesia).

PEMBANGUNAN infrastruktur 
sejatinya bukan sekadar mengha-
dirkan bangunan fisik. Lebih dari 
itu, infrastruktur adalah ikhtiar 

negara untuk menghadirkan keadilan pem-
bangunan hingga ke pelosok. Dalam konteks 
itu, langkah Komando Resor Militer (Korem) 
132/Tadulako membangun 53 Jembatan Pe-
rintis Garuda di berbagai wilayah Sulawesi 
Tengah patut diapresiasi sebagai bagian dari 
upaya memperkuat konektivitas sekaligus 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selama ini, persoalan keterisolasian masih 
menjadi tantangan nyata di sejumlah daerah 
Sulawesi Tengah. Bentang alam yang didomi-
nasi pegunungan, sungai, dan kawasan ter-
pencil membuat akses masyarakat terhadap 
pendidikan, layanan kesehatan, maupun 
aktivitas ekonomi tidak selalu mudah. Ketika 
sebuah jembatan berdiri, yang terhubung bu-
kan hanya dua tepian sungai, melainkan juga 
peluang, harapan, dan masa depan.

Data yang disampaikan Korem 132/Ta-
dulako menunjukkan bahwa dari target 53 
jembatan, sebanyak 23 telah rampung, semen-
tara sisanya masih dalam tahap penyelesaian 
dan ditargetkan selesai pada pertengahan 
Agustus. Ragam konstruksi yang dibangun 
mulai dari jembatan gantung, armco, hingga 
beton, menunjukkan bahwa pendekatan pem-
bangunan disesuaikan dengan karakteristik 
wilayah. Fleksibilitas seperti ini penting agar 
infrastruktur benar-benar menjawab kebu-
tuhan masyarakat, bukan sekadar memenuhi 
target administratif.

Manfaat jembatan tersebut akan dirasakan 
secara langsung oleh masyarakat. Anak-anak 
sekolah dapat menempuh perjalanan dengan 
lebih aman dan cepat. Petani memperoleh 
akses yang lebih mudah untuk mengangkut 
hasil panen ke pasar. Distribusi logistik men-
jadi lebih efisien, sementara mobilitas warga 
meningkat. Pada akhirnya, biaya ekonomi 
yang selama ini harus ditanggung akibat 
keterbatasan akses dapat ditekan.

Dalam perspektif yang lebih luas, pemban-
gunan Jembatan Perintis Garuda memper-
lihatkan bagaimana institusi negara dapat 
bersinergi dalam mempercepat pemerataan 
pembangunan. Peran TNI tidak hanya ter-
batas pada fungsi pertahanan, tetapi juga 
hadir melalui operasi bakti yang mendukung 
pembangunan nasional, terutama di wila-
yah-wilayah yang membutuhkan sentuhan 
lebih besar. Kehadiran negara dalam bentuk 
nyata seperti ini menjadi penting untuk 
memperkuat kepercayaan masyarakat se-
kaligus memastikan bahwa pembangunan 
tidak hanya terkonsentrasi di pusat-pusat 
pertumbuhan.

Namun demikian, pembangunan jembatan 
hendaknya tidak dipandang sebagai tujuan 
akhir. Infrastruktur akan memberikan man-
faat optimal apabila diikuti dengan pemban-
gunan jalan penghubung, pemeliharaan yang 
berkelanjutan, serta pengembangan berbagai 
layanan publik di kawasan yang telah terbuka 
aksesnya. Tanpa langkah lanjutan tersebut, 
manfaat infrastruktur berpotensi tidak ber-
kembang secara maksimal.

Lebih jauh lagi, keberhasilan program 
ini dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain 
yang menghadapi tantangan serupa. Pem-
bangunan yang berpihak kepada masyarakat 
adalah pembangunan yang mampu membu-
ka keterisolasian, memperkuat aktivitas ek-
onomi lokal, serta menciptakan kesempatan 
yang lebih setara bagi seluruh warga negara.

Jembatan memang dibangun dari baja, 
beton, dan kabel. Namun, makna sesungguh-
nya jauh melampaui material itu. Ia menjadi 
simbol hadirnya negara di tengah masya-
rakat, simbol gotong royong antarlembaga, 
sekaligus simbol bahwa pembangunan yang 
merata bukanlah cita-cita yang mustahil 
diwujudkan. Karena pada akhirnya, setiap 
jembatan yang menghubungkan satu wilayah 
dengan wilayah lain juga sedang menghu-
bungkan masyarakat dengan harapan akan 
kehidupan yang lebih baik.**
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tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 

M
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Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 

M

Tri Indah Sakinah

sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 

M
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Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 

M

Tri Indah Sakinah

sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

HARUS tegas dikatakan masa 
depan demokrasi di negeri ini, 
kini berada di pundak para 
hakim Mahkamah Konstitusi 

(MK). Pasalnya, merekalah yang kini akan 
memutuskan perkara gugatan judicial 
review Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang 
No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 
yang sidangnya kini masih berproses, 
apakah akan mempertahankan sistem pro-
porsional terbuka atau kembali ke bentuk 
tertutup seperti tuntutan para penggugat. 
Perkara ini jelas merupakan ujian bagi 
ketangguhan lembaga itu sebagai penjaga 
pilar konstitusi, sekaligus penjaga tegaknya 
demokrasi. 

Alasannya, yang menjadi objek gugatan 
kali ini ialah Undang-Undang Pemilu. 
Seperti kita ketahui, pemilu merupakan 
salah satu tolok ukur terdepan dari kualitas 
demokrasi. Alasan lainnya, sistem pemilu 
proporsional terbuka, poin yang kini ten-
gah digugat di MK, adalah sistem yang 
memuliakan daulat rakyat, subjek utama 
demokrasi. Dengan sistem proporsional 
terbuka yang memuat tanda gambar parpol 
dan nama-nama calon anggota legislatif 
pada surat suara, rakyat dapat menelusuri 
rekam jejak calon wakilnya, tidak seperti 
membeli kucing dalam karung. 

Ini sesuai dengan spirit demokrasi yang 
menjunjung asas partisipasi dan keterbu-
kaan. MK dengan pertimbangan hukum 
melalui Putusan Nomor 22-24/PUU-
VI/2008 pun telah memperkuat penerapan 
sistem proporsional terbuka. Mahkamah 
menyatakan bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD 
1945 mengamanatkan agar penyeleng-
garaan pemilu lebih berkualitas dengan 
partisipasi rakyat yang seluas-luasnya atas 
prinsip demokrasi langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur, dan adil. Hal tersebut menjadi 
landasan utama dalam penyelenggaraan 
pemilu. Sistem itu pun telah dilaksanakan 
pada Pemilu 2009, 2014, dan 2019. Para ha-
kim yang menyidangkan perkara gugatan 
ini tentu harus mempertimbangkan hal 
tersebut. 

Mereka pun harus ingat bahwa MK ti-
dak bisa mengabaikan putusan terdahulu 
sebagai yurisprudensi yang telah diterima 
perihal norma yang diuji. Artinya, apa yang 
diperkarakan hari ini berkorelasi dengan 
perkara untuk norma yang sama di masa 
lalu. Bila konsisten dengan pendirian itu, 
para hakim MK semestinya menolak gu-
gatan atas sistem tersebut. Mereka pun tentu 
mafhum bahwa DPR sebagai pembuat UU 
memiliki kewenangan legislasi membentuk 
UU Pemilu yang baru. Artinya, parlemen 
dapat menempuh langkah legislative re-
view, yakni mengamendemen UU Pemilu 
hasil judicial review seandainya dikabulkan 
MK. 

Hal tersebut amat mungkin dilakukan 
mengingat mayoritas fraksi di DPR sebe-
lumnya sudah menyatakan tegas menolak 
sistem pemilu kembali menjadi tertutup, ke-
cuali Fraksi PDI Perjuangan. Jika DPR pada 
akhirnya menggunakan wewenang menem-
puh jalan tersebut, hal itu tentunya akan 
menjadi tamparan keras bagi MK. Jadi, kini 
tergantung para hakim yang menyidangkan 
perkara tersebut, mau menjaga muruah 
MK sebagai lembaga pengawal demokrasi 
atau menjadi pengkhianat demokrasi dan 
mencoreng citra institusi?***(Sumber:Media 
Indonesia).

Proporsional Terbuka dan Kemandirian MK 
jembatan aspirasi rakyat. Jika 
demikian persoalannya, ba-
gaimana mengatasi masalah 
pelembagaan parpol jika sis-
tem proporsional terbuka 
tetap dipertahankan? Pada 
dasarnya, penguatan peran 
parpol dalam sistem pro-
porsional terbuka tetap bisa 
dilakukan sepanjang parpol 
punya niat untuk melaku-
kannya. Sebab, dalam sistem 
proporsional terbuka, otoritas 
penentuan calon anggota 
legislatif sepenuhnya ada di 
tangan partai. 

Dalam rangka memperkuat 
peran parpol, seharusnya 
proses pendidikan politik, 
penguatan kelembagaan par-
tai, dan proses pencalonan 
anggota legislatif dilakukan 
secara baik oleh tiap-tiap 
parpol. Dalam proses penca-
lonan, semua parpol sama-sa-
ma berkomitmen untuk ha-
nya mengajukan calon-calon 
yang memang merupakan 
kadernya, paham dengan per-
juangan partainya, dan dapat 
diandalkan untuk menyerap 
aspirasi rakyat. Parpol juga 
sama-sama menahan diri un-
tuk tidak mengajukan orang 
yang belum pernah dikader 
di dalam partai serta hanya 
mengandalkan uang dan po-
pularitas semata. 

Jika langkah tersebut di-
laksanakan, siapa yang dapat 
menyangkal bahwa propor-
sional terbuka juga mam-
pu menopang pelembagaan 
parpol itu sendiri, bahkan 
dengan hasil yang bisa lebih 
baik? Sayangnya, parpol cen-
derung bersikap pragmatis 
dengan merekrut calon secara 
serampangan, dengan hanya 
melihat popularitas dan ke-
mampuan finansial semata. 
Akhirnya, ketika terpilih, 
mereka tidak memiliki keseti-
aan kepada parpol sehingga 
dianggap menjadi masalah 
dalam pelembagaan parpol.

Proporsional terbuka sebagai 
pilihan 

Sistem proporsional terbu-
ka untuk perttama kali diatur 
dan digunakan pada Pemilu 
2004. Pada waktu itu, sistem 
proporsional terbuka diterap-
kan dengan varian penetapan 
calon terpilih berdasarkan 
perolehan suara sesuai pero-
lehan angka bilangan pemba-
gi pemilih (BPP). Varian ini 
mengalami sedikit modifikasi 
melalui UU No 10/2008, yang 
mengatur bahwa penentuan 
calon terpilih dilakukan ber-
dasarkan perolehan suara 30% 
angka BPP. 

Belum sempat diterapkan 
untuk Pemilu 2009, varian 
penentuan calon terpilih ini 
pun bergeser ke langgam 
penentuan calon terpilih ber-
dasarkan suara terbanyak 
sesuai Putusan MK No 22-24/
PUU-VI/2008. Dalam putusan 
tersebut, MK menegaskan 
bahwa dengan memilih sistem 

proporsional terbuka, maka 
cara penentuan calon terpi-
lih yang dinilai lebih sejalan 
dengan prinsip prosedural 
demokrasi ialah dengan men-
dasarkannya pada perolehan 
suara terbanyak. 

Dari proses lahir, berjalan, 
dan dilaksanakannya sis-
tem proporsional terbuka 
dapat dipahami bahwa posisi 
MK terkait sistem ini lebih 
pada peran memperkuat dan 
mempertegas pilihan sistem 
proporsional terbuka yang 
telah lebih dahulu dipilih 
oleh pembentuk undang-un-
dang. Artinya, pilihan sistem 
proporsional terbuka dan 
tertutup sejak dari awal telah 
ditentukan oleh pembentuk 
undang-undang. Hal mana, 
pilihan terhadap sistem itu, 
salah satunya disebabkan 
pengalaman pahit penerapan 
sistem proporsional tertutup 
selama pemilu-pemilu Orde 
Baru. 

Secara konstitusional, pi-
lihan sistem proporsional 
terbuka pada dasarnya tidak 
bersoal dengan keberadaan 
Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, 
yang menyatakan bahwa 
peserta pemilu untuk memi-
lih anggota DPR dan DPRD 
adalah partai politik. Sebab, 
proporsional terbuka sama 
sekali tidak menegasikan 
peran parpol sebagai peserta 
pemilu, di mana otoritas kepe-
sertaan tetap berada di tangan 
parpol. Alih-alih menegasikan 
peran parpol, proporsional 
terbuka justru menjadi sarana 
untuk menjaga keseimbangan 
antara parpol sebagai peserta 
pemilu dan rakyat sebagai 
pemegang kedaulatan. Sistem 
proporsional terbuka juga 
dapat digunakan oleh rakyat 
untuk mengimbangi praktik 
oligarki parpol yang sulit 
diruntuhkan. 

Tanpa menutup mata atas 
sisi lemah sistem proporsio-
nal terbuka, perkembangan 
kehidupan parpol yang ada 
saat ini menuntut kita untuk 
tetap mempertahankan pro-
porsional terbuka. Memilih 
untuk menggantinya dengan 
proporsional tertutup bu-
kanlah tindakan yang tepat, 
bahkan bisa destruktif bagi 
demokrasi. 

Jika berniat mengganti sis-
tem, tidak ada pilihan pa-
ling bijak selain pembentuk 
undang-undang melakukan 
pengkajian secara kompre-
hensif terhadap segala aspek 
mengenai sistem yang akan 
diterapkan. Adapun pro-
ses pengujian yang sedang 
berlangsung di MK, dengan 
waktu yang tergolong pen-
dek, tidak akan cukup untuk 
mempertimbangkan segala 
aspek berkenaan dan keru-
mitan dari tiap-tiap sistem 
tersebut.

Kemandirian MK sebagai kunci 
MK dengan segala peran 

konstitusionalnya telah ikut 
andil dalam memperkuat 
keberadaan sistem proporsi-
onal terbuka. Bahkan dalam 
putusan terdahulu, MK me-
negaskan bahwa proporsional 
terbuka merupakan sistem 
yang lebih dekat dengan ke-
rangka demokrasi konstitusi-
onal yang terkandung di UUD 
1945. Dalam perkembangan 
ketatanegaraan di bidang 
kepemiluan belum terdapat 
alasan konstitusional kuat 
yang dapat digunakan MK 
untuk mengubah pendiri-
annya. 

Oleh karena itu, konsistensi 
sikap MK terhadap proporsi-
onal terbuka, dalam menilai 
permintaan untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
sangat diperlukan. Bahkan, 
andaipun melihat sisi lemah 
yang teramat banyak pada 
sistem proporsional terbuka, 
MK perlu menahan diri untuk 
tidak mengubah sistem ini se-
cara mudah. Akan lebih bijak 
jika MK sebatas memberikan 
panduan tertentu bagi pem-
bentuk undang-undang untuk 
menentukan pilihan sistem 
yang dinilai lebih sesuai, atau 
tidak bertentangan dengan 
prinsip kedaulatan rakyat. 

Untuk selanjutnya, biar 
pembentuk undang-undang 
yang menentukan pilihan sis-
tem setelah mempertimbang-
kan segala aspek berkenaan 
dengan alternatif yang akan 
diambil. Selanjutnya, karena 
dorongan perubahan sistem 
ini juga mengandung kepen-
tingan politik parpol, konsis-
tensi MK hanya mungkin dij-
aga dengan menjauhkan diri 
dari segala bentuk intervensi. 
Bukan mustahil kekuatan po-
litik yang menginginkan pro-
porsional tertutup menekan 
para hakim konstitusi untuk 
mengamini keinginannya. 

Ketika hakim konstitusi 
menundukkan diri pada in-
tervensi tersebut, MK akan 
terjebak pada pilihan kepu-
tusan yang sangat mungkin 
digunakan untuk melegiti-
masi oligarki politik parpol. 
Beberapa masalah sekitar MK 
yang terjadi akhir-akhir ini 
sudah cukup jadi pengingat 
bagi para negarawan untuk 
kembali menegakkan kepa-
la dengan mengutamakan 
kepentingan masa depan de-
mokrasi negara ketimbang ke-
pentingan kelompok politik.

Karena dorongan peruba-
han sistem ini juga mengan-
dung kepentingan politik 
parpol, konsistensi MK hanya 
mungkin dijaga dengan men-
jauhkan diri dari segala ben-
tuk intervensi. Bukan mus-
tahil kekuatan politik yang 
menginginkan proporsional 
tertutup menekan para hakim 
konstitusi untuk mengamini 
keinginannya.*** Penulis: Do-
sen Departemen HTN, Fakultas 
Hukum, Universitas Andalas 
(Sumber:Media Indonesia).

Gugatan terhadap sistem 
itu didasari alasan bahwa ia 
telah mendistorsi peran partai 
politik sebagai peserta pemilu, 
menyebabkan terjadinya per-
saingan yang tidak sehat, dan 
berkontribusi atas maraknya 
politik uang. Permohonan ini 
pun mendapatkan tanggapan 
luas, termasuk oleh Ketua 
KPU, partai politik, dan masy-
arakat sipil. 

Seluruh fraksi di DPR 
menolak untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
kecuali PDIP yang setuju un-
tuk mengganti proporsional 
terbuka menjadi proporsional 
tertutup. Adapun kelompok 
masyarakat sipil juga mendu-
kung agar sistem proporsional 
terbuka dipertahankan. Di 
lain pihak, para ahli terbelah 
pendapatnya, antara yang 
setuju dan tidak setuju dengan 
usulan pergantian sistem ini.

Kuat-lemah sistem proporsional 
J i k a  a d a  a h l i  p e m i l u 

menyatakan bahwa sistem 
proporsional terbuka tidak 
memiliki cacat, dapat dipas-
tikan pendapat itu salah. Se-
baliknya, jika ada pihak yang 
menyatakan sistem proporsi-
onal tertutup sebagai sistem 
yang baik dan tidak memiliki 
borok, juga bisa dipastikan 
bahwa itu keliru. Proporsio-
nal terbuka dan proporsional 
tertutup merupakan dua va-
rian sistem proporsional yang 
sama-sama memiliki cacat 
bawaan, alias tidak sempurna. 

Cacat yang sama bisa jadi 
dimiliki bersama oleh sis-
tem proporsional terbuka 
dan proporsional tertutup, 
bahkan semua sistem pe-
milu. Misalnya, persaingan 
tidak sehat atau politik uang 
dalam pemilu. Masalah ini 
mungkin saja terjadi dalam 
sistem pemilu mana pun, mau 
sistem distrik, proporsional 
terbuka, tertutup, ataupun 
sistem campuran. Jika hari ini 
sistem proporsional terbuka 
dipersoalkan karena marak-
nya praktik politik uang, 
siapa yang menjamin bahwa 
proporsional tertutup bebas 
politik uang? 

Bukankah sistem propor-
sional tertutup juga bisa di-
hinggapi persaingan yang 
tidak sehat dan politik uang? 
Bukankah pengalaman di 

masa lalu sudah cukup jadi 
pembelajaran bagi kita yang 
hidup di zaman ini? Oleh ka-
rena itu, praktik curang dalam 
penyelenggaraan pemilu ti-
dak dapat dijadikan dasar 
untuk mengarahkan tudingan 
pada dosa proporsional terbu-
ka. Praktik curang dan politik 
uang itu lebih karena memang 
sikap dan perilaku peserta 
pemilu Indonesia yang tak 
kunjung berhasil diperbaiki. 
Partai politik sebagai peme-
gang peran sentral belum 
secara serius melaksanakan 
perannya untuk melakukan 
pendidikan politik, dan me-
mastikan para anggotanya 
tidak berlaku curang dalam 
pemilu. 

Pada saat yang sama, upaya 
penegakan hukum terhadap 
pelaku praktik curang dan po-
litik uang juga belum berjalan 
optimal karena berbagai hal. 
Termasuk lemahnya aturan 
yang dapat digunakan un-
tuk menjerat pelaku politik 
uang. Selanjutnya, terkait 
pelembagaan partai politik, 
sistem proporsional tertutup 
memang bisa dinilai lebih 
unggul daripada proporsional 
terbuka. Sebab, dalam sistem 
proporsional tertutup, peran 
partai politik dalam men-
entukan calon terpilih jauh 
lebih kuat sehingga jaminan 
kepatuhan dan kesetiaan ang-
gota legislatif terpilih kepada 
partai pengusung akan jauh 
lebih besar. 

Kondisi demikian membu-
ka ruang lebih banyak bagi 
parpol dalam melembagakan 
agenda-agenda politiknya, 
jika dibandingkan dengan 
kalau calon terpilih ditetapkan 
berdasarkan suara terbanyak 
sesuai kerangka proporsional 
terbuka. Hanya saja, Indo-
nesia bukan tidak berpenga-
laman dengan proporsional 
tertutup. Pemilu 1955 dan pe-
milu-pemilu masa Orde Baru 
dilaksanakan menggunakan 
sistem proporsional tertutup. 

Sejarah pemilu membuk-
tikan bahwa proporsional 
tertutup justru menghadir-
kan wakil-wakil rakyat yang 
sepenuhnya dikendalikan 
elite parpol dengan kontestasi 
yang juga jauh dari kata sehat. 
Anggota legislatif tidak lebih 
dari sekadar penyambung 
lidah partai, bukan sebagai 

OLEH : KHAIRUL FAHMI 

AKHIR 2022 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) 
menerima permohonan pengujian terhadap se-
jumlah norma Undang-Undang Pemilu terkait 
sistem proporsional terbuka yang diadopsi di 
dalamnya. Setelah diterapkan dalam empat kali 
pemilu dengan dua varian berbeda, sistem ini 
sekarang dipersoalkan konstitusionalitasnya. 
MK diminta untuk menyatakan norma terkait 
proporsional terbuka itu bertentangan dengan 
UUD 1945. 

Jangan 
Khianati 

Demokrasi

ADAPUN penya-
kit kanker dise-
babkan oleh per-
tumbuhan sel-sel 

abnormal yang berlebihan se-
hingga menyebar dan merusak 
sel-sel tubuh yang normal. 
Akibatnya hingga kematian 
penyintasnya. Beberapa fak-
tor risiko penyebab kanker 
diantaranya faktor genetik, 

lingkungan, virus, makanan 
dan gaya hidup. Faktor genetik 
dapat dilihat bila dalam satu 
atau beberapa orang dalam 
satu keluarga yang berkera-
bat menderita kanker maka 
kemungkinan anak-anaknya 
berisiko lebih tinggi untuk 
terpapar kanker. 

Faktor lingkungan, salah 
satunya pengaruh polusi atau 

HARI Kanker Sedunia diperingati setiap 4 
Februari dan pada tahun ini mengangkat tema 
‘Close the Cure Gap’ yang bertujuan memi-
nimalkan kesenjangan perawatan dan mene-
kankan kesetaraan layanan medis pada pasien 
kanker. Saat ini kita diingatkan kembali akan 
bahaya penyakit kanker yang seakan terlupa-
kan selama pandemi covid-19. 

asap rokok yang dapat menja-
di pemicu timbulnya kanker 
paru. Paparan sinar ultravi-
olet dalam jumlah besar dan 
waktu yang lama juga dapat 
memicu timbulnya kanker 
pada seseorang. Beberapa jenis 
virus juga dapat menyebabkan 
kanker, seperti virus Papiloma, 
Sitomegalo, Hepatitis B, Ep-
stein dan HIV. 

Asupan makanan yang men-
gandung bahan kimia dapat 
menyebabkan kanker pada 
saluran cernwa. Perilaku yang 
tidak sehat seperti merokok, 
minum alkohol dan makanan 
yang mengandung banyak 
bahan pengawet juga dapat 
menambah kemungkinan tim-
bulnya kanker. Berdasarkan 
data 2010, kanker payudara 
merupakan jenis kanker ter-
banyak, mencapai 40,3% dari 
seluruh populasi dunia dan 
pada tahun yang sama jum-

OLEH : Dr dr THERESIA MONICA RAHARDJO SpAn 

Waspadai Penyakit Kanker yang Terus Ada 
lah pasien rawat inap karena 
kanker payudara di Indonesia 
mencapai 28,7%. Disusul kan-
ker mulut rahim, kanker paru 
dan kanker usus besar. 

Penyebaran kanker bisa 
melalui aliran darah dan ke-
lenjar getah bening. Saat sta-
dium awal kanker payudara, 
misalnya, umumnya diawali 
dengan adanya benjolan yang 
bisa digerakkan di daerah 
payudara. Pada stadium le-
bih lanjut benjolan tersebut 
membesar dan terfiksasi tidak 
bisa digerakkan. Disusul per-
mukaan payudara menjadi 
seperti kulit jeruk serta pada 
stadium akhir ditandai dengan 
keluarnya cairan atau darah 
dari puting susu. 

Pada 2020, jumlah kasus 
baru kanker payudara men-
capai 68.858 kasus atau sekitar 
16,6% dari total 396.914 kasus 
baru kanker di Indonesia, 

dengan jumlah kematian men-
capai 22.000. Dari kasus yang 
terdeteksi, 70% sudah dalam 
stadium lanjut. Tingginya ang-
ka kanker payudara di Indone-
sia tentunya menjadi perhatian 
khusus pemerintah melalui 
3 pilar Strategi Nasional Pe-
nanggulangan Kanker Payu-
dara Indonesia. Tiga pilar itu 
meliputi promosi kesehatan, 
deteksi dini, dan tatalaksana 
kasus. Strategi ini tentunya 
juga dapat diterapkan untuk 
jenis kanker yang lain. 

Program tersebut memiliki 
target deteksi dini kanker 
payudara sebesar 80% pe-
rempuan berusia 30-50 tahun, 
diagnosis 40% kasus stadium 
1 dan 2, serta 90 hari pengo-
batan. *** Penulis: Dokter Spesi-
alis dan Konsultan Anestesiologi, 
Inisiator Terapi Plasma Konvale-
sen di Indonesia (Sumber:Media 
Indonesia).
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Momentum Kemerdekaan, Program MBG 
Perkuat Langkah Pemerintah Perangi Stunting

SETIAP peringatan Hari Ulang Tahun Repu-
blik Indonesia selalu menjadi momentum untuk 
merefleksikan makna kemerdekaan yang semakin 
luas. Di era pembangunan saat ini, kemerdekaan 
tidak lagi hanya dimaknai sebagai terbebas dari 
penjajahan, tetapi juga sebagai kemampuan bang-
sa melepaskan diri dari berbagai persoalan yang 
menghambat kualitas sumber daya manusia. 

SALAH satu tantan-
gan terbesar yang 
masih dihadapi 
Indonesia adalah 

stunting, yang berdampak 
terhadap pertumbuhan fisik, 
perkembangan otak, kualitas 
pendidikan, hingga produk-
tivitas generasi mendatang.

Dalam konteks tersebut, 
Program Makan Bergizi Gratis 
(MBG) menjadi salah satu in-
strumen strategis pemerintah 
untuk memperkuat perang 
melawan stunting. Program 
ini tidak hanya menyediakan 
makanan bergizi bagi peserta 
didik dan kelompok rentan, 
tetapi juga dirancang sebagai 
intervensi gizi yang lebih 
terarah dengan menyasar wi-
layah-wilayah yang memiliki 
angka stunting tinggi.

Komitmen pemerintah se-
makin dipertegas melalui ke-
putusan menjadikan daerah 
dengan prevalensi stunting 
tertinggi sebagai prioritas per-
cepatan pelaksanaan Program 
MBG. Kepala Badan Gizi 
Nasional (BGN), Sudaryono, 
menjelaskan bahwa peme-
rintah telah menggunakan 
data Kementerian Kesehatan 
untuk memetakan daer-
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diharapkan mampu mem-
percepat penurunan angka 
stunting sekaligus memper-
sempit kesenjangan layanan 
gizi antardaerah.

Namun pemerintah menya-
dari bahwa keberhasilan pe-
rang melawan stunting tidak 
cukup hanya dengan menye-
diakan makanan bergizi. Oleh 
karena itu, pelaksanaan MBG 
juga dibarengi dengan sistem 
pemantauan yang komprehen-
sif agar setiap intervensi dapat 
diukur hasilnya secara objektif.

Menteri Kesehatan Budi 
Gunadi Sadikin menjelaskan 
bahwa Kementerian Kese-
hatan bersama Badan Gizi Na-
sional tengah menyempurna-
kan sasaran penerima manfaat 
dengan melibatkan para ahli 
gizi. Penyempurnaan tersebut 
mencakup penentuan sekolah 
penerima manfaat, kelompok 
usia, lokasi prioritas, hingga 
ibu hamil dan balita yang me-
merlukan perhatian khusus.

Pendekatan yang lebih spe-
sifik ini diharapkan mampu 
menghasilkan intervensi yang 
lebih efektif karena kebutuhan 
gizi setiap kelompok masya-
rakat memiliki karakteristik 
yang berbeda. Pemerintah 
juga menargetkan pembukaan 
SPPG di daerah prioritas sebe-
lum awal Agustus 2026 agar 
masyarakat yang membutuh-
kan dapat segera memperoleh 
manfaat Program MBG.

Selain memperluas jang-
kauan layanan, pemerintah 
juga membangun sistem 
evaluasi yang terintegrasi. 
Seluruh anak yang menga-
lami stunting telah terdata 
berdasarkan nama, alamat, 
dan nomor identitas sehingga 
perkembangan status gizinya 

dapat dipantau secara berkala 
setelah memperoleh manfaat 
Program MBG. Pemantauan 
dilakukan melalui penim-
bangan rutin di posyandu, 
sehingga pemerintah dapat 
mengetahui secara langsung 
apakah berat badan anak 
mengalami peningkatan se-
suai target.

Apabila hasil  evaluasi 
menunjukkan perkemban-
gan yang belum optimal, 
komposisi menu dapat segera 
disesuaikan. Menurut Kemen-
terian Kesehatan, kebutuhan 
anak stunting tidak hanya 
bergantung pada kecukupan 
kalori, tetapi juga harus di-
penuhi melalui asupan pro-
tein hewani dan zat gizi yang 
sesuai dengan kondisi ma-
sing-masing anak.

Pemantauan tersebut juga 
akan diperkuat melalui Unit 
Kesehatan Sekolah (UKS) 
yang terintegrasi dengan Pro-
gram Cek Kesehatan Gratis 
(CKG). Pemerintah bahkan 
mengupayakan agar peme-
riksaan kesehatan peserta 
didik dapat dilakukan lebih 
dari satu kali setiap tahun 
sehingga hasil evaluasi dapat 
menjadi umpan balik yang 
cepat bagi penyempurnaan 
pelaksanaan MBG.

Di sisi lain, Program MBG 
juga dirancang memberikan 
manfaat ekonomi yang le-
bih luas. Menteri Koordina-
tor Bidang Pangan Zulkifli 
Hasan menjelaskan bahwa 
kebutuhan bahan pangan 
bagi SPPG dipenuhi melal-
ui koperasi desa, koperasi 
nelayan, Badan Usaha Milik 
Desa (BUMDes), serta pelaku 
usaha lokal. Dengan pola 
tersebut, peningkatan kuali-

tas gizi masyarakat berjalan 
beriringan dengan penguatan 
ekonomi desa.

Menurut Zulkifli Hasan, pe-
merintah sengaja membangun 
rantai pasok yang melibatkan 
petani, nelayan, peternak, 
dan UMKM agar manfaat 
Program MBG tidak berhenti 
pada aspek kesehatan, tetapi 
juga menciptakan pusat-pusat 
pertumbuhan ekonomi baru 
di berbagai daerah. Integrasi 
dengan Koperasi Desa Merah 
Putih diharapkan mampu 
menghadirkan kepastian pa-
sar bagi hasil produksi masy-
arakat sekaligus memperkuat 
ketahanan pangan nasional.

Semangat perang melawan 
stunting merupakan bagian 
dari makna kemerdekaan itu 
sendiri. Bangsa yang mer-
deka adalah bangsa yang 
mampu memastikan setiap 
anak memperoleh hak untuk 
tumbuh sehat, mendapatkan 
asupan gizi yang cukup, serta 
berkembang secara optimal 
tanpa terhambat masalah 
kekurangan gizi.

Melalui percepatan Pro-
gram Makan Bergizi Gra-
tis, penguatan layanan gizi 
di daerah prioritas, sistem 
pemantauan berbasis data, 
serta pemberdayaan ekonomi 
lokal, pemerintah berupaya 
membangun fondasi sumber 
daya manusia yang unggul. 
Di momentum Kemerdekaan 
RI, langkah tersebut men-
jadi bukti bahwa perjuan-
gan bangsa kini tidak hanya 
mempertahankan kedaulatan, 
tetapi juga memerdekakan ge-
nerasi Indonesia dari stunting 
sebagai investasi menuju In-
donesia Emas 2045. Pemerhati 
Ketahanan Pangan dan Gizi

ah-daerah yang membutuh-
kan penanganan gizi secara 
cepat. Berdasarkan pemetaan 
tersebut, Badan Gizi Nasional 
memprioritaskan percepatan 
operasional Satuan Pelayanan 
Pemenuhan Gizi (SPPG) atau 
dapur MBG di wilayah-wilay-
ah yang paling membutuhkan 
intervensi.

Menurut Sudaryono, se-
jumlah daerah seperti Papua, 
Nusa Tenggara Timur, dan 
beberapa wilayah di Sumatera 
menjadi fokus utama karena 
masih memiliki tingkat kera-
wanan gizi yang relatif tinggi. 
Pemerintah juga telah menco-
cokkan lokasi-lokasi prioritas 
tersebut dengan kesiapan da-
pur MBG yang sudah diban-
gun sehingga pelayanan dapat 
segera dijalankan tanpa harus 
menunggu pembangunan 
infrastruktur baru.

Pendekatan tersebut men-
unjukkan bahwa pemerintah 
mengedepankan kebijakan 
berbasis data (evidence-based 
policy) sehingga intervensi 
dilakukan secara tepat sasa-
ran. Dengan memfokuskan 
sumber daya pada wilayah 
yang paling membutuhkan, 
efektivitas Program MBG 

Jembatan yang 
Menyatukan 

Harapan
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INISIATIF ini lahir 
dar i  kepr ihat inan 
mendalam atas dina-
mika politik nasional 

dan penyelenggaraan negara 
yang dinilai kian jauh melen-
ceng dari rel sistem presiden-
sial. Dalam rasionalisasinya, 
Feri menegaskan bahwa ge-
rakan ini diikhtiarkan sebagai 
sarana kontrol sosial agar 
Presiden Prabowo Subianto 
bekerja lebih serius, terukur, 
dan tetap berpijak pada ko-
ridor konstitusi.

Gagasan menghadirkan 
Kabinet Bayangan tentu me-
narik dalam diskursus kebe-
basan berpendapat. Namun, 
jika dibedah secara kacamata 
hukum tata negara, kebe-
radaan wadah semacam ini 
sebenarnya tidak memiliki 
landasan konstitusional dalam 
ketatanegaraan Indonesia. 
Kendati tidak ada larangan 
hukum yang melarang masya-
rakat sipil membuat kelompok 
penyeimbang, penerapan 
istilah dan mekanisme Ka-
binet Bayangan membentur 
batas-batas teoritis dari sistem 
pemerintahan yang dianut 
Republik ini.

Membedah Konstruksi Presiden-
sial dan Parlementer

Untuk memahami Kabinet 
Bayangan supaya terasa tidak 

LANGKAH aktivis hukum tata negara Feri 
Amsari bersama 15 pakar yang mendeklarasi-
kan pembentukan Kabinet Bayangan menyedot 
perhatian publik. 

asing sekaligus canggung di 
Indonesia, kita perlu merujuk 
pada teori dasar struktur ke-
tatanegaraan.

Konsep Shadow Cabinet 
secara murni tumbuh dan 
berakar dalam tradisi sistem 
parlementer, khususnya mo-
del Westminster seperti di 
Britania Raya atau Australia. 
Dalam sistem parlementer, 
eksekutif lahir dari legislatif. 
Pemerintahan dibentuk oleh 
partai atau koalisi mayoritas 
di parlemen.

Sementara oposisi lahir dari 
kekuatan politik kedua dan 
terinstitusionalisasi. Partai 
terbesar kedua secara resmi 
membentuk oposisi (Her Ma-
jesty’s Loyal Opposition) leng-
kap dengan jajaran menteri 
bayangan (shadow ministers). 
Setiap menteri bayangan ber-
tugas mengawasi, mengkritisi, 
dan menyajikan kebijakan 
alternatif secara langsung ter-
hadap menteri yang menjabat. 
Jika pemerintahan jatuh melal-
ui mosi tidak percaya, Kabinet 
Bayangan siap mengambil alih 
kemudi pemerintahan tanpa 
kekosongan kekuasaan.

Sebal iknya,  UUD NRI 
Tahun 1945 secara tegas meng-
gariskan bahwa Indonesia 
menganut sistem presidensial. 

Dalam sistem presidensial, 
Presiden memegang kekua-

saan pemerintahan sekaligus 
kepala Negara (head of state 
sekaligus head of government) 
dengan legitimasi mandi-
ri yang diperoleh langsung 
dari rakyat melalui pemilihan 
umum. Presiden selaku kepala 
pemerintahan tidak lahir dari 
mekanisme parlemen.

Menurut Pasal 17 UUD NRI 
1945, menteri-menteri diang-
kat dan diberhentikan oleh 
Presiden, serta bertanggung 
jawab sepenuhnya kepada 
Presiden, bukan kepada par-
lemen. Penyusunan kabinet 
merupakan hak prerogatif 
presiden.

Selanjutnya, fungsi penga-
wasan dalam sistem presiden-
sial dijalankan oleh lembaga 
legislatif (DPR) melalui hak 
interpelasi, hak angket, dan 
hak menyatakan pendapat, 
serta ditopang oleh penga-
wasan kritis dari masyarakat 
sipil (civil society).

Dalam sistem presidensial, 
tidak ada kelembagaan oposisi 
formal di luar parlemen yang 
memposisikan diri sebagai 
“pemerintah tandingan”. Oleh 
karena itu, Kabinet Bayangan 
di Indonesia lebih tepat dimak-
nai sebagai gerakan simbolis 
masyarakat sipil ketimbang 
pranata hukum tata negara.

Jebakan Idealisme dan Realitas 
Tata Kelola Negara

Terlepas dari dinamika kon-
sepsional tersebut, kehadiran 
gerakan penyeimbang seperti 
yang diusung Feri Amsari dan 
kawan-kawan patut diapresi-
asi sebagai bentuk kebebasan 
berpendapat dan kepedulian 
pada bangsa dan negara. Ge-
rakan ini seharusnya menjadi 

momentum untuk melakukan 
refleksi yang lebih luas atas 
penyelenggaraan negara. Me-
ski demikian, para pengkritik 
hari ini patut belajar secara 
jujur dari jejak sejarah para 
aktivis, pengamat, dan kelom-
pok penyeimbang terdahulu 
di tanah air.

Sejak republik ini berdiri, 
lembaran sejarah mencatat 
betapa lantangnya suara ke-
lompok oposisi dan gera-
kan kritis tatkala berada di 
luar lingkaran kekuasaan. 
Namun, sejarah pula yang 
memperlihatkan kenyataan 
unik: ketika sebagian dari me-
reka mendapatkan panggung, 
masuk ke dalam sistem pe-
merintahan, dan memperoleh 
mandat resmi, kinerja yang 
ditunjukkan kerap kali tidak 
sepenuhnya sesuai dengan 
ekspektasi publik yang pernah 
digantungkan setinggi langit.

Mengapa fenomena historis 
ini terus berulang? Pertama, 
dipengaruhi pola pikir di luar 
sistem. Selama berada di luar 
sistem, cara berpikir kerap 
terjebak pada dorongan untuk 
sekadar tampil berbeda dari 
pemerintah (opposition for 
opposition’s sake). Titik tekan 
pengawasan sering kali ber-
pusat pada prinsip subjektif 
yang diyakini secara personal 
atau kelompok, ketimbang 
membedah problem riil yang 
mendesak bagi rakyat.

Kedua, karena indikator 
kinerja yang keliru. Pengkritik 
sering kali mengukur capai-
an dan keberhasilan negara 
bukan berdasarkan kerangka 
kerja teknis-sistematis, seperti 
Rencana Pembangunan Jang-
ka Menengah Nasional (RP-

Kabinet Bayangan; Belajar dari Pengkritik Terdahulu
JMN), ketersediaan anggaran, 
serta kompleksitas birokrasi.  
Penilaian sering berdasarkan 
tolok ukur idealisme yang 
diformulasikan oleh pemi-
kirannya sendiri.

Ketika berhadapan langs-
ung dengan kenyataan tata 
kelola negara, dialektika te-
ori dan retorika mendadak 
membentur tembok realitas 
yang keras. Mengelola negara 
berpenduduk ratusan juta jiwa 
dengan keberagaman yang 
amat kompleks tidak cukup 
diselesaikan dengan narasi 
normatif atau jargon kepri-
hatinan semata. Tak perlu 
kita sebutkan satu per satu 
nama aktivis, kritikus, atau 
pengamat yang pada akhirnya 
tampak kehilangan taji dan 
pragmatis begitu mencicipi 
kursi kekuasaan.

Bergerak di Atas Realitas
Catatan kritis ini sama sekali 

bukan bentuk pesimisme ter-
hadap daya kritis aktivis atau 
kelompok masyarakat sipil. 
Bangsa ini akan rapuh jika 
kehilangan suara-suara jernih 
yang berani mengingatkan 
penguasa. Kehadiran ruang 
pengawasan yang kritis akan 
selalu menjadi benteng penting 
bagi kesehatan demokrasi kita.

Namun, pengingat ini pen-
ting agar tradisi kritik di Indo-
nesia tumbuh semakin matang, 
substantif, dan membumi. 
Mengelola dan mengawal 
negara adalah kerja peradaban 
yang menuntut pemahaman 
mendalam atas mekanisme 
birokrasi, hukum administrasi, 
dan kepemimpinan riil. Penulis 
adalah Wartawan Trimedia Grup, 
Sekretaris PWI Sulteng
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SULTENG RAYA – Di tengah 
maraknya gadai ilegal di Sulteng 
khusunya Kota Palu, Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK) Sulawesi Tengah 
mengajak masyarakat untuk meng-
gunakan layanan gadai yang telah 
memiliki izin resmi alias legal. 

Langkah ini dinilai penting untuk 
melindungi masyarakat dari ber-
bagai risiko yang ditimbulkan oleh 
praktik gadai ilegal.

Kepala OJK Sulteng, Bonny Har-
di Putra, mengatakan perusahaan 
gadai ilegal tidak memiliki jaminan 
perlindungan bagi konsumen. Aki-
batnya, barang yang digadaikan 
berpotensi tidak kembali atau 
menimbulkan persoalan hukum 
lainnya.

”Gadai ilegal menghadirkan ba-
nyak potensi risiko. Dari sisi nasa-
bah, tidak ada jaminan barang yang 
digadaikan akan kembali. Berbeda 
dengan gadai legal yang memiliki 
aturan jelas untuk menjaga barang 
titipan nasabah,” ujar Bonny kepada 
awak media, Senin (3/8/2026).

Ia menjelaskan, perusahaan gadai 
yang berizin memiliki tim penaksir 
untuk menentukan nilai barang 
secara profesional serta berada di 
bawah pengawasan OJK. Dengan 
demikian, masyarakat juga memi-
liki akses perlindungan konsumen 
apabila terjadi sengketa.

”Kalau ada permasalahan dengan 
perusahaan gadai yang legal, masy-
arakat bisa langsung melapor ke 
OJK karena kami mengawasi sektor 
tersebut,” katanya.

Bonny menambahkan, berdasar-
kan Undang-Undang Nomor 4 
Tahun 2023 tentang Pengembangan 
dan Penguatan Sektor Keuangan 
(UU P2SK), seluruh usaha perga-
daian wajib terdaftar. Ketentuan 
tersebut mulai berlaku sejak Januari 
2026 sehingga perusahaan gadai 
ilegal tidak lagi diperkenankan 
beroperasi.

Ia juga mendorong masyarakat 
untuk tidak ragu melaporkan ak-
tivitas gadai ilegal kepada Aparat 
Penegak Hukum (APH) yang ter-
gabung dalam Satgas PASTI.

”Kami berharap masyarakat 
jangan sungkan mengadu kepada 
APH. Mari kita galakkan literasi ke-
pada masyarakat agar mengguna-
kan produk-produk pembiayaan 
yang legal,” ujarnya.

Selain merugikan konsumen, 
Bonny mengingatkan perusahaan 
gadai ilegal juga berpotensi terjerat 
persoalan pidana apabila menerima 
barang hasil tindak kejahatan.

”Kalau mereka menerima barang 
yang ternyata hasil curian, mereka bisa 
dianggap sebagai penadah. Itu tentu 
tidak boleh terjadi,” tegasnya. RHT

FOTO bersama pada kegiatan Cooking Class PT Forisa Nusapersada di SMKN 1 Palu di Jalan Kartini, Kota Palu, Selasa (4/8/2026). 
FOTO: RAHMAT KURNIAWAN

SULTENG RAYA – Men-
golah dessert kekinian tak 
selalu membutuhkan modal 
besar. Hal itu dibuktikan 
dalam kegiatan Cooking 
Class “Kreasi  Pudding 
Nutrijell” yang digelar PT 
Forisa Nusapersada bers-
ama peserta didik Jurusan 
Kuliner SMKN 1 Palu di 

Jalan Kartini, Kota Palu, 
Selasa (4/8/2026).

Dalam kelas memasak terse-
but, para peserta didik mem-
praktikkan pembuatan puding 
susu melon strawberry with 
cream cheese, sebuah menu 
dessert yang menggunakan 
bahan utama produk-produk 
PT Forisa Nusapersada.

Dengan bimbingan Koor-
dinator Tim Demo Promosi 
Dessert PT Forisa Nusa-
persada, Andi Indah Lestari 
beserta tim yaitu Nabila, 
Mega dan Adit, para peserta 
terlihat antusias mengolah 
setiap bahan hingga menja-
di sajian yang menarik dan 
bernilai jual.

menginspirasi siswa agar 
lebih kreatif dalam mengem-
bangkan produk kuliner.

”Tujuan utamanya tentu 
promosi. Tetapi kami juga 
ingin peserta didik bisa 
berkreasi melalui resep yang 
kami bagikan. Harapannya 
ini menjadi referensi untuk 
praktik di sekolah sekaligus 
ide usaha,” ujarnya.

Ia menjelaskan, seluruh 
bahan yang digunakan 
dalam pembuatan dessert 
tersebut berasal dari pro-
duk PT Forisa Nusapersada 
sehingga mudah diperoleh 
masyarakat.

Menurut Indah, SMKN 1 
Palu dipilih karena memiliki 
jurusan kuliner yang diken-
al berprestasi dan kreatif. 
Namun, program serupa ti-
dak akan berhenti di sekolah 
tersebut.

”Kami memang membuat 
event seperti ini dengan 
menyasar sekolah yang me-
miliki jurusan tata boga. 
SMKN 1 Palu menjadi salah 
satunya. Ke depan kami 

juga akan mengunjungi 
sekolah-sekolah lain yang 
memiliki jurusan serupa,” 
katanya.

Selain menggelar cooking 
class, PT Forisa Nusapersa-
da juga membuka layanan 
pendampingan untuk ber-
bagai kegiatan masyarakat 
seperti hajatan maupun 
ulang tahun secara gratis 
melalui kantor perwaki-
lan mereka di Jalan Khairil 
Anwar atau melalui nomor 
kontak (081242160537 / 
085922440387)

Melalui program ini, PT 
Forisa Nusapersada mene-
gaskan komitmennya men-
dukung pertumbuhan eko-
nomi kreatif dengan men-
dorong lahirnya wirausaha 
baru di bidang kuliner. Pe-
serta tidak hanya belajar te-
knik dasar memasak, tetapi 
juga dibekali keterampilan 
mengolah produk yang me-
miliki nilai jual.

Sementara itu, Ketua Pro-
gram Kuliner SMKN 1 Palu, 
Hj. Surajida, S.Pd., M.Pd., 

mengapresiasi kolaborasi 
tersebut. Menurutnya, siner-
gi antara dunia pendidikan 
dan industri memberikan 
pengalaman belajar yang le-
bih nyata bagi peserta didik.

”Jurusan kuliner memang 
fokus pada pembelajaran 
memasak. Namun dengan 
adanya sinergi seperti ini, 
anak-anak mendapatkan 
pengalaman baru yang me-
narik,” katanya.

Ia berharap kerja sama 
antara SMKN 1 Palu dan PT 
Forisa Nusapersada dapat 
terus berlanjut sehingga 
siswa memiliki lebih banyak 
kesempatan belajar langs-
ung dari dunia industri. 
Bahkan jika memungkinkan, 
perlu ada MoU.

”Kami berharap ada ke-
berlanjutan sinergi antara 
sekolah dengan PT Forisa 
Nusapersada agar hubun-
gan ini semakin erat dan 
kegiatan seperti ini bisa 
terus dijadwalkan bersama 
jurusan kuliner di sini,” 
pungkasnya. RHT

SULTENG RAYA - Wali 
Kota Palu, Hadianto Rasyid, 
memimpin langsung rapat 
terkait kebijakan penyaluran 
bahan bakar minyak (BBM) 
jenis solar bersubsidi di wi-
layah Kota Palu di Rumah 
Jabatan Wali Kota Palu, 
Senin (3/8/2026).

Rapat tersebut dihadiri 
oleh sejumlah pihak terkait, 
di antaranya perwakilan 
Pertamina, Hiswana Migas, 
Bank BTN, Dinas Perhu-
bungan Kota Palu, serta 
instansi lainnya yang terli-
bat dalam pengelolaan dan 
pengawasan distribusi BBM 
bersubsidi.

Pertemuan ini membahas 
upaya optimalisasi penyalu-
ran solar bersubsidi melalui 
penerapan sistem Quick 
Response (QR) yang dikem-
bangkan oleh Bank BTN. 

Sistem tersebut mendapat 
dukungan penuh dari Perta-
mina dan Hiswana Migas se-
bagai langkah memperkuat 
pengawasan distribusi BBM 
bersubsidi di Kota Palu.

Dalam pembahasannya 
disepakati bahwa QR yang 
diterbitkan Pemerintah Kota 
Palu akan menjadi lapisan 
penyaringan tambahan, me-
lengkapi sistem QR Subsidi 
Tepat yang telah diterapkan 
Pertamina. 

Dengan demikian, proses 
penyaluran solar bersubsidi 
diharapkan semakin tepat 
sasaran dan hanya dinik-
mati oleh masyarakat yang 
benar-benar berhak.

Melalui kebijakan terse-
but, setiap pemilik kenda-
raan yang menggunakan 
solar bersubsidi diwajibkan 
melakukan pendaftaran me-
lalui Pemkot Palu dengan 
melengkapi data identitas 
serta data kendaraan. 

Data tersebut nantinya 
akan menjadi dasar verifikasi 
sebelum kendaraan mem-
peroleh QR dari Pemkot Palu.

Sementara itu, untuk 
kendaraan pengguna solar 
bersubsidi yang melintas 
di Kota Palu namun berasal 
dari luar daerah, mekanisme 
pelayanannya masih akan 
dibahas lebih lanjut secara 
teknis bersama Pertamina, 
Hiswana Migas, serta pi-
hak-pihak terkait agar tidak 
menghambat kebutuhan 
masyarakat maupun aktivi-
tas distribusi logistik.

Wal i  Kota  Hadianto 
Rasyid menegaskan bah-
wa kebijakan ini tidak ha-
nya bertujuan memastikan 
subsidi energi tersalurkan 
secara tepat sasaran, tetapi 
juga menjadi bagian dari 
penataan kawasan sekitar 
stasiun pengisian bahan 
bakar umum (SPBU).

Menurut Hadianto, an-
trean panjang kendaraan 
yang selama ini memanfaat-
kan bahu jalan untuk men-
unggu pengisian solar ber-
subsidi kerap menimbulkan 
kemacetan, mengganggu 
ketertiban lalu lintas, serta 
mempercepat kerusakan 
infrastruktur jalan.

OJK Sulteng Ajak 
Masyarakat 

Gunakan Produk 
Gadai Legal

Karena itu, penerapan 
sistem QR tambahan oleh 
Pemerintah Kota Palu di-
harapkan mampu mengu-
rangi antrean kendaraan, 
menertibkan penggunaan 
bahu jalan, sekaligus men-
ciptakan sistem distribusi 
solar bersubsidi yang le-
bih tertib, transparan, dan 
akuntabel.

Pemkot Palu bersama 
seluruh pemangku kepen-
tingan berkomitmen untuk 
segera mematangkan aspek 
teknis pelaksanaan kebija-
kan tersebut agar dapat 
diterapkan secara efektif 
dan memberikan manfaat 
bagi masyarakat serta men-
dukung kelancaran aktivitas 
transportasi di Kota Palu. RHT

Pemkot Palu Memanfaatkan 
QRIS BTN Perkuat Pengawasan 

Distribusi BBM Solar Subsidi

SUASANA rapat terkait kebijakan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi di wilayah Kota Palu di Rumah Jabatan 
Wali Kota Palu, Senin (3/8/2026). FOTO: HUMAS PEMKOT PALU

MODAL MURAH, PELUANG CUAN BESAR! 

Forisa Ajak Siswa SMKN 1 Palu 
Belajar Bikin Dessert Kekinian

KEPALA OJK Sulteng, Bonny Hardi Putra. FOTO: RAHMAT KURNIAWAN

Indah mengatakan, ke-
giatan tersebut merupakan 
bagian dari promosi pe-
rusahaan sekaligus upaya 
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Kegiatan ini untuk me-
nindaklanjuti Instruksi Ka-
polres Morowali AKBP 
Reza Khomeini S.I.K ten-
tang pelaksanaan pembi-
naan keselamatan berlalu 
lintas.

“Ini adalah program 
K a m s e l t i b c a r l a n t a s 
(Keamanan, Keselamatan, 
Ketertiban, dan Kelancaran 
Lalu Lintas) Polres Moro-
wali Tahun 2026,” ujarnya. 

Ia mengatakan Polantas 
melaksanakan kegiatan 
penyuluhan dan pemba-
caan pesan keselamatan 
lalu lintas secara langsung 
kepada siswa-siswi SMA 
Negeri 2 Bungku. 

Seperti menanamkan 
kesadaran disiplin dan bu-
daya tertib berlalu lintas 
sejak dini.

Memberikan pemaha-

man tentang risiko dan 
bahaya pelanggaran lalu 
lintas.

“Kami juga Membentuk 
pelajar yang menjadi pe-
lopor keselamatan di jalan 
raya, demi mencegah terja-
dinya kecelakaan yang me-
rugikan diri sendiri maupun 
orang lain,” jelasnya.

Polantas menjelaskan 
pengertian tentang safety 
riding yang merupakan 
prinsip berkendara aman, 
yang mengutamakan ke-
selamatan, kewaspadaan, 
dan juga tanggung jawab 
pengemudi dalam mengen-
dalikan kendaraan. Secara 
umum konsep ini menca-
kup cara mengemudi, sikap 
di jalan, hingga kesiapan fi-
sik dan mental pengemudi.

“Kami juga menjelaskan 
urgensi keselamatan lalu 

lintas khususnya bagi ka-
langan pelajar. Menyam-
paikan data singkat kasus 
kecelakaan yang melibat-
kan pelajar di wilayah Mo-
rowali,”ungkapnya.

Iptu Ni Nyoman Sukreni 
mengimbau kepada para 
pelajar di Kabupaten Mo-
rowali dapat bekerja sama 
mewujudkan jalan raya 
yang aman dan tertib. 

Hormati pengguna jalan 
lain, patuhi rambu-rambu, 
lengkapi surat kendaraan, 
selalu gunakan helm stan-
dar SNI, jangan ugal-uga-
lan, dan hindari penggun-
aan kendaraan bermotor 
sebelum cukup umur dan 
memiliki SIM.

“Keselamatan adalah hak 
kita semua, dan dimulai 
dari diri kita sendiri,” tu-
tupnya. VAN

Rapat yang dipimpin 
Ketua Panitia Nimrod Tan-
di, turut dihadiri Sekda 
Morut Musda Guntur, Wa-
kapolres Morut Kompol 
Charles B.N. Kasimar, pe-
jabat yang mewakili Kajari 
Morut, Danramil Petasia, 
para Kepala Dinas/Badan, 
dan semua unsur panitia 
pelaksana.

Dalam pengarahannya, 
Wabup Djira mengharap-
kan gar panitia tidak hanya 
terfokus mengurus perin-
gatan di ibukota kabupaten 
tapi juga sampai tingkat 
kecamatan dan desa.

“Jangan hanya di ibuko-
ta kabupaten yang ramai 
tapi desa sepi. Semuanya 
harus merasakan suasa-
na HUT Kemerdekaan 
baik dalam bentuk upacara 
maupun kegiatan lainnya,” 
ujarnya.

Makna kemerdekaan 

tidak boleh berhenti pada 
perayaan di tingkat ka-
bupaten, tetapi juga harus 
dihidupkan sampai ke 
pelosok desa melalui kegi-
atan nyata.

Kegiatan nyata terse-
but bukan hanya melalui 
simbol seperti pengibaran 
bendera, tetapi juga aksi 
positif seperti kerja bakti 
atau bakti sosial secara se-
rentak di berbagai wilayah.

“Kegiatan seperti ini 
sekaligus sebagai sarana 
untuk menumbuhkan na-
sionalisme, rasa kekelu-
argaan, dan kebersamaan 
di tengah masyarakat,” 
tambah Wabup.

Beberapa bentuk kegi-
atan yang disebutkan me-
liputi doa bersama di ru-
mah ibadah baik di masjid 
maupun gereja, kerja bakti, 
kebersihan lingkungan, 
kebersihan sanitasi, dan 

bakti sosial.
Sementara i tu,  Sek-

da Morut Musda Gun-
tur, mengharapkan agar 
peringatan detik-detik 
proklamasi yang sakral ini 
benar-benar berlangsung 
khidmat, tertib dan aman.

Menurutnya, peringatan 
HUT Kemerdekaan RI ini 
sangat penting untuk men-
genang pengorbanan para 
pahlawan bangsa. 

Pada kesempatan ter-
sebut, Sekretaris Panitia 
Peringatan HUT Kemerde-
kaan RI ke-81 Tingkat Ka-
bupaten Morowali Utara, 
Muh. Ridho Hamzah,  me-
maparkan berbagai persia-
pan yang telah dilakukan.

Selain itu, ia juga mengu-
raikan teknis pelaksanaan 
upacara detik-detik prokla-
masi yang akan berlangs-
ung di pelataran kantor 
Bupati Morut. VAN

ekspedisi spesial untuk 
membuktikan kemampuan 
dan ketangguhan GEAR 
ULTIMA untuk melintas di 
tanah Sulawesi tetapi juga 
sekaligus untuk memper-
kenalkan panorama alam 
Tanah Celebes yang layak 
jadi destinasi petualangan 
bareng GEAR ULTIMA.

“Aktivitas GEAR ULTI-
MATE RIDE Celebes Ex-
pedition ini kami adakan 
secara spesial di pulau Sula-
wesi karena selain mengin-
gat keberagaman karakter 
jalannya yang cocok un-
tuk menguji ketangguhan 
GEAR ULTIMA, tetapi 
masih terdapat berbagai 
keindahan destinasi alam 
Sulawesi yang sangat me-
narik untuk bisa dijelajahi 
sehingga itu juga menjadi 
salah satu alasan mengapa 
kami memilih Sulawesi 
dan kami berharap melal-
ui aktivitas ini juga dapat 
memperkenalkan lebih jauh 
berbagai potensi wisata 
alam Indonesia yang sangat 
menawan dan GEAR UL-
TIMA selalu siap menjadi 
partner untuk menemani 
setiap perjalanan,” ujar Rif-
ki Maulana, Manager Public 
Relations, YRA & Commu-
nity, PT Yamaha Indone-
sia Motor Manufacturing 
(YIMM).

Selama kurang lebih 20 
hari perjalanan, para peser-
ta aktivitas ini menikmati 
beragam lanskap yang men-
jadi identitas utama Pulau 
Sulawesi dari sisi Selatan 
hingga ujung Utara.

Perjalanan diawali dari 
area Sulawesi Selatan yang 
sangat khas dan terkenal 
dengan perbukitan karst 
yang tinggi serta indah, 
kemudian menyusuri jalur 
pesisir di Sulawesi Tengah 
yang seakan tak berujung, 
hingga ditutup dengan har-
moni dari berbagai pano-
rama Sulawesi Utara yang 
sangat memanjakan mata.

Setiap area mengha-
dirkan pengalaman yang 

berbeda dan memori tak 
terlupakan, sekaligus mem-
perlihatkan bahwa Sulawesi 
menyimpan surga tersem-
bunyi yang tidak kalah me-
mikat dan semuanya dilibas 
dengan mudah oleh GEAR 
ULTIMA.

Lembang Rano & Lembah 
Ollon 

Perjalanan diawali menu-
ju Lembang Rano dan Lem-
bah Ollon merupakan dua 
destinasi di kawasan Tana 
Toraja yang menawarkan 
hamparan padang rumput 
hijau, lembah yang luas, 
serta aliran sungai yang 
membelah kawasan terse-
but dengan latar perbukitan 
yang tentu saja sangat me-
manjakan mata.

 Untuk merasakan kein-
dahannya, perlu melintasi 
jalur yang didominasi jalan 
berbatuan dan permukaan 
yang tidak rata, tetapi ber-
kendara menggunakan 
GEAR ULTIMA yang sudah 
menggunakan mesin berte-
knologi Blue Core Hybrid 
125cc yang irit bertenaga, 
panorama alam yang tersaji 
sepanjang perjalanan men-
jadikan setiap kilometer dan 
rintangan terasa sepadan 
untuk dinikmati.

 Buntu Sarira 

Salah satu destinasi alam 
di Sulawesi Selatan khu-
susnya di area Toraja yang 
sedang viral saat ini adalah 
Buntu Sarira karena terken-
al dengan bentang batuan 
karstnya yang sangat tinggi 
dan besar.

 Jalur menuju destinasi ini 
dipenuhi dengan tanjakan 
dan tikungan tajam yang 
mengikuti kontur perbuki-
tan sehingga menghadirkan 
pengalaman berkendara 
yang berbeda sekaligus 
menyuguhkan pemandan-
gan kota Toraja dari berba-
gai sudut.

 Puncak Salena 

Tidak kalah menarik dari 
Sulawesi Selatan, Sulawesi 
Tengah juga memiliki desti-
nasi alam yang sangat co-
cok untuk dinikmati, yaitu 
panorama Puncak Salena 
yang menyuguhkan pe-
mandangan Teluk Palu dari 
ketinggian.

 Perpaduan antara laut 
biru, garis pantai, dan 
perbukitan hijau menjadi 
suguhan yang menemani 
perjalanan sebelum melan-
jutkan eksplorasi ke desti-
nasi berikutnya.

 Karakter jalur yang dido-
minasi jalan tanjakan dan 
tikungan tajam ini juga 
bukan menjadi ancaman 
besar bagi GEAR ULTIMA 
sehingga tetap memberikan 
rasa percaya diri walau har-
us menuju puncak.

 Pulau Sabang Tende 

Perjalanan di Sulawesi 
Tengah berlanjut menuju 
Pulau Sabang Tende, se-
buah pulau kecil dengan 
panorama laut yang masih 
alami di Kabupaten Tolitoli. 

Salah satu keunikan desti-
nasi ini adalah akses menu-
ju pulau yang dapat dilalui 
menggunakan sepeda mo-
tor saat kondisi air me-
mungkinkan, memberikan 
sensasi seolah membelah 
laut untuk mencapai da-
ratan di seberangnya. 

Pulau ini memiliki ham-
paran pasir putih yang 
halus dan air laut yang 
sangat jernih dan tenang 
sehingga dapat melihat 
langsung biota laut yang 
sangat menawan.

 Air Terjun Hulia Ilohuuwa 

Air terjun yang terletak di 
Kabupaten Bone Bolango, 
Gorontalo dan berada di 
tengah Kawasan hutan dan 
suasana yang masih asri ini 

memiliki keunikan aliran 
arus air setinggi 15 meter 
dan airnya masih sangat 
jernih.

Perjalanan menuju desti-
nasi wisata satu ini juga 
sangat seru dan cukup me-
nantang karena banyak 
jalan berlubang hingga bah-
kan perlu melintasi salah 
satu aliran sungai  kecil  
yang  cukup  deras  untuk  
bisa  sampai  ke  air  terjun  
tersebut.

 Danau Linow 

Sedangkan di provinsi 
Sulawesi Utara, pada saat 
perjalanan menuju Ma-
nado terdapat keindahan 
Danau Linow yang terkenal 
dengan fenomena warna 
airnya yang dapat berubah 
menjadi hijau, biru, atau 
kuning kecokelatan ka-
rena kadungan belerang-
nya dan pembiasan cahaya 
matahari, ditambah lagi 
dengan perpaduan udara 
sejuk, pepohonan hijau, 
dan panorama danau vulka-
nik menghadirkan suasana 
yang berbeda dari spot lain.

Seluruh rangkaian kein-
dahan alam Sulawesi Sela-
tan hingga Sulawesi Utara 
tersebut sukses dijelajahi 
oleh GEAR ULTIMA den-
gan bekal mesin Blue Core 
Hybrid 125cc yang irit dan 
bertenaga sehingga tidak 
jadi masalah walaupun 
bertemu berbagai rintangan 
seperti harus mengitari atau 
membelah gunung yang 
tentu saja punya tanjakan 
tinggi dan turunan curam, 
jalan tidak rata atau ber-
batuan, hingga tikungan 
tajam. 

Dengan total perjalanan 
kurang lebih 2.740 KM, kua-
litas rangkanya yang kokoh 
dan posisi berkendara yang 
ergonomis juga membuat 
motor tetap mudah dikend-
alikan ketika harus diterpa 
angin kencang sewaktu me-
lintas pesisir pantai dan te-
rutama di tengah lembah. *HJ

Sulawesi Selatan.
Penemuan bermula ketika 

warga yang berada di seki-
tar pesisir pantai melihat 
sesosok tubuh laki-laki yang 
terbawa arus ombak hingga 
terdampar di pantai. 

Kapolsek Bahodopi Iptu 
Ewaldo Tasmi,  S .Tr.K. 
mengatakan bahwa sete-
lah menerima laporan dari 
masyarakat, personel Polsek 
Bahodopi langsung bergerak 
menuju lokasi untuk me-

lakukan pengamanan dan 
penanganan awal Tempat 
Kejadian Perkara ( TKP ).

“Setelah menerima infor-
masi dari warga, personel 
kami langsung mendatangi 
tempat kejadian perkara, 
mengamankan lokasi, mela-
kukan olah TKP, Kemudian 
mengevakuasi jenazah ke 
Puskesmas Bahodopi guna 
menjalani pemeriksaan me-
dis (visum et repertum). Saat 
ini kami masih melakukan 

penyelidikan untuk men-
getahui secara pasti penye-
bab meninggalnya korban,” 
ujarnya, Selasa sore.

Kapolsek juga mengim-
bau masyarakat agar tetap 
tenang dan tidak menyebar-
kan informasi yang belum 
dapat dipastikan kebena-
rannya. 

Ia meminta apabila ada 
masyarakat yang menge-
tahui informasi yang berkai-
tan dengan korban maupun 

peristiwa tersebut agar se-
gera menyampaikan kepada 
pihak kepolisian.

“Kami mengajak seluruh 
masyarakat untuk mem-
percayakan penanganan 
kasus ini kepada kepolisian. 
Setiap informasi yang dapat 
membantu proses penye-
lidikan akan kami tindak 
lanjuti secara profesional 
sesuai dengan ketentuan 
hukum yang berlaku,” tu-
tupnya. VAN

Dexin Steel Indonesia (DSI). 
Selama dua hari, para 

peserta mendapatkan pem-
bekalan komprehensif men-
genai konsep dasar penang-
gulangan bencana, kajian 
risiko, penyusunan rencana 
aksi komunitas, hingga iden-
tifikasi potensi ancaman di 
wilayah mereka.

Supervisor Social, Health 
and Infrastructure CSR 
Department PT IMIP, Her-
lan Kward, menyatakan, 
peningkatan kapasitas 
masyarakat menjadi bagi-
an penting dari komitmen 
perusahaan mendukung 
keselamatan warga. 

Menurutnya, pesatnya 
pertumbuhan penduduk 
di Kecamatan Bahodopi 
menuntut adanya antisipasi 
terhadap potensi risiko 
yang semakin beragam.

“Kami berharap masyara-
kat tidak hanya memahami 
potensi bencana, tetapi juga 
mampu bertindak cepat dan 
tepat. Tanggap bencana 
adalah tanggung jawab kita 
bersama dan membutuhkan 
keterlibatan seluruh ele-
men,” ujar Herlan.

Ia menambahkan, pela-
tihan ini menjadi fondasi 
awal untuk membangun 
budaya kesiapsiagaan se-
kaligus memperkuat kola-
borasi antara masyarakat, 
pemerintah desa, relawan, 
dan perusahaan.

Materi pelatihan disam-
paikan oleh fasilitator ke-
bencanaan berpengalaman, 

Jeka Kusumajaya, yang 
telah mendampingi berba-
gai program pendidikan 
kebencanaan di Aceh, Si-
meulue, dan Nias. 

Jeka menegaskan, ke-
beradaan Tim DESTANA 
berfungsi strategis sebagai 
pelengkap sistem penang-
gulangan yang dijalankan 
Tagana atau Tim Reaksi Ce-
pat (TRC), terutama dalam 
melakukan respons awal di 
tingkat desa.

Jeka menyoroti bahwa 
masih banyak masyarakat 
yang belum memahami 
mitigasi bencana secara 
menyeluruh. Karena itu, 
pelatihan ini menjadi lang-
kah awal yang krusial agar 
warga mengerti prinsip 
dasar kebencanaan dan 
manfaat mitigasi, serta 
mampu menyusun renca-
na aksi sesuai kondisi desa 
masing-masing. 

Ia berharap pelatihan 
berjenjang dapat terus di-
lakukan, termasuk penye-
diaan peralatan dan latihan 
aplikatif.

Dalam sesi pelatihan, 
peserta dibekali pemaha-
man tentang tahapan pe-
nanggulangan, mulai dari 
prabencana, saat darurat, 
masa transisi, hingga pas-
cabencana.

Warga juga diberikan 
konsep mitigasi risiko, 
adaptasi terhadap situasi 
darurat, serta penguatan 
kapasitas masyarakat se-
bagai pilar utama pengu-

rangan risiko.
Albar B, seorang peserta 

dari Desa Bahodopi, me-
nilai pelatihan ini sangat 
penting bagi para rela-
wan agar tidak bertindak 
sembarangan dan mampu 
bertanggung jawab dalam 
membantu masyarakat. 

Dia menyebut, ilmu ini 
perlu diwariskan kepada 
generasi berikutnya men-
gingat bencana dapat terja-
di kapan saja.

Sementara itu, karyawan 
PT DSI, Ilham Setiawan, 
mengingatkan dampak 
bencana kerap diperparah 
oleh kepanikan, sehingga 
relawan harus mengede-
pankan sikap netral dalam 
pertolongan kemanusiaan.

“Kebakaran, banjir, dan 
gempa berpotensi tsunami 
adalah beberapa ancaman 
yang wajib diantisipasi di 
Bahodopi,” kata Ilham yang 
juga aktif sebagai relawan 
di Korps Sukarela PMI Ke-
camatan Bahodopi.

Melalui pelatihan ini, PT 
IMIP menegaskan komit-
men untuk terus mendu-
kung penguatan kapasitas 
masyarakat dalam meng-
hadapi potensi bencana.

Kolaborasi erat antara 
masyarakat, pemerintah, 
relawan, dan dunia usaha 
diyakini menjadi kunci 
utama dalam mencipta-
kan lingkungan yang lebih 
aman, tangguh, dan berke-
lanjutan bagi seluruh warga 
Bahodopi. WAN

potensi investasi di Sulawesi 
Tengah. 

Ia menilai daerah ini me-
miliki peluang besar untuk 
dikembangkan melalui 
kerja sama strategis.

“Kami melihat banyak 
peluang investasi yang 
dapat dikembangkan ber-
sama. Fokus kami antara 
lain pada sektor pertanian, 
energi, kelapa sawit, pe-
rikanan, pariwisata, serta 
mineral,” ungkap Dubes 
UEA.

Lebih lanjut, ia menyam-
paikan bahwa kedua pi-
hak telah sepakat untuk 
bergerak cepat melalui 
pembentukan tim bersama 

guna mempercepat realisa-
si investasi.

“Kami akan membentuk 
task force untuk fokus pada 
sektor-sektor prioritas. Ini 
penting agar peluang inve-
stasi dapat ditindaklanjuti 
secara konkret dan tera-
rah,” tegasnya.

Sebagai  langkah lan-
jutan, dalam waktu dekat 
akan dilakukan pertemuan 
lanjutan di Jakarta untuk 
mempresentasikan secara 
lebih rinci empat sektor 
utama yang menjadi fokus, 
yakni mineral, energi ter-
barukan, perkebunan ke-
lapa sawit, dan perikanan.

Gubernur juga menam-

bahkan bahwa Sulawesi 
Tengah tidak hanya me-
nawarkan potensi sumber 
daya alam, tetapi juga ke-
siapan dalam mendukung 
investasi, termasuk komit-
men terhadap pengemban-
gan energi terbarukan dan 
penyediaan infrastruktur 
pendukung.

“Kami terus mendorong 
transisi energi di kawasan 
industri serta menyiapkan 
berbagai kemudahan bagi 
investor. Ini bagian dari 
upaya kami menciptakan 
iklim investasi yang kon-
dusif,” jelasnya.

Selain itu, Pemerintah 
Provinsi Sulawesi Tengah 

juga menawarkan peluang 
investasi di sektor kese-
hatan, yakni pembangunan 
rumah sakit bertaraf in-
ternasional, guna menja-
wab kebutuhan layanan 
kesehatan berkualitas di 
kawasan Indonesia timur.

Pertemuan ini ditutup 
dengan kesepahaman un-
tuk memperkuat  ker ja 
sama yang saling mengun-
tungkan. 

Baik Gubernur maupun 
Dubes UEA optimistis, 
kolaborasi ini akan mem-
bawa dampak besar bagi 
pertumbuhan ekonomi dan 
pembangunan Sulawesi 
Tengah ke depan. * WAN

SULTENG RAYA - Pre-
siden  Iran  Masoud Pezes-
hkian  buka suara setelah 
dikabarkan bakal mundur di 
tengah perang dengan Ame-
rika Serikat dan Israel.

Pezeshkian segera mem-
bantah kabar tersebut dan 
mengatakan bahwa ia masih 
akan melanjutkan tugas se-
bagai kepala pemerintahan 
Iran.

“Jika saya akan men-
gundurkan diri, saya akan 
mengumumkannya secara 
terbuka. Saya tidak akan 
mengundurkan diri, dan 
saya akan melanjutkan per-
juangan,” kata Pezeshkian 
dalam pidato yang disiar-
kan televisi, yang sebagian 
isinya dirilis oleh kantor 
berita resmi IRNA,  dikutip 
dari Anadolu Agency.

Ia juga membantah klaim 
perselisihan dengan Pe-
mimpin Tertinggi Mojtaba 
Khamenei dan angkatan 
bersenjata, menekankan 
bahwa “kami bekerja dalam 
harmoni penuh.”

“Semua orang tahu bahwa 
jika ada perselisihan yang 
muncul, angkatan bersenjata 
akan berdiri bersama Kha-
menei,” kata Pezeshkian.

Media oposisi Iran sebe-
lumnya mengeklaim bahwa 
Pezeshkian telah mengajukan 
pengunduran dirinya kepada 
Khamenei beberapa kali, di-
kutip dari Anadolu Agency.

Iran terlibat perang den-
gan AS dan Israel sejak Fe-
bruari ketika Washington 
dan Tel Aviv melancar-
kan serangan gabungan 
terhadap Teheran. Iran 

membalas dengan serangan 
drone dan rudal terhadap 
negara-negara Teluk yang 
menampung aset AS.

AS dan Iran sepakat untuk 
gencatan senjata pada April 
dan kemudian menanda-
tangani nota kesepahaman 
yang dimediasi Pakistan 
pada bulan Juni yang ber-
tujuan untuk mengakhiri 
konflik militer mereka dan 

mencapai kesepakatan per-
damaian yang langgeng.

Namun, kesepakatan itu 
runtuh bulan lalu ketika 
kedua pihak saling menye-
rang selama hampir dua 
pekan sebelum Presiden 
AS Donald Trump tiba-tiba 
menghentikan pemboman 
di tengah laporan tentang 
pembicaraan untuk menye-
lesaikan konflik tersebut. CNN



SULTENG RAYA- Wali Kota Palu,  Hadian-
to Rasyid,  bersama sejumlah pihak terkait 
menyambut kedatangan Duta Besar Uni 
Emirat Arab (UEA) untuk Republik Indone-
sia, Abdulla Salem Aldhaheri, pada Senin 
(3/8/2026) di Kawasan Ekonomi Khusus 
(KEK) Palu.
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K u n j u n g a n  t e r s e b u t 
menjadi bagian dari pen-
jajakan awal terhadap ber-
bagai peluang investasi 
yang dimiliki Kota Palu, 
khususnya di  kawasan 
KEK Palu yang terus di-
persiapkan sebagai salah 
satu pusat pertumbuhan 
ekonomi di Indonesia ba-
gian tengah.

Dalam pertemuan terse-
but, dibahas potensi kerja 
sama investasi dari Uni 
Emirat Arab. Tahap yang 
dilakukan saat ini  ma-
sih berupa pengumpulan 
informasi awal sebagai 
bahan pertimbangan, se-
hingga apabila nantinya 
terdapat investor dari UEA 
yang berminat berinvestasi 
di Indonesia, Kota Palu 
dapat menjadi salah satu 
daerah tujuan yang direko-

mendasikan sesuai dengan 
kebutuhan dan kriteria 
investasi yang diinginkan.

Wal i  Kota  Hadianto 
Rasyid menyampaikan 
bahwa Pemerintah Kota 
Palu terus berkomitmen 
menciptakan iklim inves-
tasi yang kondusif melalui 
kemudahan perizinan, du-
kungan terhadap pengem-
bangan infrastruktur, serta 
sinergi yang kuat dengan 
pemerintah pusat maupun 
pengelola KEK Palu.

Dalam kesempatan ter-
sebut, Duta Besar Abdulla 
Salem Aldhaheri mem-
peroleh gambaran menge-
nai berbagai keunggulan 
strategis yang dimiliki 
Kota Palu. 

Salah satunya adalah 
posisi geografis Palu yang 
berada di kawasan tengah 

SULTENG RAYA-Pro-
gram Kuliah Kerja Nyata 
(KKN) Kolaborasi antara 
Universitas Gadjah Mada 
(UGM) dan Universitas Ta-
dulako (Untad) mengha-
dirkan inovasi pelestarian 
lingkungan melalui kegiatan 
restorasi terumbu karang 
bertajuk "Satria Laut 2026" 
di Pantai Kaluku, Desa Lim-
boro, Kecamatan Banawa 
Tengah, Kabupaten Dong-
gala, Sulawesi Tengah.

Kegiatan tersebut menjadi 
salah satu bentuk pengab-
dian mahasiswa kepada 
masyarakat sekaligus upaya 
menjaga keberlanjutan eko-
sistem pesisir. Mahasiswa 
KKN UGM yang bertugas di 
wilayah tersebut menerap-

kan metode restorasi Kebun 
Karang, yakni teknik rehabi-
litasi terumbu karang yang 
dinilai sederhana, mudah 
diaplikasikan, dan berbiaya 
relatif rendah.

Metode tersebut dilaku-
kan dengan memanfaatkan 
karang mati yang dikum-
pulkan dan disusun mem-
bentuk struktur menyerupai 
piramida. Selanjutnya, bibit 
karang hidup ditempatkan 
di atas susunan tersebut dan 
diikat menggunakan kabel 
ties agar tetap stabil hingga 
dapat tumbuh secara alami.

Melalui program ini, ma-
hasiswa berhasil memban-
gun enam struktur kebun 
karang yang diharapkan 
menjadi media pertum-

buhan terumbu karang baru 
sekaligus habitat bagi berba-
gai jenis biota laut.

Pelaksanaan program 
mendapat perhatian dari 
pimpinan Universitas Tadu-
lako. Rektor Untad, Prof. Dr. 
Ir. Amar, ST., MT didampin-
gi para Wakil Rektor, para 
Dekan, serta Kepala Lem-
baga Penelitian dan Pen-
gabdian kepada Masyarakat 
(LPPM), meninjau langs-
ung lokasi KKN Kolaborasi 
UGM–Untad di Pantai Kalu-
ku, Sabtu (1/8/2026).

Dalam kunjungan terse-
but, rombongan melihat se-
cara langsung pelaksanaan 
berbagai program pengab-
dian mahasiswa, termasuk 
kegiatan restorasi terumbu 

karang yang menjadi salah 
satu program unggulan 
KKN di kawasan pesisir 
Banawa Tengah.

Kunjungan pimpinan 
Untad menjadi  bentuk 
dukungan terhadap pe-
laksanaan program pen-
gabdian yang memadukan 
pendidikan, pemberdayaan 
masyarakat, dan pelestarian 
lingkungan. Melalui sinergi 
antara perguruan tinggi, 
mahasiswa, dan masyarakat, 
program Satria Laut 2026 di-
harapkan mampu memberi-
kan manfaat jangka panjang 
bagi kelestarian ekosistem 
pesisir sekaligus meningkat-
kan kesadaran masyarakat 
akan pentingnya konservasi 
laut di Sulawesi Tengah.*ENG

REKTOR Untad, Prof. Dr. Ir. Amar, ST., MT didampingi para Wakil Rektor foto bersama dengan para mahasiswa KKN. FOTO: HUMAS

KKN Kolaborasi UGM–Untad Hadirkan Program 
Restorasi Terumbu Karang di Pantai Kaluku

KEDATANGAN Duta Besar UEA untuk Republik Indonesia, Abdul-
la Salem Aldhaheri, pada Senin (3/8/2026).FOTO PIKP DISKOM-
INFOSANTIK PALU

Duta Besar UEA 
Bahas Peluang 

Investasi di KEK Palu
Indonesia dan berdekatan 
dengan Ibu Kota Nusanta-
ra (IKN), sehingga dinilai 
memiliki prospek besar 
sebagai simpul distribusi 
dan logistik.

Selain itu, Pelabuhan 
Pantoloan juga menja-
di daya tarik tersendiri 
karena memiliki kedala-
man alami sekitar 18 me-
ter yang memungkinkan 
kapal-kapal bermuatan 
besar  bersandar  tanpa 
memerlukan pengerukan 
yang signifikan. 

Kondisi tersebut menjadi 
nilai tambah bagi pengem-
bangan investasi berbasis 
industri dan logistik.

Dukungan Pemerintah 
Kota Palu terhadap para 
investor juga menjadi per-
hatian dalam pertemuan 
tersebut. 

Hal itu diperkuat den-
gan testimoni salah satu 
investor asal Tiongkok 
yang turut hadir dan telah 
berinvestasi di kawasan 
IKN. 

Investor tersebut mem-
bagikan pengalamannya 
mengenai komitmen serta 
dukungan yang diberi-
kan Pemerintah Kota Palu 
dalam mendorong iklim 
investasi yang sehat dan 
berkelanjutan.

Melalui kunjungan ini, 
diharapkan hubungan ker-
ja sama antara Kota Palu 
dan Uni Emirat Arab dapat 
terus berkembang, sehing-
ga membuka peluang ma-
suknya investasi baru yang 
mampu mendorong per-
tumbuhan ekonomi, men-
ciptakan lapangan kerja, 
serta memperkuat posisi 
KEK Palu sebagai kawasan 
investasi yang kompetitif 
di Indonesia. ABS

Pelepasan peserta dilaku-
kan langsung oleh Rektor 
Unismuh Palu, Prof. Dr. H. 
Rajindra, SE., MM., sebagai 
bagian dari pelaksanaan 
catur perguruan tinggi me-
lalui pengabdian kepada 
masyarakat.

Kampus Unismuh Palu 
Donggala merupakan salah 
satu pengembangan Unis-
muh Palu yang berlokasi 
di Kabupaten Donggala. 
Kampus tersebut saat ini 
menaungi tiga fakultas, yak-

ni Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis, Fakultas Teknik, serta 
Fakultas Kesehatan Masy-
arakat.

Prosesi pelepasan turut di-
hadiri Sekretaris Universitas 
Muhammadiyah Palu, Dr. 
Fadli Umar, S.KM., M.Kes., 
Ketua Lembaga Penelitian 
dan Pengabdian kepada 
Masyarakat (LPPM) Unis-
muh Palu, Dr. Rukhayati, 
SE., MM., para dosen pem-
bimbing lapangan (DPL), 
serta jajaran Pemerintah 

REKTOR Unismuh Palu, Prof. Dr. H. Rajindra, SE., MM bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala, Dr. Ir. H. Rustam Efendi, S.Pd., SH., M.AP pada 
pelepasan peserta KKN Mahasiswa Kampus Unismuh Palu Donggala, Senin (4/8/2026). FOTO: DOK LPPM UNISMUH PALU

Perdana Kampus Unismuh Palu Donggala Diterjunkan Mahasiswa 
KKN, Siap Dukung Program Digitalisasi Pemkab Donggala

SULTENG RAYA – Sebanyak 33 mahasiswa 
Kampus Universitas Muhammadiyah (Unis-
muh) Palu Donggala resmi diberangkatkan 
untuk mengikuti program Kuliah Kerja 
Nyata (KKN).

Kabupaten Donggala.
Dari unsur pemerintah 

daerah hadir Sekretaris Dae-
rah Kabupaten Donggala, 
Dr. Ir. H. Rustam Efendi, 
S.Pd., SH., M.AP., bersama 
sejumlah pejabat di lingkun-
gan Pemkab Donggala.

Dalam sambutannya, 
Rustam Efendi berharap 
kehadiran mahasiswa KKN 
dapat memberikan kont-
ribusi nyata terhadap pro-
gram prioritas Pemerintah 
Kabupaten Donggala, khu-
susnya dalam percepatan 
digitalisasi pelayanan pe-
merintahan.

Menurutnya, saat ini pe-
merintah daerah tengah 
mendorong penerapan 
berbagai aplikasi digital 
di lingkungan aparatur si-
pil negara (ASN). Namun, 

pemanfaatannya masih 
menghadapi kendala karena 
belum seluruh ASN men-
guasai penggunaan aplikasi 
tersebut.

"Mahasiswa KKN diha-
rapkan dapat membantu 
pemerintah menyosialisasi-
kan berbagai aplikasi yang 
digunakan ASN, termasuk 
memberikan pendampingan 
mengenai tata cara peng-
gunaannya. 

Kehadiran mahasiswa 
diharapkan menjadi bagian 
dari percepatan transfor-
masi digital di Kabupaten 
Donggala," ujar Rustam, 
Senin (4/8/2026).

Sementara itu, Rektor 
Unismuh Palu, Prof. Rajin-
dra, mengingatkan seluruh 
peserta KKN agar menjaga 
nama baik institusi selama 

berada di tengah masyara-
kat. Ia menegaskan bahwa 
perilaku mahasiswa akan 
menjadi cerminan kualitas 
kampus di mata masyarakat.

"Selama menjalankan 
KKN, kalian tidak hanya 
membawa nama pribadi, 
tetapi juga membawa nama 
Unismuh Palu Donggala. 
Karena itu, jagalah nama 
baik kampus dan hindari 
segala tindakan yang dapat 
merusak citra diri mau-
pun institusi," pesan Prof. 
Rajindra.

Rektor juga menekan-
kan pentingnya penyus-
unan program kerja yang 
berorientasi pada kebutuhan 
masyarakat. 

Menurutnya, kegiatan 

KKN harus menghasilkan 
manfaat yang nyata dan 
berkelanjutan, bukan seka-
dar memenuhi kewajiban 
akademik.

"Program kerja yang di-
susun harus memberikan 
dampak langsung bagi 
masyarakat. Jangan hanya 
bersifat formalitas, tetapi 
benar-benar mampu men-
jawab kebutuhan dan per-
soalan yang ada di lokasi 
pengabdian," katanya.

Ketua LPPM Unismuh 
Palu, Dr. Rukhayati, dalam 
laporannya menjelaskan 
bahwa 33 mahasiswa yang 
diberangkatkan merupa-
kan peserta KKN angkatan 
pertama dari Kampus Unis-
muh Palu Donggala. Mereka 

berasal dari dua program 
studi, yakni Program Studi 
Manajemen pada Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis serta 
Program Studi Informatika 
pada Fakultas Teknik.

Para mahasiswa akan 
melaksanakan pengabdian 
masyarakat selama 40 hari 
di wilayah Banawa Tengah 
dan Desa Boya, Kabupaten 
Donggala. Melalui kegiatan 
tersebut, mahasiswa diha-
rapkan mampu mengim-
plementasikan ilmu pen-
getahuan yang diperoleh 
di bangku kuliah sekaligus 
membangun kolaborasi 
dengan masyarakat dan 
pemerintah daerah dalam 
mendukung pembangunan 
di tingkat desa. ENG


